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ABSTRAK

Nama : Wesly Silalahi
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tinjauan Yuridis Atas Peninjauan Kembali

Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Terkait
Dengan Ketentuan Pasal 43 Ayat (6) Huruf B Dan
Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Upaya hukum dalam Sengketa Pajak dengan Peninjgearbali adalah merupakan hak
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangdnddng perpajakan apabila kemudian
salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pisngdelajak terhadap suatu Sengketa
Pajak. Terhadap putusan Pengadilan Pajak yang naeglesn Banding Wajib Pajak dan
membebankan kewajiban Imbalan Bunga sebesar 2% fdtsen) kepada Fiskus diatur
dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28im&007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan. Fiskus dapat mengajugapauhukum Peninjauan Kembali,
sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-UndangpNa&Tahun 2007. Namun dalam
Kententuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruém@tdran Pemerintah Nomor 74 Tahun
2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Penmenikavajiban Perpajakan
mengamanatkan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajpkamohonan Banding, imbalan
bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banddak tdiajukan Permohonan Peninjauan
Kembali ke Mahkamah Agung, dan dalam hal PutusandiBg diajukan permohonan
Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apaBidusan Peninjauan Kembali telah
diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkanfejung. Maka apabila Pemerintah
berlindung pada ketentuan Pasal 43 ayat (6) hlordn huruf ¢ Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2011 akan mempunyai akibat hukumniyagrtundanya pembayaran
imbalan bunga yang merupakan amanat putusan Péng&dijak, penundaan tersebut adalah
bertentangan dengan ilmu hukum terkait dengan potysng berkekuatan hukum tetap
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14nT2002 tentang Pengadilan Pajak
Pasal 33 ayat (1) Pasal 86, Pasal 77 ayat (1) dsal B9 ayat (2) bahwa Putusan Pengadilan
Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak méwma lagi keputusan pejabat yang
berwenang dan Putusan Pengadilan Pajak merupakasepuakhir dan mempunyai kekuatan
hukum yang tetap serta Permohonan Peninjauan Kentidak menangguhkan atau
menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak.

Dari uraian d atas, bahwa imbalan bunga yang difledn kepada Fiskus terhadap amanat
putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan Bandaji Rajak yang merupakan putusan
tingkat pertama dan terakhir dapat menimbulkan imiafsir dalam hal penyelesaian
kewajiban perpajakan dan dapat pula menimbulkaildgtastian penerapan hukum dalam
bidang perpajakan serta dapat merugikan Wajib Pajak

Kata kunci : Pajak, Sengketa, Peninjauan Kembali
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ABSTRACT

Name : Wesly Silalahi
Study Program : Magister Kenotariatan
Title : Legal Review on The Judicial Reviewf The Tax

Court Decision As The Provisions Of Article 43
Subsection (6) Letter B And C Government
Regulation No.74, 2011 On Procedures Of The
Rights And Fulfillment Of Obligations Taxation.

Remedies in Tax Dispute with judicial review isight granted by legislation in the field of
taxation if the later one is not satisfied with dexision of the Tax Court for a Tax Dispute.
The decision of the Appeal Tax Court that taxpayers and imposes a duty of 2% interest
expense (two percent) to the tax authorities prexitbr in Article 27A paragraph (1) of Law
Number 28 Year 2007 regarding General Provisiorss Baix Procedures. Tax authorities
may file judicial review remedies, as provided forArticle 27 of Law No. 28 of 2007. But
in these Terms of Article 43 paragraph (6) lettamiol ¢ of Government Regulation Number
74 Year 201Loncerning the Implementation of the Rights anddaitions Tax Compliance,
which mandates that the Taxpayer Appeals to applihe interest expense given to the
Appeal Decision has not been filed Revision Petitio the Supreme Court, and Appeal
Decision in the case of judicial review petitioedl, if the exchange rate ruling granted
judicial review upon receipt by the Director Gen@falaxes of the Supreme Court.

when the Government took refuge to the provisidnarticle 43 paragraph (6) letter b and ¢
of Government Regulation Number 74 Year 2011 hasethe delay in payment of interest
expense in return is a mandate Tax Court's degiiendelay is contrary to the law relating
to the decision of legally binding as stated in Idw. 14 of 2002 concerning the Tax Court,
Article 33 paragraph (1), Article 86, Article 77 rpgraph (1) and Article 89 paragraph (2)
that the Tax Court decision can be implemented ichately with no need for the competent
authority's decision and the Tax Court Decisioraffidecision and have the force of the
permanent and judicial review application doessuspend or stop the implementation of the
Tax Court Decision.

From the description above, that the interest ex@eharged to the tax authorities against the

decision of the Tax Court's mandate that won thepager Appeals is the first and final
decision can lead to multiple interpretations img of settlement of tax liabilities and may
also cause uncertainty in the application of taxataw and can detrimental to the taxpayer.

Keyword : tax disputes, judicial review
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Neglata rmenjadi
primadona di banyak negara sebagai suatu sumbebiggan pengelolaan
Negara, karena sumber tersebut telah memberikaeripggan terbesar bagi
negara serta merupakan salah satu sumber dana walmam melakukan
pembangunan termasuk di Indonesia yang terkonstrdeg&am Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan bagianrencana kerja
pemerintah setiap tahun dalam mengelola NegarakRaga dimaknai sebagai
suatu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu rledalam pembiayaan
pembangunan yaitu menggali dana yang berasal a@saimdNegerf. Menurut
Rochmat Soemitro, pemahaman pajak dari perspektiiin bahwa?

Merupakan suatu perikatan yang timbul karena adadyaang-Undang
yang menyebabkan timbulnya kewajiban Warga Neganatuku
menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepadgafde Negara
mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajalebigr harus
dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan perspektif hukum ini, memperlihatkahwaa pajak yang dipungut
harus berdasarkan peraturan perundang-undangamasebaa diatur dalam
Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebbtkana :
Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa ukégerluan Negara
diatur dengan Undang-Undang

! Sony Devano, Siti Kurnigerpajakan Konsep, Teori dan I§lakarta: Kencana Media
Group, 2006), Hal. 52

 Rochmat Soemitrd?ajak dan PembangunaRg. 2, (Bandung : Enresco, 1988), Hal.15
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Sehingga dengan pengaturan tersebut akan menjatainya kepastian hukum,
baik bagi Fiskus sebagai petugas pengumpul pajakpom Wajib Pajak sebagai
pembayar pajak. Lebih lanjut bahwa ketentuan PZ3dUndang-Undang Dasar
1945 dapat didefinisikan sesuai definisi yang dikser oleh PJA. Andriani,
bahwa pajak adalah iuran pada Negara yang dapedtsdikan dan yang terutang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan cetidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yangagya adalah membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengas Memard. Kesimpulan
dari pendapat tersebut adalah bahwa pajak har@satikhn dengan peraturan
perundang-undangan sehingga Negara dapat memakkegada pihak yang
wajib membayarnya dan dapat menentukan sanksi gapat dikenakan kepada
Warga Negara yang tidak melaksanakan kewajibanegara benar, sehingga
Negara tidak sewenang-wenang dan rakyat juga mémsitu

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2@@ifang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah :

Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutamgh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undlamtang, dengan
tidak mendapat timbal balik secara langsung danudakan untuk
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmualarat

Dasar hukum penerapan pemungutan pajak di Indomesieh ketentuan yang
terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Repuididnesia 1945 Pasal
23A yang berbunyi :

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa ukégerluan Negara
diatur dengan Undang-Undang.

Maka sistem perpajakan yang berdasarkan perateramgang-undangan
akan memberikan perlidungan hukum baik bagi Wajal maupun kepada
petugas pajak (Fiskus), perlindungan hukum terselimiaknai bahwa dalam
proses penagihan pajak tidak terjadi penyelewerkgavenangan oleh petugas
pajak, sehingga setiap bentuk pajak yang dibebaképada Wajib Pajak sebagai

*H.Bohari, Pengantar Hukum PajakCet.5, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004),
Hal.23
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Warga Negara adalah berdasarkan perhitungan yasignah transparan, dan
dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian tedmyjp kepercayaaftrust)
masyarakat kepada Negara dalam bidang perpajakatunmetugas pajak dalam
proses perpajakan yang akan berdampak pada metriggkapartisipasi
masyarakat dalam memenuhi kewajibannya untuk meanbagjak. Sikaprust
demikian akan menimbulkan pula hubungan hukum arnp@merintah sebagai
Fiskus dan masyarakat sebagai Wajib Pajak, huburtggtum demikian
merupakan hubungan hukum yang lahir dari Undangadgdkarena perpajakan
tersebut diatur dari berbagai regulasi peraturanngng-undangan , sehingga
tidak dibutuhkan suatu kesepakatan antara FiskudAégib Pajak dan tidak pula
dibutuhkan suatu perjanjian antara pemerintah seb@igkus dan masyarakat
sebagai Wajib Pajak.

Hubungan hukum tersebut menempatkan pemerintalgaebeskus dan rakyat
sebagai Wajib Pajak tidak sederajat, PemerintatagsebFiskus mempunyai
kedudukan dan kekuasaan/kewenangan dalam menenbekapa besar pajak
yang harus di bayar oleh Wajib Pajak, sebaliknysyai@akat/Warga Negara
sebagai Wajib Pajak berharap bahwa pajak yang did@m kepadanya
jumlahnya sedapat mungkin lebih kecil. Dalam peaed persepsi tersebut,
dikarenakan bahwa pemerintah sebagai Fiskus memplkeywenangan melalui
hukum publi€ (hukum materiil) yang mangatur perpajakan sebatgsar
menetapkan besaran pajak yang wajib dibayarkan Weahga Negara. Maka
dengan kewenangan tersebut yang diatur dalam hpksitif pemerintah dituntut
untuk melakukan upaya-upaya dalam meningkatkanisgesi rakyat dalam
membayar pajak. Upaya-upaya yang dilakukan penaéritérsebut diantaranya
melalui sosialisasi terhadap pentingnya atau peegak bagi keberlangsungan
pembangunan Negara dan melakukan evaluasi perpagakapai pada merubah

regulasi dalam pemungutan perpajakan.

* Siti Kurnia RahayuPerpajakan Konsep, Teori, dan Is{dakarta : Kencana Media
Group, 2006), Hal. 95 bahwa Hukum Pajak adalahdmagiari hukum publik, dan ini adalah
bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubnreggtara penguasa dengan warganya, atau
yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan.
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Perubahan tersebut telah dilakukan dalam sistenupgutan pajak dari
Official Assessment Systemitu penetapan besarnya pajak yang terhutang derad
pada pihak Fiskus menja8elf Assessment Systgaitu suatu sistem pemungutan
yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk ntekan sendiri besarnya
pajak yang terutarifWajib Pajak diberikan kewenangan penuh untuk
menjalankan sendiri kewajiban perpajakannya se@ingelf Assessment
System merupakan sistem perpajakan di mana inisiatif untokmenuhi
kewajiban perpajakan berada di pihak Wajib Pajakuydengan mendaftarkan
diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak d&u Nomor Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), menghitung besam@jg#t pang seharusnya
terutang, memperhitungkan pajak yang telah disetog telah dipungut pihak
ketiga, membayar serta melaporkannya ke pihak rakJenderal Pajak.

DenganSelf AssessmerBystemtersebut memberikan dampak positif
dalam perpajakan dimana akan mempercepat dan m&ngleat kerja birokrasi
dalam proses pemungutan pajak, disamping itu bal®awgan penghitungan pajak
menggunakarself Assessment Systdmarapkan tingkat keberhasilan patisipasi
masyarakat dalam membayar pajak lebih maksimal,unagemikian sistem
pemungutan pajak dengaelf Assessmemhempunyai kelemahan dalam hal
terdapat Wajib Pajak yang tidak transparan dalamlaponekan berapa
sesungguhnya jumlah pajak yang harus dibayarkah,inhaperlu mendapat
perhatian dari pemerintah terkait upaya-upaya mseimmaitkan penerimaan pajak

dengarSelf Assessment System.

Keberhasilan dan kegagalan di bidang perpajakagasalpengaruhi oleh
Wajib Pajak itu sendiri yaitu tingkat kemampuan,mpéaman, kejujuran,
ketepatan waktu dan kesadarannya. Oleh sebab ituk umenghindari
penyimpangan/pelaporan yang tidak sebenarnya tdokaapa seharunya pajak

yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, maka dekgamrnangan yang dimiliki

® Mardiasmo Perpajakan Edisi revisi, (Yogyakarta: Andi, 2011), Hal. 7
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pemerintah sebagai Fiskus, setelah Wajib Pajakpogtan penghasilannya dan
terhadap laporan tersebut, Fiskus akan melakukarengiiesaan dan Wajib Pajak
haruslah kooperatif dalam pemeriksaan tersebutga@bana diamanatkan Pasal
29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tenteetentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atéata@a, dokumen
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhgan
dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usgiekerjaan
bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempatrageng yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan dadapat bukti bahwa
sesungguhnya jumlah penghasilan Wajib Pajak berdedgan yang dilaporkan
sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (1) UndadgAdnNomor 28 Tahun
2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpalztava :

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat t@mgnya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atauhudra Pajak,
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat é@pan Pajak
Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau leetgan lain pajak
yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikataaajangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) daeladetditegur
secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya ageimana
ditentukan dalam Surat Teguran;

c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau leetgan lain mengenai
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atagdda Mewah
ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisbihl pajak atau
tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalanmaP28 atau Pasal
29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahusdraya pajak yang
terutang; atau

e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor &loRVajib Pajak
dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajelirggabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).
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Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undangfgndéomor 28
Tahun 2007 tersebut, Pemerintah sebagai Fiskust dapaetapkan besarnya
pajak yang sebenarnya yang harus dibayarkan olgih Wajak berdasarkan hasil
pemeriksaan, penetapan tersebut dilakukan olerugitknpa persetujuan dari
Wajib Pajak, Sebagaimana bahwa pemerintah sebasgjaisFdalam membuat
suatu keputusan terhadap besarnya pajak yang tidwayzar, baik itu berdampak
positif maupun berdampak negatif kepada Wajib Papsmerintah tidak
mempunyai suatu beban sepanjang bahwa penghitwagan dilakukan Fiskus
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. PenbguEeghitungan besaran
pajak tersebut dapat menimbulkan sendketarpajakan apabila pihak Waijib
Pajak tidak mengakui penetapan yang dikeluarkah Blekus terhadap jumlah
pajak yang harus dibayarkan, dalam hal ini WajihalPeharus mempunyai
landasan atau argumentasi yang dapat menguatkaerakainya bahwa
sesungguhnya penetapan Fiskus yang menentukamyegamlah pajak yang

harus dibayarkan adalah tidak benar.

Maka terhadap besaran yang ditetapan oleh pentersghagai Fiskus
melebihi jumlah penghitungan berdasark&@elf Assessment Systeyang
dilakukan oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat rkekan pembayaran terhadap
pajak terutang tersebut, yakni Wajib Pajak dapdbkoian pembayaran secara
penuh atau apabila jumlah pajak terutang terselamgat besar sehingga
terkendala dalam pelunasan sekaligus, maka Wajjak P@dapat mengajukan
permohonan pembayaran secara angsuran ataupun hggrano penundaan
pembayaran ataupun permohonan pengurangan juml@gk psang harus
dibayarkan kepada Negara, namun dalam proses peaenkewajiban

perpajakan tersebut, ternyata ditemukan adanyaakesg khususnya dalam

®Indonesia, Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak) Nomor 14 Tahun 2002, LN
No. 27, TLN. No. 4189 Pasal 1 angka 5 menyatakamma sengketa yang timbul di bidang
perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Bajagan pejabat yang berwenang sebagai
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajisamding atau Gugatan kepada Pengadilan
Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangaajgiap termasuk Gugatan atas pelaksanaan
penagihan Undang-Undang Penagihan Pajak denganPFaksa.
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ketetapan besaran pajak yang diterbitkan oleh petakrsebagai Fiskus terdapat
kesalahan, maka Fiskus kemudian melakukan pembensgtelah dilakukan

pembuktian terhadap kesalahan tersébut.

Apabila terhadap perbedaan penghitungan besarak gang dilakukan
oleh pemerintah sebagai Fiskus dan Wajib Pajak yamegghitung sendiri
pajaknya berdasarkaBelf Assessment Systéiglak tercapai penyelesaian dan
menimbulkan sengketa perpajakan, maka selanjutinekqpihak yang merasa
benar dapat mengajukan upaya hukum. Negara memhekdsempatan kepada
setiap warga Negara untuk mempertahankan hakngalaian hukum, termasuk
dalam lingkup kewajiban perpajakan/hak dalam gigdsi pembangunan bangsa
melalui pembayaran pajak. Upaya tersebut adalalhgselbentuk penegakan
hukum (law enforcementdi bidang perpajakan, yang dapat dimaknai bahwa
serangkaian upaya, proses, dan aktifitas untuk adé@n hukum berlaku
sebagaimana seharusnya. Menurut Satjipto Rahavdjowa penegakan hukum
adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginargk@n hukum menjadi
kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keingmgoum dalam hal ini tidak
lain adalah pikiran-pikiran hukum badan pembuat ahgdUndang yang

dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum terdebut

Salah satu penegakan hukum dalam bidang perpajéaat dilakukan
dengan menggunakan pranata hukum administrasi,adianpenegakan hukum

administrasi diharapkan bahwa sesuatu yang menyignpdalam proses

"Indonesia, Undang-Undang Tenang Ketentuan Umum dan Tata Carpdpakan UU

Nomor 28 Tahun 2007, LN. No.85, TLN No0.4740, Pasalayat (1) bahwa Atas permohonan
Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jetd®ajak dapat membetulkan Surat Ketetapan
Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan PelabetGurat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surptitiean Penghapusan Sanksi Administrasi,
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Bemitusan Pembatalan Ketetapan Pajak,
Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pajak, Stamat Keputusan Pemberian Imbalan
Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalafiankesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan pamgrachdangan perpajakan.

® Satjipto RahardjoMasalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiol¢@adung :
Sinar Baru, 1984), Hal. 24
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perpajakan dapat diperbaiki dengan proses lebiatcBenegakan hukum tersebut
dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam Iiglgperpajakan, tetapi karena
posisi pemerintah sebagai Fiskus yang diberikanekewgan oleh peraturan
perundang-undangan , maka penegakan hukum tergdlutbanyak dilakukan
oleh pemerintah sebagai Fiskus dibanding oleh WRgak. Penegakan hukum
tersebut dalam hal sengketa pajak dapat dilakulkdnmpemerintah sebagai Fiskus
dan Wajib Pajak yang keberatan terhadap penetagsardn pajak melalui upaya
Keberatan dan Banding pada Pengadilan Pagérta Peninjauan Kembali
terhadap putusan banding sebagaimana ketentuah Zasayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan atdarnd-Undang Nomor
6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Gagafkan bahwa :

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kep&deektur

Jenderal Pajak atas suatu :

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak kdigyaasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan .

Terhadap Keberatan yang disampaikan oleh WajibkPal@olak/tidak
dikabulkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka w@apakeputusan Direktur
Jenderal Pajak tersebut dapat diajukan upaya hidamding kepada Pengadilan
Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat ([ddardg-Undang Nomor 28
Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-UndangomMi6nTahun 1983
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakamabah

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Bandingyhakepada

Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberata

Dalam proses upaya hukum tersebut, terdapat peabe#teduanya antara

keberatan yang disampaikan kepada Direktur Jenéajak dan Banding yang

® Indonesia,Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak, Op.®iasal 31 bahwa Tugas
dan wewenang Pengadilan Pajak adalah memeriksméamtus sengketa pajak atau dengan kata
lain menyelesaikan Sengketa Pajak.
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dimohonkan kepada Pengadilan Pajak yaitu pada $rpsegajuan Keberatan,
kedudukan Wajib Pajak sebagai Pemohon atas Kebhedsiagan objek pajak
yang menjadi sengketa berhadapan dengan Direktodedd Pajak atau
jajarannya sebagai termohon, dimana Objek Pajakg yarenjadi sumber
Keberatan Wajib Pajak merupakan penghitungan yalakuttan oleh Fiskus
yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintahingga terhadap keduanya
terdapat perbedaan kedudukan, maka kemungkinan eb&ielveratan tersebut
dikabulkan oleh Direktur Jenderal Pajak adalah abrababila oleh Wajib Pajak
tidak menyertakan dengan bukti-bukti yang cukupadap materi permohonan
Keberatan atas objek pajak. Dalam pengajuan Barghdg Pengadilan Pajak di
mana Wajib Pajak sebagai Pembanding dan pemergghagal Fiskus adalah
Terbanding dan sengketa tersebut nantinya akamilkbpeoleh Hakim. Dalam
pemeriksaan tersebut Pengadilan Pajak menempatkajib WPajak dan
pemerintah sebagai Fiskus pada kedudukan yang desm@&ampuan masing-
masing pihak/menentukan untuk dapat membuktikaapsetateri Banding, oleh
sebab itu kepentingan hukum Wajib Pajak terhadapenm@anding tersebut
haruslah dilindungi karena kedudukannya yang lenhalh,ini berbeda dengan
Fiskus yang mempunyai kewenangan yang diberikalm pégaturan perundang-
undangan , maka dengan kewenangan hukum publik geargberikan posisi
dominan bagi pemerintah sebagai Fiskus memungkinkatuk melakukan
tindakan Administrasi Negara dalam kategori pempgngan kewenangdabuse
of powerf°.

Terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan olehbVRajak jika Fiskus
menyimpangi kewenangan berdasarkan peraturan pergndthdangan maka

dapat menempuh upaya yaitu Keberatan, Banding damnjBuan kembali.

% Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Temha

Negara, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2004), Hal. 8b8Bwa Untuk menghindari
penyimpangan kewenangdabuse of power) maka setiap kali melakukan tindakan hukum
pemerintahan, para Badan atau Jabatan TUN (TathaUNagara) harus menemukan dengan
menelusuri wewenangnya dalam peraturan hukumlisegitau hukum yang tidak tertulis yang
berlaku. Dan dalam menggunakan wewenang pemerimtiraikian itu harus selalu berpedoman
kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh ta&tirh serta jurisprudensi
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Namun pelaksanaan upaya tersebut tidak serta ot dilakukan oleh Wajib
Pajak, melainkan terdapat syarat tertentu yangshdipenuhi oleh Wajib Pajak
yaitu pengajuan Keberatan hendaklah disampaikah W&ajib Pajak dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Suratetégtan Pajak dikirim atau
pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana datum Pasal 25 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umwan data Cara
Perpajakan juncto Pasal 28 ayat (1) Peraturan feate Nomor 74 Tahun 2011
Tentang Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan BeamKewajiban. Lebih
lanjut bahwa apabila Keberatan dimaksud tetap @kajukan kepada Direktur
Jenderal Pajak, maka sesuai amanat Pasal 31 gy&e(aturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2011 bahwa :
Dalam hal pengajuan Keberatan Wajib Pajak ditolaiaiadikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasiupa denda sebesar
50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkkeputusan
Keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibaysebelum
mengajukan Keberatan
Artinya bahwa Wajib Pajak harus benar-benar yalarhadap permohonan
Keberatannya berdasarkan analisa bahwa telah itgrgadyimpangan terhadap
jumlah pajak yang terutang, konsekwensinya apatelaeratan tersebut tidak
didukung dengan alat bukti yang cukup maka WajialPaerancam sanksi
administrasi sebagaimana disebutkan dalam Pasalaygt (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. Oleh sebab ituilap@lajib Pajak ragu-ragu
untuk mengajukan Keberatan dikarenakan tidak yatas pendapatnya/alat bukti
mengenai Sengketa Pajak yang menguntungkan bagisglaiknya tidak
melanjutkan pengajuan Banding tersebut. Begitu@inyla apabila Wajib Pajak
mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak ma#lap@&r konsekwensi atau
akibat hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ajat/(@ang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 dan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerdator 74 Tahun 2011

yaitu :
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Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahui 200

Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabullsgbagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sabd00% (seratus
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Bagddikurangi
dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebefnemngajukan
Keberatan.

Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 742611

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa derskbesar 100%
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan patu Banding
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibagabelum
mengajukan Keberatan dalam hal Putusan Banding :

a. Mengabulkan

b. Mengabulkan sebagian

c. Menambah pajak yang harus dibayar

d. Membetulkan kesalahan pajak yang masih harus dibaya

Selain dari pada upaya hukum Keberatan dan Bardipgda Pengadilan Pajak,
Negara memberikan hak pula kepada Wajib Pajak udiagkat mengajukan
Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UndadgrdnNomor 28 Tahun

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajztava :

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapakdikan terhadap :

a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksamdkanyitaan,
atau Pengumuman Lelang;

b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegufosrpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) Basal 26 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007; atau

d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keprtukeberatan
yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosethu tata
cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturanrupdang-
undangan perpajakan

Hanya dapat diajukan kepada badan Peradilan Pajak.

Pengaturan upaya hukum tersebut terhadap setiaptapam yang
diterbitkan oleh pemerintah sebagai Fiskus adatdtagai bentuk perlindungan
hukum yang diberikan oleh Negara, sebagaimana tketenUndang-Undang
Dasar 1945 pembukaan alenia IV bahwa :

Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indanaging

melindungi suatu Pemerintah Negara Indonesia yaetnaiungi segenap
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Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonetaa untuk

memajukan kesejahteraan umum

Ketentuan tersebut, dapat dimaknai sebagai pedaojudari perlindungan
Negara dalam hal ini dilaksanakan oleh pemerirdahingga dalam pemenuhan
kewajiban pembayaran pajak, Wajib Pajak mendapapatakuan yang baik,
adil dan bertanggung jawab, sehingga dengan demMiajib Pajak tidak lagi
berprinsip bahwa pemenuhan kewajiban perpajakamarbgkbagai beban yang
memberatkan melainkan merupakan panggilan moragselwarga Negara untuk
turut serta menjadi bagian dari pembangunan demgdaksanakan kewajibannya

dalam membayar pajak.

Berdasarkan asasqualitiy tersebut antara Pemerintah dan Wajib Pajak, maka
dalam pelaksanaan upaya hukum Keberatan dan Bamsdimgpai pada upaya
hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali, Pemahirdan Wajib Pajak dapat
menyelesaikan sengketa tersebut dengan pertimbaeta@gaimana diatur dalam
Pasal 27A ayat (1), ayat (1a) Undang-Undang Non8oiT@hun 2007 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

(1) Apabila pengajuan Keberatan, permohonan Banding,au at
permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan sebagiatau a
seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayglvagaimana
dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bay&gyrat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat KetstaPajak
Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yamdph dibayar
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebirembpyaran
dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan busefzesar 2%
(dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dululpwempat) bulan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar danaSigetetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggaibayaran
yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak samgagan
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusandig, atau
Putusan Peninjauan Kembali; atau.

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat kgian Pajak Lebih
Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat lagpan pajak
sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan KeharePutusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
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(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada aygajuga diberikan
atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat KeputusamguPangan
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalatetipan Pajak
yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebalidaebihan
pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar danaSktetetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggahbayaran
yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sadgragan
diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Suraputiean
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusamidatalan
Ketetapan Pajak;

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat kagan Pajak
Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan sukatetapan
pajak sampai dengan diterbitkannya Surat KeputuBambetulan,
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atawatS
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atau

c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggaimbayaran
yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sadgragan
diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Suraputiesan
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusamidatalan
Ketetapan Pajak.

Pembayaran imbalan bunga sebagaimana dimaksudbuerselalah
sebagai bentuk perlindungan hukum kepada WajikkRagauk dapat mengajukan
upaya hukum terhadap setiap bentuk dugaan penygapgenyalahgunaan
kewenangan oleh petugas pajak (Fiskus) sehingggaupakum yang dilakukan
oleh Wajib Pajak dapat menjadi alat pengawasanaéickak langsung seberapa
maksimal kinerja petugas pajak (Fiskus) dalam m&ak pendampingan
menentukan/menghitung besarnya kewajiban pajak yJeergs dibayar oleh
Wajib Pajak. Lebih lanjut bahwa pemerintah sakgatsisten untuk memberikan
perlindungan hukum bagi Wajib Pajak, sebagaimartavhasemangat dalam
pemungutan pajak adalah lahirnya kesadaran bagbWajak untuk membayar
pajaknya berdasarkan ketentuan peraturan perundadaigan . Hal tersebut
dapat dilihat bahwa Negara memberikan suatu pemigdn hukum yang
maknanya sebagai motivasi untuk membela kepentimgum Wajib Pajak
untuk mengajukan upaya hukum Keberatan, BandinginRe&ian Kembali yaitu

dengan diaturnya hak bagi Wajib Pajak untuk mentapaimbalan bunga
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sebesar 2% (dua persen) untuk setiap materi peargdfaberatan, Permohonan
banding, Permohonan Peninjauan Kembali yang dikabulsebagian atau
seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27A dnAdadang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Capaja&an juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Pasal 43 ayat y&j}, (@), ayat (3), ayat (4).
Sehingga ketentuan pembayaran imbalan bunga teénsemberikan manfaat dan
semangat serta konsistensi Wajib Pajak dalam méaf@erkan argumentasi
hukumnya pada saat melakukan pelaporan pajak leekdas sistem Self
AssessmentKelebihan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajédembalikan
sepenuhnya oleh Negara bersamaan dengan pembmbatan bunga. Namun
dalam pelaksanaannya/mekanisme pemberian imbalamgabu tersebut
sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1), ajaayat (3), ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 terjadi ketidaklisieesan dalam
pelaksanaannya, khususnya pada saat pemenuhan bp&yan Peninjauan
Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak yaituungeran pembayaran
iImbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 43 @&yhuruf a dan huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 bahwa :

huruf a

dalam hal Wajib Pajak mengajukan Permohonan Bandimgalan bunga
diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidakjakan Permohonan
Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung

huruf b

dalam hal atas Putusan Banding diajukan permohorReninjauan

Kembali, imbalan bunga diberikan apabila PutusamiRgpuan Kembali

telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Meamah Agung
Ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf a dan huruf latBben Pemerintah Nomor 74
Tahun 2011 tersebut bertentangan dengan Pasab88layPasal 77 ayat (1) dan
Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2606fang Pengadilan
Pajak bahwa :

Pasal 33 ayat (1)
Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pedadan terakhir
dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak
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Pasal 77 ayat (1)
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhin dampunyai
kekuatan hukum tetap

Pasal 89 ayat (2)
Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkanau at
menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak

Lebih lanjut bahwa Pengadilan Pajak sebagai Pelagatingkat pertama dan
terakhir dimaknai bahwa terhadap Putusan PengaBdgak tidak dapat diajukan
Kasasi (upaya hukum biasa), hal ini sesuai pulag@erketentuan Pasal 45A
ayat(1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentamgb@ean atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Adoaigwa :

Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi mengadili perkaang
memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi, kecuali @erkyang oleh
Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya

Sebagai dasar bahwa Putusan Pengadilan Pajak sdPaggadilan Banding
terhadap Sengketa Pajak tidak dapat diajukan upakam Kasasi juga diatur di
dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang 48 Tahu@ Z6@tang Kekuasaan
Kehakiman, bahwa :

Putusan Pengadilan dalam tingkat Banding dapat diakan Kasasi ke
Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkuteoyali Undang-
Undang menentukan lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkdis melakukan suatu
penelitian dan menyusunnya dalam penulisan hukusis tgang berjudul :
“Tinjauan Yuridis atas Peninjauan Kembali terhadap Rutusan Pengadilan
Pajak Terkait dengan Ketentuan Pasal 43 ayat (6) huf b dan ¢ Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Paksanaan Hak dan

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan”
Perumusan Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikaata$, maka perumusan

masalah dalam penulisan ini adalah :
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1. Apakah pelaksanaan Imbalan Bunga dalam Putusana@iény Pajak dapat
ditunda dengan adanya Upaya Hukum Peninjauan Kefmbal

2. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 201tamgnTata Cara
Pelaksanaan hak dan Pemenuhan Kewajiban bertentaleggan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

1.3Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka galaetitian ini
bertujuan:

1. Untuk mengetuai pelaksanaan Imbalan Bunga dalams&uat Pengadilan
Pajak dapat dilakukan penundaan sehubungan adapgga uhukum
Peninjauan Kembali

2. Untuk mengetahui pertentangan Peraturan Pemeiidaior 74 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Pelaksanaan hak dan Pemenuhaasjilk@w dengan
Undang-Undang Nomor 14 TAhun 2002 Tentang Pengaéitgak.

1.4 Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam p#regegan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk omegigapkan kebenaran
secara sistematis, metodologis dan konsisten medabses penelitian tersebut
perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap yatg telah dikumpulkan dan
diolah. Penulisan tesis ini menggunakan metodaelagai berikut :
1. Penelitian kepustakaan
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridisiaiify yaitu penelitian
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustséa data sekundét.
Artinya penelitian ini ditinjau dari sisi normatifaitu penelitian terhadap

keseluruhan data hukum primer maupun peraturakgsianya.

"Sperjono Soekanto dan Sri Mamuditeneliian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
singkat,Ed.1, Cet.7, (Jakarta : PT. Raja Gravindo Pers2@23), Hal. 13-14
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2. Sifat Penulisan
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-dasatorist?> Deskriftif
berarti peneliti akan menggambarkan selengkap muonglermasalahan
hukum mengenai Peninjauan Kembali terhadap Puttsargadilan Pajak
sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf bhdanmf c Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cdek$2@maan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang selanjutnyadi&aalisa.
3. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian yang bersifat yuridis normatitlilakukan dengan pengumpulan data
sekunder hukum, sehingga teknik pengumpulan ddskutian dengan cara
melakukan studi dokumen/kepustakaan, penelitian ustegaan dengan
mengkaji atau melakukan telaahan bahan-bahan hypkimer, sekunder dan
tertier yang terdiri dari :
a. Sumber Hukum Primer
Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengigkahg
berhubungan dengan penulisan ini yaitu peraturasardaperaturan
perundang-undangan .
b. Sumber Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang berupa buku teks, penelosutarnet, artikel
ilmiah, majalah, surat kabar, tesis dan disertasi
c. Sumber Hukum Tertier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupenjetasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamdgks dan juga bahan-
bahan yang berasal dari penelusuran literatur.
4. a. Teknik analisa data

b. Teknik mengambil kesimpulan : induktif ddeduktif

2 5ri Mamudiji, dkk.,Metode Penelitian dan Penulisan Huku@akarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal. 4

M. Subana dan Sudrajpsar-dasar Penelitian limiah(Bandung: Pustaka Setia,
2001), Hal. 78
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1.5Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdidari tiga bab dan

masing-masing bab terdiri dari sub bab untuk mesjeln ruang lingkup dan

cakupan permasalahan dengan rincian sebagai berikut

BAB 1

BAB 2

Bab 3

Merupakan bab pendahuluan yang akan mesketa latar
belakang penulisan tesis ; Pokok masalah; tujukukannya
penelitian; metode penelitian yang digunakan umiekganalisa

permasalahan, dan sistematika penulisan

: Merupakan bab Pembahasan tentang tinjayandis atas

Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilark Paijkait
dengan ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b darf bureraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpagaitara

lain mengenai : Pengertian pajak; Hak dan kewajfiakus dan
Wajib Pajak; Jenis-jenis pajak; Asas-asas PemungBtgak;
Stelsel Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pagaigketa
Perpajakan; Kekuasaan Kehakiman; Mahkamah Agung dan
Badan-badan Peradilan dibawahnya; Mahkamah Kosstitu
Pengadilan Pajak; Dasar hukum Pengadilan Pajakar@gsi
Pengadilan Pajak; Kompetensi Pengadilan Pajak;Tulps
wewenang Pengadilan Pajak; Upaya Hukum terhadaps&ut
Pengadilan Pajak; Dasar hukum Peninjauan Kembata Tara
permohonan Peninjauan Kembali, Tata cara Pemeriksaa
Permohonan Peninjauan Kembali; Upaya hukum terhadap
Putusan Pengadilan Pajak yang menghukum pembayaran
Imbalan Bunga; Kedudukan Peraturan Pemerintah Nordor
Tahun 2011 terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tah0B.20
Merupakan bab terakhir sebagai bab perydag terdiri dari :
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simpulan dari apa yang telah diuraikan dalam balari bab 2;
Saran yang merupakan upaya-upaya perbaikan yamgykir
dapat menjadi penyempurnaan hukum terhadap perahasal
yang dianalisis dalam penulisan ini.
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BAB 2
TINJAUAN YURIDIS ATAS PENINJAUAN KEMBALI
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TERKAIT
DENGAN KETENTUAN PASAL 43 AYAT (6) HURUF B
DAN HURUF C PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

. Tinjauan Umum Pajak
1. Pengertian Pajak
Pajak merupakan salah satu instrumen dalam pembangsebuah

Bangsa, yang merupakan salah satu sumber Penddgatmra/Pendapatan
Daerah yang terstruktur dalam Anggaran Pendapatem Belanja Negara
(APBN)* atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AB&MDpesaran
nilai pungutan pajak tersebut senantiasa berflgktsatiap tahunnya sesuai
dengan objek pajak.
Output/keluaran dari pemungutan pajak yang menjdendapatan
Negara/Daerah  selanjutnya digunakan untuk membiayeegiatan
pemerintahan, diantaranya pembangunan sarana unfRumafp sakit,
Jembatan, Sekolah) sampai pada pembiayaan kedjatanja pegawai, oleh
sebab itu pemerintah dituntut untuk secara terusenmus menggali potensi
sumber/objek pajak sehingga Penerimaan Negara/Daka sumber pajak
dapat lebih maksimal (mengalami peningkatan daririgketahun).

Beberapa definisi pajak telah banyak diuraikan rdallberbagai literatur,

14IndonesiaUndang-Undang Dasar 194Pasal 23 ayat (1) bahwa Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagai wujud dari Pengelolaamagan Negara ditetapkan setiap tahun
dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara tedark bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.
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diantaranya diuraikan sebagaimana tersebut di bawah

A. Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Hrlya®di adalah

Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas afaguntuk
membiayai pengeluaran rutin dan “surplus’nya diglaa untuk
public saving yang merupakan sumber utama untuk bizea
public investment.

B. Pajak menurut S.I. Djayadiningrat adalah :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagdiam pada
kekayaan ke kas Negara disebabkan suatu keadagadidke dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, itbiaigan sebagai
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan penwriserta dapat
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik d&egara secara
langsung, untuk memelihara kesejahteraan urfum.

Berdasarkan definisi Rochmat Soemitro dan S.hy&xliningrat tersebut,

dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur pajak adakstyaeberikut *’

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pajak dipungut oleh negara (Pemerintah Pusat maufmmerintah
Daerah) berdasarkan peraturan perundang-undangan

Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjokkantra prestasi
individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungamgdang antara
jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasiasewividu
Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakaga prestasi
dari Negara

Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintahgiesih surplus
digunakan untukPublic Invesment”

Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaamdidej dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pesdseang

Pajak dapat pula mempunyai tujuaudgeteratau mengatur.

15

16

Erly SuwandiHukum Pajak(Jakarta: Salemba Empat, 2000), Hal. 2

SunarkoPerpajakan(Bandung : Armus, 1998), Hal. 5

7 bid., Hal. 6
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Maka terhadap unsur-unsur pajak yang disebutkaatal, dapat
diinterpretasikan bahwa pemungutan pajak oleh petaérpada dasarnya

bertujuan untuk pembangunan dan pembinaan kepadgaraéat
sebagai warga negara yang output nya diharapkamwabakegiatan
perpajakan yang melibatkan pemerintah dan masyarakesebut
memberikan mafaat yang seluas-luasnya yang dapatingkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan adanya pembangaman menjadi
sarana bagi masyarakat untuk melaksanakan kegiktditAs di bidang
ekonomi, sosial budaya kemasyarakatan, pada akhpessepsi masyarakat
kepada pemerintah adalah terciptanya kepercayahadegp pengelolaan
penerimaan pajak tersebut oleh pemerintah di mang masyarakat yang
digunakan untuk membayar pajak adalah tepat sasdemgan demikian
pada tahun selanjutnya akan meningkatkan partisipasyarakat untuk
membayar pajak sebagai akibatnya meningkatnya &ayp@an masyarakat

dalam proses pemungutan pajak pada tahun sebelumnya

Pajak menurut R. Santoso Brotodiharjo, dapat chigkan bahwa pajak
mempunyai 2 ( dua) fungsi yaitd::

1) FungsiBudgeter

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sekiablik dan pajak disini
merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan unarkasukkan uang
sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara / Daerabhaisekngan
waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluanaim dan
pembangunan pusat / daerah.

Fungsi Mengatur

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh PemeriRtegat / Daerah untuk
mencapai tujuan tertentu yang berbeda di luar sdi@éaangan Negara /
Daerah.

Sebagai contoh bahwa salah satu cara untuk mergjuperedaran

8 R. Santoso Brotodiharj®engantar limu Hukum PajakBandung : Refika Aditama,
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minuman keras, pemerintah dapat mengeluarkan mggolangenai cukai
minuman keras, meskipun kemudian apabila menaildtd@i minuman
keras dapat mengurangi penjualan minuman keras g&ag berdampak
pada penerimaan Negara dari cukai.

Berdasarkan fungsi pajak menurut R. Santoso Briotopi tersebut
dapat dimaknai bahwa sesungguhnya furmsigeterdalam perpajakan
berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belagar&dlemumnya dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada klyasuwdinmana pajak
bertujuan menjadi salah satu sumber pendapatanrdNéglaerah yang
tersusun dalam kas Negara/kas Daerah yang dihardgtava perolehan
pajak tersebut dapat tercapai sebesar-besarnyaysdbanyaknya dalam
rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembang®eamerintah Pusat
maupun Pemerintah Daerah, maka untuk menghindagiatan
pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh aparatoempeatah yang dapat
menimbulkan hambatan-hambatan, maka pemungutark mijaaksud
harus dilakukan secara proporsional dan profesi@éhya pemungutan
pajak tersebut dilaksanakan sesuai dengan keteperaturan perundang-
undangan dan pengenaan pajak sesuai dengan objeknyma yang

berprinsip transparansi, akuntabilitas dan dagsrthnggungjawabkan

D. Pajak menurut Musgrave sebagaimana dikutip olehruRAB@lim, bahwa
dalam pemungutan pajak harus memenuhi syarattsetragai berikut’
1) Pemungutan pajak harus memenuhi syarat keadilan.
Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hullkm ynencapai
keadilan Undang-Undang dan pelaksanaan pemungatas adil. Adil
dalam perundang-undangan diantara mengenakan pagEka umum

dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuangamasing, yang

2003), Hal.212
¥ Abdul Halim,Bunga Rampai Manajemen Keuangan Dae(aingyakarta :Unit
Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2000), Hal. 146
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adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberik&nbhgi Wajib
Pajak untuk mengajukan Keberatan, penundaan datanibgyaran dan
mengajukan Banding kepada Majelis PertimbangarkPaja

2) Pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-gndstau
memenuhi syarat yuridis, hal ini memberikan jamifarkum untuk
menyatakan keadilan baik bagi negara maupun waegany

3) Pemungutan pajak harus memenuhi syarat ekonomis &tk
mengganggu  perekonomian. Pemungutan pajak tidak paam
mengganggu perekonomian khususnya kegiatan pergiagasehingga
tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan feendgsi budgeter,
artinya biaya pemungutan pajak harus ditekan sghitepih rendah dari
hasil pemungutan.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana, maksudistam ini agar
memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memé&awlaijiban

perpajakan.

Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) memberikadopean
dalam kegiatan pemungutan pajak sebagaimana disebutialam
pembukaan dan sila kedua Pancasila “Kemanusiaanagdihdan beradab”,
ketentuan ini dapat dimaknai bahwa dalam kegiatapgjakan, khususnya
dalam proses pemungutan pajak yang diatur oleHagigpemerintah, maka
tujuan Hukum Pajak adalah tercipatanya keadilaneh Garenanya asas
keadilan dalam pemungutan pajak wajib menjadi pedtorpihak-pihak
yang menjadi bagian dari rangkaian pemungutan pggalg melibatkan
aparatur pemerintah dan masyarakat sebagai bagiawarga negara yang
berdaulat.

Berdasarkan asas keadilan dalam perpajakan tersebaka
penyusunan dan pelaksanaan setiap regulasi (Uridiadgng, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan MeR&maturan Daerah, serta

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012



25

peraturan/keputusan lainnya) haruslah dilandass &msmanusiaan dan
keadilan yang manusiawi, sehingga dengan demikiamdahg-
Undang/Peraturan/Keputusan di bidang perpajakan pueyai semangat
yaitu keadilan dan kemanusiaan, maka setiap warggara yang
dikategorikan sebagai Wajib Pajak, tidak akan nagu untuk
melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan alebzEptanyatrust yang
dimulai dari regulasi pemerintah, sehinggsst tersebut diterjemahkan oleh
Wajib Pajak yaitu tidak menunda-menunda pemenuhewajbannya

dalam membayar pajak.

Apabila asas keadilan dan kemanusiaan tersebutrlakbkan
terhadap Negara berkembang, maka sebaiknya dalesegppemungutan
pajak dilaksanakan sesuai dengan daya pikul sesgofal ini dapat
dimaknai bahwa beban pajak yang menjadi kewajibaawrgdé/ Negara
haruslah sesuai dengan kemampuan bayar, yaitu mlemganperhatikan
pada jumlah penghasilan, kekayaan dan daya belWdmga Negara yang
dikategorikan sebagai Wajib Pajak.

Prinsip daya pikul dalam pemungutan pajak tersebetupakan bentuk
pemungutan pajak subyektif, artinya bahwa kead#ajb Pajak dan daya
pikul Wajib Pajak mempunyai pengaruh besar dalamemiekan besarnya
pajak yang harus dibayar. Tetapi pada kenyataanimgmnesia sebagai
Negara berkembang hanya mengandalkan pada pemongajak yang
dilakukan pada jenis pajak objektif, artinya sumfiember pemungutan
pajak ditujukan pada pajak-pajak langsung sepedjak® Bumi dan
Bangunan yang idealnya dalam pemungutan pajaknygguo@akan prinsip
daya pikul, namun dalam pelaksanaannya mengabaikéem daya pikul
tersebut, hal ini dapat diketahui dari dasar perabab besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan berdasarkan pada harga tanahadga bangunan di
atasnya (Nilai Jual Objek Pajak). Perbedaan demillisebabkan karena
jenis pajak tidak langsung mudah dipungut dan tidakmerlukan

administrasi yang rumit, oleh karenanya sistem pejutan pajak pada

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012



26

Negara berkembang, dalam hal pelaksanaan ketepématuran perundang-
undangan di bidang perpajakan perlu dibarengi depgasip kemanusiaan
yang berkeadilan dan tidak dibenarkan pelaksameanungutan pajak,
aparatur pemerintah bertindak sewenang-wer{abgse of powerkarena

tindakan sewenang-wenang bertentangan denganemeariusiaan.

Oleh karenanya dalam perpajakan, pembayaran pdgéaasebagai
manifestasi dari kewajiban Warga Negara dalam lgamaesecara langsung
berperan untuk bersama-sama melaksanakan pemekehajiban pajak
tersebut demi kepentingan pembiayaan pembangun@ar&esehingga
pada tataran ideologi bangsa bahwa membayar paje&nbmerupakan
suatu kewajiban, melainkan membayar pajak merupbkéansetiap Warga
Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk pesarta dalam

pembiayaan yang menjadi beban Negara dalam pembamgu

2. Hak dan Kewajiban
A. Fiskus
1) Hak Dan Kewajiban Fiskus

Fiskus sebagaimana kewenangannya berkewajiban untuk
melakukan  pembinaan, pelayanan dan pengawasan. mDala
melaksanakan kewenangan tersebut Direktorat Jdridlajak berupaya
semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yaimga kepada
masyarakat, pelayan tersebut adalah dalam bentukbirmgan,
penyuluhan, penerangan tentang ruang lingkup pekpaj sehingga
masyarakat dapat memahami aspek-aspek perpajakagard demikian
menimbulkan harapan kepada masyarakat untuk melaksa
kewajiban dalam pemenuhan perpajakan, sesuai depgasturan
perundang-undangan yang belaku. Lebih lanjut bahvek dan
kewajiban Fiskus dalam melakukan fungsi pelayanapa#ta Wajib
Pajak sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum data Tara

Perpajakan, diantaranya adalah sebagai barikut:
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a. Meminta keterangan atau data pendukung dalam mémber
informasi perpajakan dan meminta kelengkapan ygmeysyaratkan

b. Melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap WREjHak,
dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasenadap
Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kefpat Wajib
Pajak

c. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, yang dapat nkémag&an
pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayay aihil

d. Melakukan tindakan yang dimulai dengan Surat Tegudan
kemudian dilanjutkan pada tahapan berikutnya sebagatuk
pembinaan kepada Wajib Pajak

e. Melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta WRgjak yang
disita untuk melunasi pajak yang tidak/belum dilvaya

f. Memberikan formulir perpajakan yang diperlukan Wdjiajak

g. Menerbitkan surat keputusan atas permohonan WajdkP

B. Tugas dan Kewenangan Fiskus

Fiskus dalam melaksanakan kewenangannya mempunygigd)

fungsi yaitu:

1)

2)

Pelayanan

Fungsi ini merupakan tugas dalam rangka memberigalayanan
kepada semua permohonan atas semua permohonge@iasuhan hak
Wajib Pajak yang dalam prakteknya dilaksanakan okeéntor
Pelayanan Pajak

Pengawasan

Fungsi ini merupakan tugas yang dalam aplikasirgland melakukan
pengawasan baik dengan cara meneliti atau mengasesara
administrasi dilaksanakan oleh fiskus untuk mendguin terjadinya
penyimpangan-penyimpangan dalam rangka kegiatapajeésan, di
mana penyimpangan tersebut bertentangan dengannaergerundang-

undangan

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012



28

3) Pembinaan
Fungsi ini merupakan tugas dalam rangka membinaibWBpjak
sehingga dalam pelaksanaan kewajiban perpajakdn Whkgib Pajak,
terlaksana dengan benar. Pembinaan tersebut ddakskcara terus
menerus, sehingga dengan pembinaan terus menerebue akan
menimbulkan suatu kesadaran bagi Wajib Pajak umnhédmenunhi
kewajiban perpajakannya, dengan pembinaan terskpst diberikan
sanksi kepada Wajib Pajak yang secara nyata ddyuktertidak
melakukan/memenuhi kewajiban perpajakannya  sebagam

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

C. Wajib Pajak
1) Pengertian Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atalaBaneliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajai mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undadgdg
perpajakarf’ Wajib Pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diei k
Kantor Pelayanan Pajak yang wilayahnya meliputip@ntinggal atau
kedudukan Wajib Pajak. Wajib Pajak dalam melaksanaiewajiban
perpajakan sesuai deng&istem Self AssessmealitnanaWajib Pajak
melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, daappedn atas pajak
terutang. Adapun kewajiban Wajib Pajak pada umunaalgdah :
a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor PokokikVBajak
b. Mengambil, mengisi dan memasukkan SPPT ke Kanttay®ean

Pajak tepat pada waktunya

®|ndonesiaUndang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata @arpajakanUU
Nomor 28 tahun 2007, LN No. 85, TLN No. 4740, Pdsahgka 1
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c. Menghitung dan membayar sendiri pajak sesuai dengmamy
terutang

d. Melakukan pembukuan dan pendataan

e. Apabila dilakukan pemeriksaan terhadapnya wajib beikan
keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan m&minjamkan
pembukuan atau pencatatan, memberi bantuan gursnckein
pemeriksaan termasuk memasuki ruangan atau tempat y
dipandang perlu.

I. Sementara hak Wajib Pajak dalam perpajakan adathperoleh
bimbingan, penjelasan, dan pelayanan yang baik Fiskus, serta
memperolah jaminan hukum terhadap rahasia perusabteau

rahasia diri Wajib Pajak

3. Jenis Pajak

Dalam bernegara, Indonesia sebagai Negara merdkk@, secara
mandiri mengelola Negara yang berkedaulatan rakyagka untuk
keberlangsungan bernegara diperlukan sumber-sup#retapatar(sources)
sebagai bagian dari pengelolaan Negara, maka stsubdyer tersebut
diperoleh dari kemanfaatan atas kekayaan bumi ®erkngperairan dan
kekayaan alam serta kekayaan bawah tanah, makgéladu ekonomi baik
mandiri (tunggal) atau korporasi yang menikmati &efaatan tersebut
berdasarkan hak kekuasaan yang diberikan oleh Begdam waktu tertentu,
adalah suatu keharusan bagi pelaku-pelaku ekonamselut untuk
mengalokasikan sebagian dari manfaat yang dinikieatiadap pengelolaan
kekayaan diatas bumi dan di bawah bumi melaluij&kéin perpajakan Negara
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1828 P3A bahwa :

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa uritakerluan

Negara diatur dengan Undang-Undang.

Dalam sistem perpajakan yang diberlakukan di Indianeecara umum dapat

dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerahsgatan dengan sistem
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pemerintahan yang menganut pada azas otonomi daebslgaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 besertzbakannya tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (1) dan ayaal®ya:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi adagrah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabtgra dan kota
yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah

(2) Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pagat (1)
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanunut asas
otonomi dan tugas pembatuan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pegrajdng dilaksanakan di
daerah mempunyai koneksitas dengan perpajakan dikelola oleh
Pemerintah Pusat. Tanggung jawab terhadap kewajesmbayaran pajak
sebagai manifestasi kewajiban di bidang perpajakiaiah tetap berada pada
warga negara dimanapun berdomisili dalam memekeWajiban tersebut
sebagaimana siste®elf Assessmemtalam sistem perpajakan yang berlaku
saat ini, Pemerintah Pusat melalaui Direktorat dealdPajak Kementerian
Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi nya bgikewamelakukan
pembinaan berkesinambungan terhadtgke holdersyang menjadi bagian
dari sistem perpajakan. Secara umum pembagian Hjskt dan Pajak

Daerah dapat dijelaskan berikut ini :

A. Pajak Pusat
Pajak Pusat dapat diartikan yaitu pajak-pajak ydikglola oleh
Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya dikelolaraantn oleh
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Béplndonesia yang
bertujuan untuk pembiayaan belanja rumah tanggaebetah Pusat
sebagaimana terstruktur dalam Anggaran PendapataBelanja Negara.
Pajak Pusat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1) Pajak Penghasilan ( PPh)
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenkdjaada
orang pribadi atau badan atas penghasilan yangnait@tau diperoleh
dalam suatu tahun pajak. Penghasilan adalah setagahan
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kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indormeaigpun dari
luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumtsu untuk
menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuknafizgngan
demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuatungaha, gaji,
upah, honorarium, tunjangan, hadiah, dan lain dengana dan dalam
bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabgtsa, dan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangoN 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimdata deubah
terakhir dangan Undang-Undang Nomor 36 tahun 20@8wurut Prof.
Mardiasmo bahwa Undang-Undang yang mengatur Pagagtfasilan
menganut asas materiil, artinya penentuan mengeRajak
Penghasilan yang terutang tidak tergantung padat Stetetapan
Pajak’ Adapun pembagian Subjek Pajak Dalam Negeri ddnje8u
Pajak Luar Negeri adalah sebagai beriktt :
a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :
a) Subjek pajak orang pribadi, yaitu :
I. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di
Indonesia lebih dari 183 (seratur delapan puluf)tigari
(tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu (#iRa
belas) bulan, atau
ii. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada d
Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di
Indonesia
b) Subjek Pajak Badan, yaitu :
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan dbriesia,
kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yangneraihi
kriteria :

! MardiasmoPerpajakan, op.citHal. 135

2 |bid. Hal.136-137
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i. Pembentukannya  berdasarkan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan

Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan da
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Daerah

iv. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan

c)

fungsional Negara
Subyek Pajak Warisan, yaitu :
Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan,

menggantikan yang berhak

b. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari :

a)

b)

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Inekia,
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak letan 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka wakt (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dafakti
bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalanisana
atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Teliap
Indonesia

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Inekim,
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak letan 183
(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka wakt (dua
belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dafakti
bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat nmaaeatau
memperolah  penghasilan dari Indonesia tidak dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melantuR

Usaha Tetap di Indonesia.

Sementara Pajak Penghasilan dapat dibagi atasapabgnis, antara

lain sebagai berikut:

Tin
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a. PPh Pasal 25
Adalah Pajak dibayar di muka yang secara umum dasar
penghitungannya adalah estimasi bahwa penghasdé#o kita
sama dengan penghasilan netto Tahun Pajak sebaysetyngga
setiap Masa Pajak maka Wajib Pajak membayar PPal R&s
mulai Masa Pajak Maret-Februari Tahun Pajak bemjaitdengan
jumlah yang sama yaitu Jumlah Pajak yang harusydibsendiri
yang berasal dari penghasilan teratur Tahun Pagdkelsmnya
dibagi dua belas PPh Pasal 25 ini dimaksudkan untuk
memperingan beban pajak yang nantinya akan dibabasikakhir
Tahun Pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Terhadap pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 28ktiDir
Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuailkesarbya
angsuran pajak yang harus dibayar sendiri olehbBARgiak dalam
tahun berjalan, apabffa:
1) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian
2) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
3) SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan selihedt
batas waktu yang ditentukan
4) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu
penyampaian SPT tahunan PPh
5) Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPhy yan
mengakibatkan angsuran lebih besar dari angsurkamdmu
sebelum pembetulan
6) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan WRégjpix

b. PPh Pasal 21/ Pasal 26
Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 daRRtau
Pasal 26) adalah Wajib Pajak orang pribadi atauibMapjak

2 |bid, Hal. 251
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badan, termasuk Bentuk Usaha Tetap, yang memplkayaijiban
untuk melakukan pemotongan pajak atas penghaslambsngan
dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang perdeh@igaimana
dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undanmr 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimiamadiebah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008ka
jenis pajak PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 apgajak atas
hubungan pekerjaan, kegiatan ataupun jasa yankulda orang
pribadi ataupun tenaga ahli yang pelaksanaannygadeicara
pemotongan dan pelaporan pajaknya oleh pembea,kdirjmana
Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) dibebankan kepabgek
Pajak Dalam Negeri, sementara untuk Pajak Pengha$fPh

Pasal 26) dibebankan kepada Subyek Pajak Luar Neger

c. PPh Pasal 22
Pajak Penghasilan (PPh Pasal 22) adalah jenis pajak

dipungut berkenaan dengan kegiatan sebagaimantapdtise

oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut pajak addlah

1) Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehuhbunga
dengan pembayaran atas penyerahan barang. Bendahara
pemerintah termasuk bendahara pada Pemerintah , Pusat
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemeridéah
lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan
pembayaran atas penyerahan barang, termasuk jugen da
pengertian bendahara pemegang kas dan pejabatydain
menjalankan fungsi yang sama

2) Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari b\Rgijak

yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kagiatsaha

*Thomas SumarsanPerpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan yang Lamgk
Berdasarkan Undang-Undang Terbafdakarta : Indeks, 2010), Hal. 267-268
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di bidang lain. Badan-badan tertentu, baik badamepmtah
maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidapgr i
atau kegiatan usaha di bidang lain

Wajib Pajak Badan tertentu untuk memungut pajak dar
pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangath.
Adapun pemungut pajak dalam pelaksanaan pembebanan
Pajak Penghasilan Pasal 22 diatur dalam Pasal dtuiPan
Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang
Pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungaarde
Pembayaran atas penyerahan barang dan kegiataidagigb

impor atau kegiatan usaha di bidang lain bahwa :

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008, adalah:

a.Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, atas impor barang;

b.Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi
atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga
negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas
pembelian barang;

c.Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang
dilakukan dengan mekanisme uang persediaan
(UP);

d.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat
penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi
delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada
pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme
pembayaran langsung (LS);

e.Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha
industri semen, industri kertas, industri baja, dan
industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor
Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya
di dalam negeri;
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f. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas,
dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak,
gas, dan pelumas;

g. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor
kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan
yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak
atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan
industri atau ekspor mereka dari pedagang
pengumpul.

d. PPh Pasal 23/26

Jenis Pajak ini adalah pajak atas penghasilan perasal
dari modal, kegiatan ataupun jasa yang dilakukagaBaHukum
ataupun tenaga ahli yang pelaksanaannya dengapea@ongan
dan pelaporan pajaknya oleh pemberi kerja. Pajalgliesilan
(PPh) Pasal 23 dibebankan kepada Subyek Pajak Ddtgeri
sementara Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dimbdepada
Subyek Pajak Luar Negeri.
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 sebagaimana dichaks
dibebankan kepad®’

1) Badan Pemerintah

2) Wajib Pajak Badan dalam negeri

3) Penyelenggaran kegiatan

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

6) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu,
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 TAhun 2008 tgnta
Perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tHO8®
tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 ayat (1), dexttaing objek
pajak Penghasilan yaitu :
Atas penghasilan, tersebut di bawah ini dengan ndara
dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakankun

dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannyeh ool
badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,

% Thomas Sumarsatbid., Hal. 285-286
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penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepadajiliva
Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dippton
pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. dividen

2. bunga

3. royalti

4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya rselai
yang telah dipotong Pajak Penghasilan

5. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta yang telah
dikenai Pajak Penghasilan

6. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa
manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, daa jas
lain selain jasa yang telah dipotong Pajak
Penghasilan

Adapun pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 dkseban
kepada:

1. Badan Pemerintah

2. Subjek Pajak dalam Negeri

3. Penyelenggara Kegiatan

4. Bentuk Usaha Tetap

5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selai BU

Indonesia

e. PPh Pasal 15
Adalah jenis PPh untuk jenis usaha tertentu yanga ca
penghitungannya dengan menggunakan Norma Pengaitung
Khusus.

f. PPh Pasal 4 ayat (2)
Adalah jenis PPh yang dikenakan atas hal-hal atat@ansaksi
tertentu dan bersifat Final, misalnya : PPh FireasBwaan Tanah

dan/atau Bangunan.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
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PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi §afana
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam DaerahaalFang
Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mesgkesi Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. dResdanya,
setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajd&talardasa Kena
Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-UndaiiNPTarif PPN
adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal kegiatkspor,
pembebanan tarif PPN adalah 6%Adapun yang dimaksud dengan
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesiay yaeliputi
wilayah darat, peraian, dan ruang udara diatasenta gempat-tempat
tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan lan&estinen yang di
dalamnya berlaku Undang-Undang tentang kepabednan.

Kewajiban untuk menyampaikan laporan usaha dan jkeama
memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang tegutiddak
diberlakukan terhadap pengusaha kecil yang selatatahun buku
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ataukf@s pajak
dengan jumlah peredaran bruto/atau penerimaan tdato lebih dari
Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), hasémiagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.QBJ2Maka
dengan demikian orang pribadi atau badan yang nfaaiian

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerabg@an dan/atau

%% IndonesialUndang-Undang Tentang Perubahan ketiga atas Undandang Nomor 8
Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Baraag dasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah,UU No.42 Tahun 2009 Pasal 7 bahwa :
(1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (seppkrsen).
(2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (eodgn) diterapkan atas:
a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
c. ekspor Jasa Kena Pajak.
(3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayaddfiat diubah menjadi paling rendah 5% (lima
persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persear)gyperubahan tarifnya diatur dengan
Peraturan Pemerintah

’'siti Resmi,Perpajakan,: Teori dan Kasu&disi 4, (Jakarta : Salemba empat, 2008),
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yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dan Luar DaefzaR wajib

memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertarabadidgi yang

terutang.
Adapun Objek Pajak dalam pemungutan Pajak Pertaanbiilai

adalah %

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Palzean
dilakukan oleh pengusaha

b. Impor Barang Kena Pajak

c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Palsan y
dilakukan oleh pengusaha

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dariDaerah
Pabean di dalam Daerah Pabean

e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pdbearam
Daerah Pabean

f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Rajak

g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pesigaud<ena
Pajak seperti penggunaan atau menggunakan hakdtipidang
kesusateraan, kesenian atau karya ilmiah, patesairdeatau
model, rencana, formula atau proses rahasia, ntagéng, atau
bentuk hak kekyaan intelektual/indurstrial lainnya

c. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Adapun penghitungan besarnya Pajak Pertambahani Nila

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Né2n®ahun

2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang-UndangiN® Tahun

1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang daa das Pajak

Penjualan atas Barang Mewah bahwa :

a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepukrsgn)

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol pgrdierapkan

atas :
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i. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
ii. Ekspor BArang Kena Pajak tidak Berwujud

lii. Ekspor Jasa Kena Pajak

Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tddiodah
menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan palinggi 15%
(ima belas persen) yang perubahan tarifnya diadengan
Peraturan Pemerintah

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Terhadap barang-barang tertentu yang tergolong medeai

suatu transaksi/kegiatan ekonomi maka terhadapndatarsebut
dibebankan PPN dan juga dibebankan PPn BM. Adammg

dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolomgaimnadalah :

a.
b.

C.

Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhark;patau
Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertatdau

Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh nestar
berpenghasilan tinggi; atau

Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan statasi

Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan Imora

masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Tarif yang dibebankan terhadap transaksi ekonorhatiap barang-

barang tertentu yang tergolong mewah adalah sebagai diatur

dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 200®artgn

Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Ta888 tentang

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajajkdfan atas

Barang Mewah bahwa :

(1) Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditddap
paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tingg
200% (dua ratus persen).

(2) Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).

8 Thomas Sumarsaaop.cit, Hal. 366-368
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(3) Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Paak y
tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun penghitungan besarnya Pajak Penjualan ataan@

Mewah (PPnBM) adalah sebagai berikut:

10

PPN = x Jumlah pembayaran
110 + Tarif PPNnBM

Tarif PPNnBM

PPNBM

x Jumlah Pegdran
110 +Tarif PPNBM

4) Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dakuseperti
surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pEyaban, surat
berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang ateninab di atas
jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan ruang umgsbjek yang
dibebankan bea materai sebagaimana diatur dalanangrdndang

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yaitu :

a. Surat perjanjian dan suragurat lainnya yang dibuat dengan tujt
untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenabuagan
kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata

b. Akta-akta notaris termasuk salinannya
c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanamadsul
rangkap- rangkapnya

d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000,-(satu jute
rupiah) :

1) yang menyebutkan penerimaan uang;

2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanag
dalam rekening di bank;

3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;

4)yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhatgza
sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungan;

e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep, danyeelg harg:
nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,- (satu jutaialhy);
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f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjanga
nominalnya lebih dari Rp 1.000.000,- (satu jutaialp.

5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikaau at
pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Bumi diartéaalah
permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh kyamg ada di
bawanya dan Bangunan adalah konstruksi teknik yditamamkan
atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atairgmedi wilayah
Republik Indonesi&’ PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian
hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkapada
Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupat¢a/KDasar
Pengenaannya adalah Nilai Jual Obyek Pajak sedan@kasar
Penghitungan Pajaknya adalah Nilai Jual Kena Raak merupakan
prosentase tertentu dari Nilai Jual Obyek Pajalelslet dikurangi
dengan Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (RKBP)
maksimal Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupigfang ditetapkan
per-daerah tingkat II.

Secara umum, NJKP diterapkan sebagai berikut :

1) 20% dikenakan terhadap Obyek Pajak dengan NJORdudari
Rp.1 Milyar.

2) 40% dikenakan terhadap Obyek Pajak dengan NJOPI wmhate
Rp.1 Milyar ke atas.

Tarif PBB adalah tariff tunggal 0.5% dari NJKP.

6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BPHTB adalah Bea yang dikenakan atas perolehanaktesk

tanah dan/atau bangunan, menurut Prof. Mardiasma, Berolehan

% IndonesialUndang-Undang Tentang Pajak Bumi dan Bangyéd Nomor 12 tahun
1985, LN No. 68 Tahun 1985, TLN. No. 3312 Pasaydt 1) dan ayat (2)
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atas Tanah dan Bangunan, didefinisikan sebaYai :

a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHiB)ah
pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tdaahatau
bangunan

b. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, geataratan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya dtak tanah
dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan

c. Hak atas tanah dan atau bangunan, adalah halaatds termasuk
hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, selzaga
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 196@artign
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undémignor 16
Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan upsrat
perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Seperti halnya pelaksanaan/pembebanan Pajak BumBdagunan

(PBB), walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusamun

realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkamade

Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupat¢a/lsesuai

dengan ketentuan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau BangunanT@PH
adalah merupakan salah satu jenis pajak tidak lemggskarena
pemenuhan kewajiban pajak BPHTB tidak mendasarkpada Surat
Ketetapan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasalatq13 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peroleh&ratds Tanah
dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Utbtatang
Nomor 20 Tahun 2000

Prinsip-prinsip dasar yang dianut Undang-Undang BRPH
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2unmdR®97

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangetagasmana

% MardiasmoPerpajakan, Op.CitHal. 340
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tah00 Bntang

adalah sebagai berikut :

a. Sistem pemungutan kewajiban BPHTB berdasarkannsiSelf
Assessment,yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk
menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutdempan
menggunakan Surat Setoran BPHTB, dan melaporkataryza
mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

b. Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5 % dari nilaolphan obyek
pajak (NPOP) atau 5 % dari NJOP PBB jika besarny®R tidak
diketahui atau kurang dari NJOP PBB.

c. Dikenakan sanksi kepada Wajib Pajak maupun kepagkbat-
pejabat umum yang melakukan pelanggaran ketentizantialak
melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan ddfzang-
Uundang BPHTB.

d. Hasil penerimaan BPHTB sebagian besar diserahkgadee
daerah dengan komposisi 80% untuk Pemerintah Datznal20%

untuk Pemerintah Pusat.

Sistem Pemerintahan Indonesia yang mengalami peanba
dengan sistem Pemerintahan Daerah dengan oton@rald&epada
Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalaemghi¢thdang
Dasar 1945 Pasal 18, maka semangat otonomi daeraebut
mendasari kebijakan pemerintah dalam pemungutan FRalehan
Hak atas Tanah dan Bangunan, di mana kemudian grddadang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Edash dan
Bangunan dilakukan penyempurnaan dengan pengundadshgaang-
Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Perubahan a@angd-Undang
Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Baash dan
Bangunan. Perubahan kebijakan dalam pemungutanPRealehan
Hak atas Tanah dan Bangunan disebabkan terjadieyabghan

struktur Pemerintahan Daerah terutama berkaitaararfPemerintah
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Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan filosofi babekalipun
pengelolaan BPHTB dilaksanakan oleh Pemerintah tPoaaun

sebagian besar penerimaan BPHTB merupakan pendajzeeah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-ldgndan

Nomor 20 Tahun 2000 menetapkan bahwa apabila Riaolehan
Obyek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah d&ei Jual Obyek
Pajak (NJOP), maka dasar pengenaan pajak yangakignradalah
Nilai Jual Obyek Pajak PBB, NJOP PBB tersebut tarpmda Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bamg@8RPT

PBB) yang diterbitkan oleh kantor Pelayanan PajaknB dan

Bangunan wilayah tempat obyek berada. Apabila NBPBB yang

dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nor@ofFahun

2000 belum ditetapkan, besarnya NJOP PBB terselagatd
dimohonkan kepada Menteri Keuangan untuk menetayylean

Besarnya pajak terutang di hitung dengan cara nl&aga
tarif 5% (lima persen) dengan Nilai Perolehan Ob¥afak Kena
Pajak (NPOPKP). Rumusan perhitungan besarnya BPA#iERah®
BPHTB = (NPOP-NPOPTKP) x 5 %

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukotartiak
Nomor 18 Tahun 2010 bahwa berlakunya undang-undangr 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Da¢eshadap
perluasan obyek Pajak Daerah dalam bentuk mendaeargtajak
pusat menjadi pajak daerah yaitu Bea PerolehanaktéeskTanah dan
Bangunan ( BPHTB ) yang dapat meningkatkan kemampua
keuangan dan kemandirian daerah dalam membiayabgeganan

dan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dam ata

bangunan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) Undaahapg Nomor
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20 Tahun 2000 meliputi :

a. Pemindahan hak karena :

1) jual beli;

2) tukar tambabh;

3) hibah;

4) hibah wasiat;

5) waris;

6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
lainnya;

7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8) Penunjukan pembeli dalam lelang;

9) Pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;

10)Penggabungan usaha;

11)Peleburan usaha;

12)Pemekaran usaha;

13)Hadiah

b. Pemberian hak baru, karena
1) kelanjutan pelepasan hak;
2) diluar pelepasan hak
d. Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan adeding

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalansuaggyang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan parapsrundang-
undangan yang berlaku, yang digunakan untuk merabiay
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembanddaarah
sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor&&in 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nd¢a®8n 2009
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajg&kpgang
dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupu
Kabupaten/Kota antara lain meliputi :
1) Pajak Propinsi

a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

31 Mardiasmo]bid.,Hal. 343
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b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendara#tasi
Air

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Taaah d
Air Permukaan

Pajak Kabupaten/Kota

a) Pajak Hotel

b) Pajak Restoran

c) Pajak Hiburan

d) Pajak Reklame

e) Pajak Penerangan Jalan

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g) Pajak Parkir.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undangbl 28 tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daeralurdisahwa

dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenik ajaupaten/Kota

selain yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) yagmenuhi kriteria

sebagai berikut:

a)
b)

9)

bersifat pajak dan bukan Retribusi

objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daera
Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai limagbi
yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakailayah
Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan

objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentacigagan
kepentingan umum

objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsiadau objek
pajak Pusat

potensinya memadai

tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyatak
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h) menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pembagian Pajak Pusat dan Pajak Deesatbut
di atas, dalam penerapan sistem perpajakan, dpekasenerapan
asas-asas perpajakan (hukum), tidak terdapat pexhekeduanya,
perpedaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah terletakpgssdungut dan
penggunaannya. Sumber bagi pemungutan Pajak Negjatd tidak
terbatas, sedangkan objek-objek yang dapat dikenBkgak Daerah
terbatas jumlahnya, dalam arti bahwa objek yanghteinenjadi
sumber bagi suatu pungutan Pajak Negara (pusa#k tlableh
dipergunakan lag¥
Pemisahan atau berbedaan tersebut dapat dimalaratidak terjadi
duplikasi dalam pemungutan pajak, satu objek paip&bankan Pajak
Pusat (Negara) dan Pajak Daerah. hal ini, olehnkarg Pajak
Daerah diperuntukkan terhadap sumber-sumber pagailg yoelum
dibebankan dengan Pajak Pusat (Negara), dikeconalikdam hal
pungutan pajak yang dilakukan oleh daerah, di mamjak pajak
terkait sudah dilakukan pungutan Pajak Pusat (Nedenya terbatas
daerah melakukan pungutan tambahan atas objek pajakbut,
bukan pungutan ganda terhadap pajak yang dilakalednPemerintah
Daerah. Sebagai contoh dalam pemungutan Pajaknitaian Nilai
(PPN), Pemerintah Pusat tidak menjadikan makananndauman
yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan dafenisnya
dikenakan pembebanan PPN Pusat, karena menghipdgak
berganda dengan Pajak Daerah.

Oleh sebab itu penghindaran beban pajak yang liealeldapat
dilakukan dengan membagi objek pajak yang dipurRgrnerintah
Pusat dan yang dipungut oleh Pemerintah Daerahaderayaevenue

sharing,seperti pada pemberlakuan Pajak Bumi dan Bangurejak

% R. Santoso Brotodihardjopait., Hal. 107
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Penghasilan orang pribadi serta Pajak Penghasilsal 1.

4. Asas-asas Pemungutan Pajak
Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perpajakanslalaru
berdasarkan atas asas-asas dalam pemungutan pagloegriaku secara
umum, asas-asas pemungutan pajak tersebut merufaidasan untuk
melakukan kegiatan pemungutan pajak yang merupdésar pemikiran
setiap pembentukan peraturan perundang-undangarenurot Adam
Smith, dalam bukuWealth of Nations"menyatakan bahwa pemungutan
pajak harus didasarkan kepada 4 (empat) asas peatanngang dikenal
denganThe Four Maximyaitu Equality, Certainty, Convenience dan Low
Cost of CollectionDengan penjelasan sebagai berikut :
a. Equality (persamaan)
Asas ini menekankan bahwa warga Negara atau WagjakRiap
negara seharusnya memberikan sumbangannya kepadaraNe
sebanding dengan kemampuan masing-masing Yyaitubsetgan
dengan keuntungan yang mereka terima di bawah ndarigan
Negara. Yang dimaksud dengan keuntungan adalahr kesdnya
pendapatan yang diperloleh di bawah perlindungagaNe Dalam
asas Equality ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan
diskriminsasi di antara Wajib Pajak
b. Certainty(kepastian)
Asas ini menekankan bahwa bagi Wajib Pajak haras kagelasan
dalam kepastian tentang waktu, jumlah, dan cambayaran pajak.
Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingtemtama
mengenai subyek pajak dan obyek.
c. Convenience of Paymefiienyamanan)
Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan ceaayaag paling

menyenangkan bagi para Wajib Pajak, misalnya peotangPajak
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Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaikipuangut pada
saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen.

Low Cost of Collectiofefisiensi)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak boleh lebih
dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutanakpdaparus

disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja&f@gar

Menurut Sommerfeld Ray M. dkk, berpendapat bahwiandarangka

mendesain suatu sistem perpajakan, kriteriany& tidaya terbatas pada

The Canons of Taxatioryaitu Equity, Certainty, Convenienceéan

Economy,yang dikemukakan oleh Adam Smith, tetapi saaternhddap

variable tersebut perlu dilengkapi dengan varigdetuctivity, visibility,

danpolitical considerationsSebagaimana penjelasan berikut ini :

a)

b)

Productivity, dimaksudkan secara relatif berapa besar jumlahk paja

yang dapat dihasilkan yang umumnya disorot oleha gaolitikus
dalam rangka mengevaluasi kinerja pemerintah tam@@persoalkan
apakah itu memenuhi persayarafdre Canons of Taxatiatau tidak

Visibility dimaksudkan lebih bersifat ukuran yang dipakai giana
pembayar pajak, berapa besar kenikmatan yang dhpatolehnya
dari jumlah pembayaran pajaknya yang sering diekapbleh para
politikus untuk menabur janji-janji peningkatan &gdhteraan

dibanding dengan bagaimana usaha meningkatkanipeaer pajak

Political considerationsgdimaksudkan lebih mencerminkan bagaimana

para anggota perwakilan rakyat melakukan lobi daslakukan
pendekatan agar ketentuan peraturan perundang-gardgerpajakan

tersebut menguntungkan kelompoknya.

Sementara Mansury PhD, berpendapat bahwa terday@atasas yang

seharusnya dipegang teguh sistem pajak agar terdags@imbangan

kepentingan semua pihak yafquity Principles, the Revenue Adequacy

*H. Bochari, op.cit, Hal.41
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dan Ease of Adminstration Principlgang penjelasannya adalah sebagai

berikut :

a. Prinsip Keadilar(Equity)

Pemahanan dari prinsip ini adalah bahwa pajak dibledn kepada
orang-orang yang dikategorikan sebagai Wajib Pagduai dengan
kemampuan bayarnya dan manfaat yang diberikanNégfara. Suatu
sistem perpajakan akan efektif apabila dalam peaeraa
masyarakat sebagai Wajib Pajak mempunyai suatukkeya bahwa
pajak yang dibayarkannya setelah melalui suatuegrpgnghitungan
yang transparan dan bertanggung jawab baik olelibWajak sendiri
atau oleh Fiskus, artinya besaran pajak terselalalagesuai dengan
penghitungan yang menjadi tanggung jawab WajilalRdetapi jika
yang terjadi di mana Wajib Pajak dibebankan unteknimayar pajak,
dari suatu penghitungan yang tidak transpararbdamanggung jawab
dan dipaksakan kepada masyarakat untuk melunasimgka situasi
demikian akan menimbulkan suatu pembangkanganWagb Pajak
untuk melakukan pembayaran pajak dengan berbagai saperti
memberikan informasi yang salah bahwa dapat menkabutidak
adanya kesadaran dan kepatuhan yang dilakukan\Vgigio Pajak.
Berdasarkan prinsip keadilan tersebut, maka imphiaseya dapat
dilakukan dengan 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

b. Benefit Received Principlespenekankan bahwa pembebanan suatu
pajak adalah adil apabila setiap Wajib Pajak merbamgkan
sejumlah uang untuk menutupi pengeluaran pemerydaf besarnya
sebanding dengan manfaat yang diterimanya dari ijetaie

c. The Ability to Pay Principle,dapat dilakukan dengan 3 (tiga)
pendekatan yait*:

 Mansury,Pajak Penghasilan Lanjutaiijakarta : Ind Hill-Co, 1996), hal. 18
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i. Kemampuan yang dimiliki pada suatu saat yang disebu
kekayaan, apabila alternatif ini yang dipilih mak&jib Pajak
yang dipungut disebut Pajak Kekayaan afati\Wealth Tax

ii. Tambahan kemampuan yang didapat orang tersebumnaela
jangka waktu tertentu, misalnya selama satu talapabila
alternatif ini yang dipilih maka disebut dengan P@ajak
Penghasilan) atamcome Tax

iii. Kemampuan yang benar-benar dipakai untuk membetiniga
dan jasa untuk pemenuhan hidupnya, apabila altemiayang
dipakai, pajak itu disebut pajak konsumsi pribadudersonal
Consumption Taxatau dapat disebut juga sebagaimana
disarankan Nicholas Kaldor sebagai pajak pengeatuatau
Expenditure Tax

d. PrinsipRevenue Adequacprinsip ini merupakan kepentingan Negara
terhadap penerimaan Negara. Menurut Mansury, balyvaya
ekstensifikasi dan intensifikasi pajak tidak akasdti apabila hasil
yang didapat tidaklah memaddihe Revenue Adequacy Principle
adalah asas yang dapat dipakai, bahkan sering giipngemerintah
yang bersangkutan sebagai asas yang terpentingk @pa memungut
pajak kalau penerimaan yang dihasilkan tidak memadduk apa
susah payah memikirkan agar pajak yang dipungukebdilan dan
pajak yang dipungut jangan menghambat kegiatan analsyt
dibidang perekonomian. Negara berkembang selalu ghaslapi
masalah tentang penerimaan pajak yang tidak memaddhberbeda
dengan masalah yang dihadapi Negara maju, yaitwipgatan pajak
hendaknya jangan sampai telalu tinggi hingga membba
pertumbuhan ekonori.

e. PrinsipEase of Administration

*lbid. hal. 13
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Prinsip ini dalam The Encyclopedia Americangerdiri dari asas
Certainty, Conveniencelan Economy.Sementara itu, dalafhe New
Encyclopedia Britannica juga memasukkan asasCertainty,
Convenience,dan Economy sebagai kriteriaEase Administration.
Dalam buku tersebut,kriteria kemudahan administdasi kepatuhan
diperluas menjadi Clarity, Continuity, Cost Efektivenesglan
convenienceAsas-asas tersebut adalah sebagai berikut:
a) Asas kepastiafCertainty)
Asas ini menyatakan bahwa harus terdapat kepadiaik, bagi
petugas pajak, semua Wajib Pajak dan seluruh lapisssyarakat
sebagaimana dinyatakan sebagai berikut :
Tax laws and regulations must be comprehensibteddax
pay they must be unambiguous and certain, botheadax
payer and the tax administratéf.
Ray M. Sommerfeld menyatakan bahwa perlu disedigietanjuk
pemungutan pajak yang terperinchdvanced ruling maupun
interpretasi hukum yang lainnya agar dapat menitkgkakepastian
hukum?’
b) Asas KenyamanafConvenience)
Asas ini menekankan bahwa saat pembayaran pajaf tgoat
adalah pada saat di mana Wajib Pajak sedang metnik@aerima
gaji atau penghasilan lainnya
c) Asas Efisiens(Efficiency)
Asas ini dalam pelaksanaannya dapat diketahuidd@ariaspek yaitu
pendekatan dari sisi Fiskus dan Wajib Pajak. Peatdakdari sisi

Fiskus, pemungutan pajak dimaknai sebagai kegigaag efisien

% The New Encyclopedia Britannic&Taxation,” (London : Encyclopedia Britannica

Inc., 1998), P.411

¥ Ray. M. SommerfeldAn Introduction of Taxation{London : Harcourt Brace

Javanovich Inc., 1982), P. 17
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apabila biaya yang dikeluarkan untuk melakukan peguatan pajak
lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah penedam pajak.
Sementara dari pendekatan sisi Wajib Pajak, pentangpajak
dikatakan efisien jika biaya yang harus dikeluarkdeh Wajib
Pajak untuk memenuhi kewajibannya dapat diperkesminimal
mungkin
d) AsasSimplicity

Suatu peraturan harus dibuat dengan sederhanaggehimkan
memudahkan bagi Wajib Pajak untuk memahaminya. idal
dikemukakan oleh C.V Brown dan P.M Jackson "Taxesukl be

sufficiently so that those affected can understaech”®

5. Stelsel Pemungutan Pajak
Dalam pemungutan pajak, dikenal 3 (tiga) sistemupegutan pajak
yang menjadi panduan pemungut pajak dalam membeababksaran
pajak kepada Wajib Pajak, adapun ketiga sisteneltatsadalah sebagai
berikut *°
a. Stelsel Fiktif, merupakan penerapan Ordonansi P&akdapatan
1920. Peningkatan atau penurunan pendapatan séddoma takwim
tidak dijadikan sebagai patokan. Artinya pendapatang diterima
pada tanggal 1 Januari adalah benar-benar merupadadapatan
yang diterima. Penerapan pajak dengan sistem Fiktifni
mengakibatkan banyak Wajib Pajak yang dinilai bsadean
pendapatan fiktif atau dinilai berdasarkan pendapatang salah.
Pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumbek sajsggal 1
Januari setiap tahun digunakan sebagai jumlah peatala yang

dikenakan pajak, jumlah ini dapat membedakan damdppatan yang

¥ C.V Brown dan P.M. Jacksomublic Sector Economic®Basil Blackwell, 1982),
Hal. 241

% Sonny Devano dan Siti Kurnia Rahay@Qp.Cit.Hal 39-40
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nyata apabila Wajib Pajak tidak mempunyai sumbendppatan
regular

b. Stelsel Nyata (Riil), merupakan dasar pengenaarakpgyada
penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalampséahun
pajak. Maka,pengenaan pajak dengan cara ini meanpauatu
pungutan kemudian baru dikenakan setelah lampauntafang
bersangkutan. Jumlah pendapatan pada akhir tahumadnedasar
penilaian untuk pengenaan pajak. Pendapatan adatsr pengenaan
pajak dan bukan jumlah yang diperkirakan.

c. Stelsel Campuran, merupakan dasar pengenaan p#gask dasar
Stelsel Nyata dan Stelsel Fiktif. Mula-mula mendksa pengenaan
pajak atas suatu anggapan bahwa penghasilan segetaiam tahun
pajak dianggap sama besarnya dengan penghasilamggesinya
dalam tahun yang lalu. Kemudian setelah tahun pagaikhir, maka
anggapan yang semula dipakai Fiskus disesuaikangaden
kenyataannya dengan jalan mengadakan pembetulaoepdan,
sehingga dengan demikian beralihnya pemungut pdgk Stelsel
Fiktif ke Stelsel Nyata. Fiskus dapat menaikkanuamaenurunkan
pajak yang semua telah dihitung berdasarkan sisémggapan

tersebut.

6. Sistem Pemungutan Pajak
Dalam sejarah perkembangann$ealf Assessmerdi Indonesia
dikenal dua macarBelf Assessmentakni Semi Self Assessmetan Full
Self AssessmeriDalam Semi Self Assessmeyang dikenal dengan nama
MPS (Menghitung Pajak Sendiri), maka Wajib Pajakulgada tahap 4 M,
yakni : mendaftarkan diri, menghitung dan mempartgkan, menyetor
dan melaporkan sedangkan proses dan hak menetapklah pajak masih

tetap berada pada Fiskus melalui penerbitan SKRaiSketetapan
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Pajak)?°

PadaFull Self Assessmenproses dan hak menetapkan sudah berada
pada pihak Wajib Pajak. Proses dan hak menetapkadiwujudkan
dalam mengisi SPT secara baik dan benar dan meaykanpya kepada
Fiskus. Pengisian secara baik dan benar oleh Wrgibk dijamin oleh
Undang-Undang seperti diatur dalam Pasal 12 ayat(@ang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000 yang telah diubah menjadi Ugdamdang Nomor

28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undadgng Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Caggajaé&an, yang
menyatakan bahwa :

Jumlah pajak yang tertuang menurut Surat Pembeungahyang
disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajakgaderutang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangangiakan.

Secara umum system pemungutan pajak yang diakagaemetode
dalam pemungutan pajak terbagi daldm :
1. Official Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewekapada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pggalg terutang
oleh Wajib Pajak. Pemungutan Pajak dengafficial Assessment
Systenmempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutdagpada
Fiskus
b. Wajib Pajak bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketatapajak oleh
Fiskus
2. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membewewang
kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besapajak yang

0 R. Santoso Brotodihardjop.cit, Hal. 67

“! Mardiasmo, p.cit., Hal. 7-8
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terutang. Pemungutan pajak denga@elf Assessment System
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutdagpada
Wajib Pajak sendiri
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetaian
melaporkan sendiri pajak yang terutang
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
Sistem Self Assessmensangat terpengaruh oleh tinggi
rendahnya kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) t@phaajak, artinya
terhadap suatu negara yang mempunyai Wajib Pajagatetingkat
kesadaran tinggi untuk melaksanakan kewajibannisandanembayar
pajak adalah sangat positif pemberlakuan sistelf Assessment
dalam pemungutan pajak. Salah satu indikator umt@ngetahui
seberapa besar tingkat kesadaran Wajib Pajak umtlkksanakan
kewajibannya di bidang perpajakan, dapat diketdhriijumlah Wajib
Pajak yang terdaftar, jumlah penerimaan pajak, kehgoelaporan

kewajiban pajak.

. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membewewang
kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan WaglkP yang
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yentang oleh
Wajib Pajak. Pemungutan pajak dengavith Holding System
mempunyai ciri yaitu wewenang menentukan besarrgjakpyang
terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain FidlnsWajib Pajak.

Sistem perpajakan, dalam hal pemungutan dan medantu
besaran pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajfah dengan
metode/sistemSelf Assessmengang dimaknai suatu sistem atau
metode dalam menentukan besaran pajak yang harbayadi

merupakan beban dari pada Wajib Pajak, beban tdrsblakukan
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oleh Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkandiri
kewajiban pajaknya. Hal ini merupakan bentuk kemgaan yang
diberikan oleh Negara kepada Wajib Pajak dalamgyakan. Dengan
demikian maka dengan pemberlakukan metode/sistemurpgutan
pajak tersebut yang diatur dalam peraturan perygidadangan, maka
dengan memberikan kemandirian kepada Wajib Pajalanda
melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, danya
membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaindiatur
dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perapajakeka dengan

penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentlieum

dan Tata Cara Perapajakan yang dilakukan oleh VWagjbak tersebut,

akan menimbulkan penilaian-penilaian oleh Fiskusrhagap
penghitungan mandiri/sendiri yang dilakukan oleh jillvaPajak
terhadap kewajiban perpajakannya, yaitu :

1. Dari materi Surat Pemberitahuan yang disampaikah &Vajib
Pajak kepada Fiskus, terdapat kekeliruan dalam igiangya,
sehingga menimbulkan penyimpangan dan kesalahan.

2. Dari materi Surat Pemberitahuan yang disampaikah &Wajib
Pajak kepada Fiskus, terdapat keragu-raguan olgfussi dalam
arti tidak dianggap sebagai kesalahan mutlak, dsgat keragu-
raguan tersebut karena terjadinya penafsiran yargetda tehadap
ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Dari materi Surat Pemberitahuan yang disampaikah oVajib
Pajak kepada Fiskus,terdapat kesesuaian penaf@mahaman
sehingga Surat Pemberitahuan yang disampaikan \WRaibk,
oleh Fiskus dibenarkan keabsahan penghitunganrsingga

tidak menimbulkan perbedaan dan dinyatatlaar.

Sistem pemungutan pajak suatu Negara bisa menggunak

Self Assessment SystemenggunakarOfficial Assessment System,
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dan Withholding Tax System. Self Assessment Systéaiah
menghitung/menilai sendiri, sehingga merupakan ususistem
perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada Wajgk untuk
memenuhi dan melaksanakan kewajiban dan hak pkgpajga’?
Sistem pemungutan pajak suatu negara yang kemudian
diberlakukan pada semua jenis pajak sesuai dengf@mtkan yang
mengatur masing-masing jenis pajak yang tersusiendHukum
materil di bidang perpajakan. Sebagaimana diamlt Nliegara dalam
pemungutan pajak yaitself Assessment Systgang kemudian
sistem pemungutan tersebut menjadi dasar/sisterarpgprtan dalam
perpajakan sebagaimana diatur dalam hukum materpagakan
diantarnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN),kFRgamghasilan
(PPh). Hukum pajak materiil dimaknai sebagai sistetkum yang
mengatur tentang hal-hal substantif dalam pemungptgak yang
meliputi Subjek Pajak, Objek Pajak dan besarnyaakpajang
dikenakan (tarif pajak).
Adapun hukum formil dimaknai sebagai sistem hukyang
mengatur tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak yemadjputi
bagaimana suatu kewajiban dilaksanakan, dan apdbiladi
penundaan pelaksanaan kewajiban maka kepada Wajjbk P
tersebut akan diberikan sanksi, disamping sanksebat diatur pula
sebagai bagian dari keseimbangan hukum pajak lgakthak Wajib
Pajak. Dalam pelaksanaannya penerapan sistem hubaijak
tersebut bahwa terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Rigak
Pertambahan Nilai (PPN) pengaturan sistem hukurenirata diatur
berbeda-beda yaitu Pajak Penghasilan diatur daladahy-Undang
Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sibaga telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 T&008 dan

2 Thomas Sumarsanpit, Hal. 14
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Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Unddogior 42
Tahun 2009 tentang Perubahan ketiga atas Undangrgdrdomor 8
Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai BaramgJdsa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Adapun pengatistem
hukum formil Pajak Penghasilan (PPh) dan PajakaRdyédhan Nilai
(PPN) keduanya diatur dalam satu hukum formil yditodang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuisnum

dan Tata Cara Perpajakan.

7. Sengketa Perpajakan
Pada proses perpajakan, dalam hal pemenuhan kawajib

perpajakan, tidak menutup kemungkinan terjadinydgmaan penafsiran
oleh Wajib Pajak dan Fiskus terkait pemenuhan kbamajperpajakan.
Sengketa tersebut dapat bermula dari perbedaamspanadari sisi Wajib
Pajak, dapat pula perbedaan tersebut bermula ddvegaan penafsiran
dari sisi Fiskus, mengingat kemampuan Negara dataslakukan
manajemen perpajakan melalui organ-organ pemesantaldengan
semakin luasnya bidang yang menjadi objek pajak.
Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan titaidefinisikan
secara inplisit definisi Sengketa Pajak, namun rdaRasal 1 butir 5
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadtajak
memberikan pengertian sengketa pajak yaitu:

Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antéafajib
Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yangvéreang
sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapajukan
Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdas
peraturan perundang-undangan perpajakan, temasukjaGun
atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Unpdan
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Berdasarkan pengertian pada Pasal 1 butir 5 Undawgng Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, kategori staglerpajakan yang
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menguraikan secara detail bentuk sengketa paja&lier melibatkan dua
subjek hukum, yaitu Wajib Pajak atau PenanggungkPsg¢bagai subjek
hukum yang dibebankan kewajiban dalam perpajakanpdgabat yang
berwenang yang mengeluarkan suatu ketetapan atasnpban hak dan
kewajiban dan perpajakan. Adapun yang dimaksud atemgjabat yang
berwenang sebagaimana disebutkan dalam pengertiagketa pajak
adalah pejabat yang berwenang sebagaimana pengddiam Pasal 1
butir 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentaenggBRdilan Pajak
bahwa Pejabat yang berwenang adalah Direktur JanBejak, Direktur
Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikatau pejabat yang
ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundangwmgah perpajakan
dan merupakan landasan kerja bagi pemerintah yamgpomyai peranan
sangat dominan dan penting dalam perpajdkajika memperhatikan
pengertian yang disebutkan dalam Pasal 1 butir&abg-Undang Nomor
14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, maka ysnakdud dengan
Peraturan Perundang-undangan adalah semua peratlirabidang
perpajakan. Hal ini dapat dimaknai sebagai perluakai setiap produk
hukum yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat ymmgenang dan
besifat pengaturan terhadap umum dan ruang lingkng diatur adalam
mengenai perpajakan.

Sengketa atadisputedalamAdvance Oxfort Dictionardiartikan sebagai:
Question the truth or validity of a statemen (airmlpa decision, that it
had not been made in correct legal foffmAdapun sengketa pajak dalam
pengertian administrasi adalah suatu konflik kepgah antara dua pihak
yang berkaitan dengan ketetapan yang diterbitkaeh gdihak yang

diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk itu jpidak lain yang

3 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayp, @it.Hal. 93

* Ali Purwito dan Rukiah KomariatPengadilan Pajak(Depok : Lembaga Kajian
Hukum Fiskal Universitas Indonesia, 2007), Hal. 55

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012



62

berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan teré&but.

Apabila kemudian sengketa tersebut dialami olehalpiihak
dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, maka daldmdéraikian
Negara memberikan perlindungan hukum kepada pitalg ymenjadi
bagian dari proses perpajakan. Perlindungan huleuseliut adalah salah
satunya dapat mengajukan upaya hukum melalui Peaga@lajak yaitu
Pengadilan Khusus yang mempunyai tugas pokok mesgigan sengketa
pajak yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undamgaiakan di
mana diperlukan proses penyelesaian yang*adikebih lanjut bahwa
menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undangdydeh Tahun 2002
yang menyebutkan bahwa sengketa pajak timbul kedesgdbabkan oleh
akibat adanya keputusan keberatan yang dapat diajidanding dan
adanya hal yang dapat diajukan gugatan, keputesaebiut sebagaimana
penjelasan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor aAuid 2002
Tentang Pengadilan Pajak yaitu :

Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidpegpajakan
yaitu dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bsadlgan
peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalaangka
pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengamatSu
Paksa

Definisi keputusan juga diatur dalam Pasal 1 b8tindang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usahandegitu :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetdpénlis

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yaregisb

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarlenatpran

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat feink
individual dan final yang menimbulkan akibat hukubagi

seseorang atua badan hukum perdata

Dalam pengertian keputusan tersebut, terdapat gesbeantara keduanya,

* |bid

“° Djazoeli Sadhani, dkkylencari Keadilan di Pengadilan Pajaklakarta : Gemilang
Gagasindo Handal, 2008), Hal.31
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di mana ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-UndangadddnTahun 1986,

keputusan dimaknai sebagai penetapan yang tetawlisama menunjuk

terhadap isi dan bukan bentuk keputusan yang diledn oleh badan atau

Pejabat Tata usaha Negara, tertulis tersebut dipédaan untuk

kepentingan pembuktian.

Berdasarkan definisi sengketa pajak tersebut, md&iam

pelaksanaan perpajakan sengketa pajak tersebut depadi karena

disebabkan®’

a.

Pelaksanaan kewenangan perpajakan yang diberikagh ol
Undang-Undang, dapat cenderung menjadi kebijakatalone
penerbitan surat ketatapan pajak, dapat menimbulkan
ketidaksetujuan Wajib Pajak

Ketidakpahaman Wajib Pajak terhadap ketentuan pmeat
perundang-undangan perpajakan yang bersifat dinamis
mengikuti perkembangan dan perubahan di bidangibidan
perdagangan, mengakibatkan ketidaktahuan Wajib IPaja
mengenai peraturan dan tata laksana yang harusudiik

Wajib Wajak yang menganggap bahwa apa yang diljerkan
selama ini ternyata dari hasil penelitian masih tbal benar,
lengkap atau jelas atau salah dalam penghitungajalpaBea
Masuk yang harus dibayar dapat dianggap sebagai
pelanggaran, kesengajaan atau kealpaan, atau pgyayiigan
berakibat akan terkena koreksi dan sanksi

Masih rendahnya kesadaran untuk membayar pajak nibelu
menyentuh akar rumput dan masih terbatas kepadargegan
atau pengusaha yang mempunyai itikad baik atau etahgi
kewajiban membayar dan kepatuhan terhadap ketentzam
peraturan perpajakan. Rendahnya kesadaran ini bukanya
terjadi di kalangan bawah, tetapi justru lebih baRy di
kalangan atas masyarakat

Bagaimanapun pembayaran pajak adalah kewajiban aemu
warga Negara maupun orang asing penduduk Indonesia
(domisili sesuai time test). Untuk mematuhinya parah
diberi kewenangan untuk memaksakan pelaksanaan rignda
Undang yang bersifat coercive/imperative. (berbkmerintah
yang harus dilaksanakan) terhadap pembayaran ptgakang
yang timbul sejak peristiwa-peristiva atau hal-hghng
ditentukan oleh Hukum Pajak terjadi.

“" Ali Purwito dan Rukiah KomariatPengadilan Pajak,Op.Ci.tial. 63-64
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f. Wajib Pajak khawatir akan sifat memaksa yang kédihebaik
dalam peraturan perundang-undangan , tetapi berbddiam
pelaksanaannya sehingga menjadi tidak jelas

Disamping sebab-sebab tersebut, suatu kegiatanajpkgm dapat
menimbulkan sengketa perpajakan yang disebabkarhahakebagai
berikut :
a. Sengketa pajak yang terjadi sebagai akibat ditebitya Ketetapan
Pajak
Dalam hal ketetapan pajak tersebut berupa suretagetn pajak :
1) Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB)
2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKRKBT
3) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
Sengketa pajak tersebut dapat dilakukan penyetesanelalui
pengajuan Keberatan, permohonan Banding ke Peagaddjak dan
Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Apabila setykpajak
tersebut disebabkan oleh :
1) Surat Ketetapan Pajak (SKP)
2) Surat Tagihan Pajak (STP)
Sengketa tersebut dapat dilakukan penyelesaiaraderaga Wajib
Pajak menyampaikan permohonan pembetulan kepadekuDir
Jenderal Pajak atau pejabat yang berwenang untiakulan
pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Byatndang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umam d
Tata Cara Perpajakan.
Sengketa Pajak yang terjadi yang disebabkan oletdakan
penagihan. Sengketa tersebut adalah sebagaimana dredang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Rigagan
Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Uhbetang
Nomor 19 Tahun 2000. Adapun tindakan penagiharebets
dilakukan oleh Fiskus secara bertahap yaitu :
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a) Surat Teguran kepada Wajib Pajak
b) Surat Paksa
c) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

d) Pengumuman Lelang

b. Sementara terhadap sengketa sebagaimana diatun ddsal 23

ayat(2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata arpajakan

yaitu:

1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah MelaksaRakeyitaan,
atau Pengumuman Lelang

2. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak

3. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputus

perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasalydb (&) dan
Pasal 26 KUP
4. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Kegutkisberatan
yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan pipsddu tata
cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturamngang-
undangan perpajakan
Keempat bentuk sengketa tersebut di atas dapamnplite upaya
hukum dengan mengajukan gugatan melalui Pengaedgk
. Sengketa Pajak yang terjadi akibat keputusan yamnkalian dengan
pelaksanaan keputusan perpajakan, selain Ketetd&smak dan
Keputusan Keberatan
Sengketa pajak yang terjadi akibat keputusan yamgalian dengan
pelaksanaan keputusan perpajakan tersebut dapakmambahwa
sengketa pajak tersebut tidak hanya terbatas padetapan Pajak
saja, melainkan bahwa sengketa pajak dapat tedgdlidiakibatkan
oleh suatu keputusan oleh pejabat yang berwenamgngéayimpangi
norma keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Nuryadyadiwarno
bahwa sengketa pajak dapat terjadi dari pendaftanamgga
pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak, dapat tejadiapaaat
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pembayaran ataupun penyampaian Surat Pemberital8ergketa
pajak adalah perbedaan pendapat antara dua pihiétk,Wajib Pajak
termasuk Pemungut Pajak dan Direktur Jenderal Pajal Fiskus
sebagai pelaksana Undang-Undang perpajakan. Beérlsaggketa
pajak dimaksud dapat timbul dalam rangka pelaksar@ak dan
kewajiban dari kedua belah pih&k.

2.2 Kekuasaan Kehakiman

Indonesia sebagai Negara yang merdeka dan berdaukdta dalam
bernegara penegakan hukum dan tercipatanya keabdgnh seluruh Rakyat
Indonesia dalam konteks hukum menjadi suatu halemtekan keberlangsungan
sebuah Negara, oleh sebab itu untuk mewujudkatehstbut dibutuhkan suatu
Kekuasaan Kehakiman, karena pada hakekatnya Negaranasyarakat diatur
dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah olemus&, sebagaimana Robert
N. Corly mengatakan a government of laws and not of.théleh sebab itu
Indonesia berdasarkan konstitusi memiliki suatuuleskan Negara terhadap
Kekuasaaan Kehakiman yang mempunyai fungsi menygéeakan peradilan
untuk terwujudnya keadilan. Kekuasaan Kehakimasetait merupakan salah
satu cabang kekuasaan dalam teori pemisahan keku@sgparation of power)
dan merupakan perwujudan dari pemberian kemerdekapada Kekuasaan
Kehakiman sebagai pengawas,penjaga dan koreksadigphsupremasi hukum
sehingga untuk memperoleh efektifitas dan efisiedari penyelenggaran
kekuasaan kehakiman, maka dibentuk suatu instyausy merdeka dan bersifat

imparsial.

8 Nuryandi Mulyodiwarno,Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyelesaian

Sengketa Pajak di Indonesiilakalah pada Kongres IX lkatan Akuntan Indonesiaggal 25
September 2002, Hal. 1

9 Robert N. Corly O. Lee Reedfundaments of the Legal Environment of Business,
(New York :Mc Graw-Hill Book Company, 1986), P. 5
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Suatu kekuasaan dapat diartikan kemampuan segeatain sekelompok
manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorgag &elompok lain
sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjaduai dengan keinginan dan
tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaarf ikekuasaan kehakiman diatur
berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undangrgridlasar 1945 bahwa :

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang nraerdekuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan huknnkekdilan.

Kekuasaan Kehakiman juga dijelaskan dalam Undamdgbign Nomor 48
Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa :
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yamdek# untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum leeadilan
berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Nedareum Republik
Indonesia.
Berdasarkan ketentuan konstitusi tersebut, maka#san Kehakiman adalah :
1. Merupakan kekuasaan yang merdé&a independent judiciarypada masa
yang lalu disebuteen onafhankelijke rechterlijke mackakni kekuasaan
kehakiman yang bebas, tidak tergantung kepada kekuadain
2. Kekuasaan menyelenggarakan peradilan guna menegakkBum dan
keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat ter¢iptachieve social order)
dan ketertiban masyarakat terpelih@icamaintain social order).
Sementara menurut Romli Atmasasmita, bahwa keknasalaakiman yang
merdeka(Independence Judiciaryjalam arti luas meliputi hal-hal sebagai
berikut >
a. Pengadilan memiliki yurisdiksi yang tidak terbata®n memiliki

wewenang sebagaimana diperintahkan Undang-Undang

% Miriam Budiharjo,Dasar-dasar llmu Politik(Jakarta : Gramedia, 2001)

M. Yahya Harahap,Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan
Peninjauan Kembali Perkara Perdatdakarta : Sinar Grafika, 2009), Hal. 1

*?Sunarjo,Pengadilan di IndonesigYogyakarta, Inspiring, 2010), Hal. 13
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b. Pengadilan harus menjamin bahwa proses peradilaksdnakan secara
jujur dan hak-hak pihak berperkara dihormati ddimdiingi

c. Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Hakim dalamaksahakan
tugasnya

d. Persoalamekruitmen seleksi, mutasi, pelatihan dan promosi Hakim

e. Penegakan disiplin para Hakim dan penggajian

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, malau skekuasaan
kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka,hal patdiimaknai kekuasaan
kehakiman tersebut terbebas dari pengaruh kekuaBaarerintah yang diatur
dalam suatu peraturan perundang-undangan yangsdilakan oleh para Hakim
yang mengatur tentang pemeriksaan dan mengadia seemberikan putusan
terhadap perkara-perkara yang diajukan kepada algandpengadilan tempatnya
bekerja yang keluarannya adalah dikeluarkannyaspatthukum yang objektif
dan tidak memihak dengan tetap menjunjung tinggkuhu dan keadilan
sebagaimana juga diatur dalaime Declaration of Human Right®asal 10
bahwa:

Everyone is entitled in full equality to a fair apadiblic hearing by an

independent and impartial tribunal in the deterntiaa of his rights and

obligation of any criminal charge agains him
Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam praktek kelamakehakiman terlepas dari
perdebatan apakah Negara Republik Indonesia mehgsEstem pemisahan
kekuasaarfseparation of poweratau distribusi kekuasa#distribution of power)
maupun alokasi kekuasaggallocation of power), pada prinsipnya Negara
Republik Indonesia menganut ideologi dan konsepaNegukum dan Kekuasaan
Kehakiman yang merdeKandependent judiciary) sesuai dengan kondisi budaya
dan kepribadian Indonesia.
Kekuasaan kehakiman di Indoneisa dilaksanakan barklan ketentuan Pasal 18

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasahakiman bahwa :

% Moh. Kusnadi dan Marmaly IbrahinPengantar Hukum Tata Negara Indonesia,
(Depok : Pusat Studi Hukum Tata Negara FakultasuruWl), Hal. 145
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Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MahkaAgimg dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam limgan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan pédeadimiliter,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan olebuséd Mahkamah
Konstitusi
Maka dengan adanya Kekuasaan Kehakiman yang mane€litfjadi harapan dan
tumpuan bagi warga masyarakat yang mendambakarildeaklarena dengan
kemandirian yang sesungguhnya demikian putusartguesie yang dikeluarkan
oleh lingkup kekuasaan kehakiman mencerminkan akam menimbulkan hak
bagi pihak-pihak yang berperkara/sedang menjalaysgs hukum, hal ini sesuai
dengan pendapat JR Spencer bahwa putusan yandgakiaipoleh pengadilan
yang pelaksananya adalah Hakim dalam suatu Kekoakahakiman yang
mandiri adalah :
1. Putusan tersebut sama dengan putusan Tuhan
2. Sedemikian rupa kedudukan yang dimiliki peradilaan dakim, sehingga
putusan yang dijatuhkannya melalui badan peraditiiahjudicium deiatau
divinum judiciumatau disebuthat judgment was that of gotl.
Adapun kekuasaan kehakiman tersebut terbagi mesjediyaitu :
1. Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan di bawahng
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kekuasahakike&n
dilaksanakan oleh badan peradilan berdasarkantketerPasal 18 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KefaakilLebih lanjut
bahwa kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan olehkda#eah Agung
sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Ndé&odrahun 2009
yaitu :
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MahkaAwing
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalsrgkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkam

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahmegara, dan
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

> JacksonMachinery of JusticgCambride : Cambride University Press, 1989), P. 19
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Kekuasaan Mahkamah Agung tersebut juga diatur d&asal 20 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Ketsakbahwa :

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertirdggi
badan peradilan yang berada di dalam keempat limgien
peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa Mahkamah Aguiadgh salah satu
kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kekuasaarakikem yang
membawahi 4 (empat) peradilan sebagaimana keterRaaal 18 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Ketaaki

Adapun tugas tugas dan kewenangan Mahkamah Agualghagebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009IR8sayat (2) yaitu :

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yalitgerikan
pada tingkat terakhir oleh pegadilan di semua limggan
peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Umgdan
Undang terhadap Undang-Undang, dan

c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang

Lebih lanjut kewenangan Mahkamah Agung tersebuudidalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agusg|P4 yaitu :

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji ysarat
perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap
Undang-Undang.

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peratyamndang-
undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bextean
dengan peraturan perundang-undangan yang lebihgtiregau
pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlak

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan peaogelndangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambilk ba
berhubungan dengan peraturan perundang-undangawy Yeoih
tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentyemg
berlaku.

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakadakt sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memplk®laiatan
hukum mengikat.

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3bwanuat dalam
Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka wagsling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusanadipkan.
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Adapun Kekuasaan Mahkamah Agung dapat dibedakajadielua yaitu :
a. Kekuasaan yang menyangkut proses peradilan, mempakuasaan dalam
melakukan kewenangan sebagai berikut :
1) Memutus perkara pada tingkat pertama dan tertidgtam sengketa
antar :
a) Pengadilan Negeri yang tidak terletak dalam daehafkum
Pengadilan Tinggi yang sama
b) Pengadilan-Pengadilan Tinggi
c) Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang sléalam daerah
hukumnya
d) Pengadilan Sipil dan Pengadilan Militer
2) Menetapkan putusan Kasasi, yaitu putusan yang ntatkéa putusan
Hakim yang lebih rendah dari Hakim Mahkamah Agung
3) Memberikan putusan pada tingkat banding atau kepotkeputusan
b. Kekuasaan yang diluar kegiatan peradilan, merupdekuasaan dalam
melakukan kewenangannya sebagai berikut :
1) Melakukan pengawasan terhadap jalannya pengaddlagegilan di
bawah Mahkamah Agung
2) Melakukan pengawasan terhadap para Notaris dankatvo
3) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam nékabeGrasi,
Amnesti Abolisi, dan Reahabilitasi
4) Hak menguji oleh Mahkamah Agung adalah sebagdiuderi
5) Hak menguji formal, yaitu hak menguji oleh Mahkamfdung untuk
menilai apakah suatu peraturan perundang-undangdrentok
berdasarkan Undang-Undang Dasar/Undang-Undang
6) Hak menguji material, yaitu hak menguji oleh Mahkfrf\gung untuk
menentukan apakah suatu peraturan perundangardijargg oleh suatu
lembaga Negara tidak melampaui terhadap kewenayagam diberikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan .
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Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa lingkup dsalan
Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UndangsundNomor 4
tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) maka lingkup tersathaiah terdiri dari :

a. Peradilan Umum
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara

Apabila ditinjau dari segi kelembagaan, sistem gitaa di Indonesia
dibedakan antara susunan horizontal dan susunafikal&® Susunan
horizontal menyangkut lingkungan Peradilan Umumya®i&an Agama,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Milgementara susunan
vertikal adalah peradilan tingkat pertama, Bandiiagn Kasasi. Pengadilan
Negeri Banding Ke Pengadilan Tinggi, Pengadilan mMgaBanding ke
Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha fde@anding ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Di Provinsinddaoe Aceh
Darussalam terdapat badan peradilan yaitu MahkarSgiariah dan
Mahkamah Syariah Provinsi, selain itu dibentuk gegaadilan Khusus yang
berada pada Peradilan Umum, yaitu Pengadilan NRgagadilan Hak Asasi
Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, PengadiHubungan
Industrial, Pengadilan Perikanan.

Pengadilan Umum dibentuk berdasarkan Undang-Undémmor 2 tahun
1986 yang mengalami perubahan dengan Undang-UnNangpr 8 Tahun
2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomah@nT1986 tentang
Peradilan Umum. Definisi Peradilan Umum berdasarRasal 2 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 adalah :
Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasagmakiman
bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya
Adapun kompetensi Peradilan Umum adalah terhadapemiesa, memutus

*® Sunarjo, @.cit., Hal. 18
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perkara pidana dan perdata, yang kompetensinyardiaiam Pasal 3 ayat
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang mengatuarignkekuasaan
kehakiman di lingkungan Peradilan umum adalah :

(1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum
dilaksanakan oleh :
a. Pengadilan Negeri
b. Pengadilan Tinggi

(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umunpuecak
pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negarangggii

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Undang-Unddomgor 7
tahun 1989 yang mengalami perubahan dengan Undadgrd Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undan@mNomahun 1989
tentang Peradilan Agama. Definisi Peradilan Agamead&sarkan Pasal 2
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah :

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasatiakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengegreakara
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undaing i

Kategori perkara yang menjadi kompetensi Pengaddggama adalah
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-UndangoN8nTahun 2006
yaitu :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memerike&amutus,
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antarang-orang
yang beragama islam di bidang :

Perkawinan;

Waris;

Wasiat;

Hibah;

Wakaf;

Zakat;

Infaq;

Shadagabh;

Ekonomi syariah

TTe@~meoooTw

Adapun kompetensi Peradilan Umum adalah terhademerksa,
memutus perkara pidana dan perdata, yang kompeyandiatur dalam Pasal

3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang mengalamibahan dengan
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 yang mengatuangnkekuasaan
kehakiman di lingkungan Peradilan Umum adalah :

(1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum
dilaksanakan oleh :
a. Pengadilan Negeri
b. Pengadilan Tinggi

(2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum
berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilaganfde
Tertinggi.

Pengadilan Militer dibentuk berdasarkan Undang-uigdslomor 31
tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Definisi Ri#en Militer dapat dilihat
pada Pasal butir 1 bahwa:

Peradilan adalah badan yang melaksanakan kekuakabakiman di
lingkungan Peradilan militer yang meliputi Pengadil Militer,
Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan
Pengadilan Militer Pertempuran

Adapun kewenangan pengadilan Militer adalah sebwga diatur dalam
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu :

(1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh sesegrgang pada
waktu melakukan tindak pidana adalah :
a. Prajurit
b. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan
prajurit
c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan ataing
dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdkaa
Undang-Undang
d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada hurutiaf b,
dan huruf c¢ tetapi atas keputusan Panglima dengan
persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili olehatsu
pengadilan dalam lingkungan peradilan militer
(2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa UEatiaa
Angkatan Bersenjata
(3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam para
pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihanog
dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh #@kdpidana
yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memuéagiak
perkara tersebut dalam satu putusan

Pengadilan Tata usaha Negara, dalam perundang-gendarasional
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disebut juga sebagai Peradilan Administrasi, dimdaam suatu Negara
adanya Peradilan Administrasi merupakan salah @datdari Negara hukum
yang menghargai dan menghormati hak-hak individarga masyarakat).
Keberadaannya sebagai akibat atau konsekwensi lbagis asas bahwa
pemerintahan harus didasarkan pada Undang-Un@eetgnatigheid van het
bestuur),bahwa dalam pengertian lebih luas lagi, yaitu hdruksarkan pada
hukum(rechmatigheid§®
Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkdarngd-Undang Nomor
5 tahun 1986 yang mengalami perubahan dengan Undiadgng Nomor 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undan@mM®mahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Definisi Haradmum berdasarkan
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah :
Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pel&k&kuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap gg&eta Tata
Usaha Negara
Adapun kompetensi/kewenangan Pengadilan Tata U$édgara adalah
terhadap memeriksa, memutus sengketa sebagainana dhlam Pasal 47
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu :
Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memuian
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara
Sementara yang dimaksud dengan sengketa Tata Negjssa sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nd@tahun 1986 yaitu :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yangultiolalam

bidang Tata usaha Negara antara orang atau Badakuhu perdata
dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baikPukat

maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya iggan Tata
Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian beldasa
peraturan perundang-undangan .

2. Mahkamah Konstitusi

*® Thorkis PanelMemahami Praktek Beracara di Peradilan Tata Usalesyata,(Depok:
Pane Press, 2005), Hal 11
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Selain Mahakamah Agung sebagai Pelaku Kekuasaaakifean, juga
terdapat kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Ka@istittksistensi
Mahkamah Konstitusi tersebut diatur dalam Undanddtg Dasar 1945
Pasal 24 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 48 m&09 tentang

Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkakgaing dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam limgan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkam peradilan
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara,ndaleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.

Disamping dalam pengaturan tersebut juga diatandgeraturan perundang-
undangan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 2Buma2003 tentang
Mahkamah Konstitusi Pasal 2 yaitu :

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaggahe yang
melakukan  kekuasaan  kehakiman yang merdeka  untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukanketdilan.

Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam metahksa kekuasaan
kehakiman adalah sebagaimana diatur dalam PasaUridang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 sebagai berikut :

1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili padgk&t pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

a. Menguji Undang Undang terhadap Undang Undangdbdsegara
Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Memutus  sengketa kewenangan lembaga negara Yyang
kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasagaiée
Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Memutus pembubaran partai politik; dan

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan namu

2). Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusaas gitendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga tetaélakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhada@nmeedorupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau pethoatercela,
dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presidan/atau Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang UndasguCNegara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2jple
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a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak paa
terhadapkeamanan negara sebagaimana diatur dalandamg
undang.

b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana kserugtau
penyuapan sebagaimana diatur dalam undang undang .

c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidagpang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapatremdahkan
martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.

e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atan/ Wakil
Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan daRasal 6
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia T&l@4b.”

Meskipun Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agungumpakan

kekuasaan kehakiman, tetapi keduanya mempunyaegaan yaitu :

1. Pada Mahkamah Agung terdapat di bawahnya badardilzeradalam
lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tiatgha Negara

2. Sebaliknya pada Mahkamah Konsitusi, di bawahnykttdrdapat badan
peradilan lain, karena keberadaannya oleh Undardghin Dasar 1945
maupun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalatirbsendiri,
sehingga Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakanyepsmygaraan

peradilan adalah berdiri sendiri serta manungal.

3. Pengadilan Pajak
a. Peradilan Pajak sebagai Peradilan Administrasi

Pengadilan Pajak yang saat ini menjadi upaya hukeagi Wajib
Pajak yang tidak menerima atau tidak setuju ataputCsan Direktur
Jenderal Pajak yang menolak Surat KeberatannyadaphSurat Ketetapan
Pajak yang diterbitkan oleh Fiskus, upaya hukunsetaut disebut
“Pengajuan Banding”. Dasar Hukum hak mengajukandBen tersebut
adalah  berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 28unT&2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakarberddaan

Pengadilan Pajak tersebut adalah sebagai salahbsatuk perlindungan

" M. Yahya Harahap,mcit., Hal. 15
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hukum oleh Negara terhadap pihak-pihak yang terlilsdam pemenuhan
kewajiban perpajakan, perlindungan hukum secaranumapat dimaknai
suatu bentuk perlindungan hukum oleh Negara yatgriten kepada
rakyat secara individu ketika mereka berhadapagatepemerintah.

Lebih lanjut bahwa disamping perlindungan hukumg@guan Banding,
Wajib Pajak dapat pula menggugat Fiskus melaluigBeian Pajak,
Gugatan merupakan salah satu upaya hukum dalarkupngengadilan
Pajak demi mendapatkan keadilan dalam hal pemenufan dan
kewajiban perpajakan. Gugatan tersebut terbataat déajukan oleh®

1) Penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atalaséu
hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas,
mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagilatau
Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokonyang
digugat

2) Apabila selama proses gugatan, penggugat menindgaia,
gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, atau
pengampunya dalam penggugat pailit

3) Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan
penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usdaha,
likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkaeholpihak
yang menerima pertanggungjawaban karena penggabuynga
peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidas
dimaksud.

Perlindungan hukum dalam bidang perpajakan perhn d
dibutuhkan sehingga adanya mekanisme kontrol bagibVi?ajak terhadap
besaran kewajiban pajaknya yang dibayarkan, dapilagemudian Fiskus
sebagai petugas pajak menerbitkan ketetapan terkewgjiban bayar
terhadap pajak, maka Wajib Pajak dapat menggurakaimaga Pengadilan
Pajak untuk melakukan koreksi terhadap keputusskubitersebut. Hal ini
adalah sesuatu yang berimbang dalam hal Wajib Rigpkt mengajukan
Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak, mengbajata pemerintah
sebagai Fiskus mempunyai kewenangan yang diatulaldim ketentuan

%8 IndonesiaUndang-Undang tentang Pengadilan Paj&lp.Cit.,Pasal 41
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hukum  publik, Fiskus dengan pengaturan tersebut atdap

bertindak/mengambil keputusan secara sepihak, datakn tersebut

bersifat imperative atau koersiffmemaksa serta hsdpi artinya

keputusannya dapat menimbulkan kewajiban kepadabWsgjak untuk

segera memenuhinya dengan sanksi administrasibatsken pidana bagi

yang tidak melaksanakannya. Adapun sanksi administrasi menurut

Prajudi S Atmosudirjo adalah tindakan administiesgara yang dilakukan

oleh eksekutif dalam menjalankan kewenangannyasdittan atas®

(1) Legitimasi, kegiatan administrasi dapat diterimasyaaakat, artinya
masyarakat mengakui kehadiran dan keberadaarusistit

(2) Yuridikitas, tindakan administrasi dalam pelaksandagas tidak
melanggar atau melawan hukum

(3) Legalitas, tindak administrasi harus didasarkan allap ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Maka dengan pelaksanaan kewenangan oleh Fiskiebtrgika
tidak berhati-hati dan melalui suatu pertimbangamgybertanggung jawab,
kewenangan demikian dapat disalahgunakan sehingigataya adalah
merugikan kepentingan Wajib Pajak.

Oleh karenanya adalah suatu kebijakan yang teplaadep keberadaan
Pengadilan Pajak sebagai bentuk perhatian negdean daemberikan
perlakuan yang adil dan seimbang, sehingga WajékRdau Penanggung
Pajak tidak saja dibebankan secara imperatif unto&laksanakan
kewajibannya dalam pemenuhan pembayaran pajalpi tgtga Wajib

Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai hak untukduaiigi oleh

hukum. Adapun pertimbangan yang diambil Pemerintatihtk membentuk

Pengadilan Pajak adaldt :

%9 Ali Purwito dan Rukiah Komariah pocit., Hal.112
% prajudi S. AtmosudirjoHukum Administrasi Negaréjakarta : Ghalia, 1995), Hal. 83

®1Ali Purwito dan Rukiah Komariah pocit., Hal. 94
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1. Antisipasi terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak pengguna jasa
kepabeanan atau pengusaha barang kena cukai

2. Kemungkinan terjadinya sengketa baik di bidang Ragea Masuk
maupun Cukai sebagai akibat tindakan dan keputustmitas
perpajakan

3. Dipandang perlu untuk membentuk suatu badan paradil bidang
perpajakan. Peradilan ini akan menggantikan irstitatau badan
penyelesaian perselisihan perpajakan yang sudahTadakhir Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP dan memjalkekuasaaan
kehakiman

4. Perpajakan merupakan badan administrasi dari petakan, oleh
karena itu badan peradilan pajak harus tetap befaldm lingkungan
hukum Tata Usaha Negara

5. Masyarakat berdasarkan aszalf Assessmemembuat penghitungan,
penghitungan dan laporan tentang dasar pemungajak ptau pajak
yang harus dibayar wajar jika masyarakat sendimgyl@arus memenuhi
segala kewajiban perpajakannya

6. Permerintah di pihak lain sebagai pelaksana pentangoajak harus
memegang disiplin pemungutan yang telah diatur ndaldndang-
Undang.

Oleh sebab itu keberadaan Pengadilan Pajak jikaibdimgan
dengan cita-cita negara hukum, maka keberadaagaB#an Pajak adalah
sangat penting, hal terebut demi terwujudnya pekegaukum perpajakan
oleh lembaga peradilan. Oleh karenanya Pengadilgak Pyang diatur
dengan Undang-Undang merupakan badan peradilapn rip@taksanakan
Kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penamgdajak yang
mencari keadilan sebagaimana yang diamanatkan Pasatlang-Undang
Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melak&an
Kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penangdeaiak
yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
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b. Dasar Hukum Pengadilan Pajak

Pembentukan Pengadilan Pajak adalah menggantikatanBa
Penyelesaian Sengketa Pajak yang dibentuk berdas&hkdang-Undang
Nomor 17 Tahun 1997, yang pada pokok kekuasaandgkata sebagai
badan yang mempunyai tugas dan wewenang memerd&samgmutus
sengketa pajak. Adapun Pengadilan Pajak dibentukabarkan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Bajalsamping itu
terbentuknya peradilan pajak merupakan implementssi Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan UmamThta Cara
Perapajakan (KUP) sebagaimana amanat Pasal 2{1ayethwa :

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Bandingyaan

kepada Badan Peradilan Pajak terhadap Surat Keprtus

Keberatan yang ditetapkan oleh Direktur JenderajaRa
Pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 iAgrReangadilan
Pajak adalah didasari bahwa penyelesaian sengbaj@k melalui
pengadilan, di mana Pengadilan Pajak adalah bad&n kekuasaan
kehakiman sebab Pengadilan Pajak merupakan salah psmgadilan
khusus dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negaralahb-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimaanddtasal 1
bahwa :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yamdekse
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakk&anhuan
keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselengggaahegara

®JndonesiaUndang-Undang tentang Pengadilan Pajak, op.dalam konsideran bahwa
pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuaiadehipdang-Undang perpajakan akan
menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib alajsehingga dapat mengakibatkan
timbulnya Sengketa Pajak antara Wajib Pajak daabggjyang berwenang. Pajak memegang peran
penting dan strategis dalam penerimaan negarakalema itu dalam penyelesaian Sengketa Pajak
diperlukan jenjang pemeriksaan ulang vertikal ydegih ringkas. Memperbanyak jenjang
pemeriksaan ulang vertikal akan mengakibatkan goteangulangan pemeriksaan menyeluruh.
Penyelesaian sengketa Pajak selama ini, dilakukah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(BPSP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahunh tE9flang Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian SanBlegak melalui BPSP masih terdapat
ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan ketidén.
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hukum Republik Indonesia

Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa tugasuraysifsuatu kekuasaan
kehakiman sebagai bagian dari cabang kekuasaashaa@ngemban tugas
hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakiyahirnya Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan Kewenangag glderikan
oleh konsititusi yang diatur dalam Pasal 24 ayatfi3dang-Undang Dasar
1945 yaitu Badan-badan lain yang fungsinya berkaitengan kekuasaan
kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Hal ini jusgsuai dengan
amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2@0®ang
Kekuasaaan Kehakiman yang dapat dimaknai bahwailapedmudian
diperlukan suatu peradilan khusus maka hanya ddib@ntuk dengan
Undang-Undang dan berkedudukan di dalam salah Bagkungan
peradilan. Oleh sebab itu berdasarkan ketentuaal Rasundang-Undang
Nomor 48 tahun 2009 tersebut dan pada penjelasaal Rd ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 disebutkan bahwa

Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus” dalamrietn ini,
antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan gaa
pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindalamedkorupsi,
pengadilan hubungan industrial yang berada di liaggan
peradilan umum, dan Pengadilan Pajak di lingkungraradilan
tata usaha Negara

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kemudian tdideh peradilan
pajak berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakekuasaan
Kehakiman bagi Wajib Pajak yang mencari keadilahagap Sengketa
Pajak. Adapun yang dimaksud dengan Sengketa Psghkgaimana diatur
dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 14 Tak®4 tentang
Pengadilan Pajak bahwa :

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalagharbg
perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Bagdin
atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan, termasukaBn
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atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Umpdan
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Lebih lanjut bahwa dengan pembentukan Pengadilgak Reerdasarkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 adalah sesuaigaden
perkembangan hukum dan luasnya lapangan Hukum Asinaisi Negara,

sehingga bidang kehidupan dalam hubungannya dergiminstrasi

Negara diberikan ruang dalam rangka pengaturanilaptdsjadi suatu

kekosongan hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1®86tang

Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah denganng+idiadang Nomor

9 Tahun 2004, di dalam ketentuan Pasal 9A menyehuikhwa:

Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dikan
pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang

Maka Pengadilan Pajak sebagai bagian dari hukumnégtrasi negara
dapat diinterpretasikan yaitu setiap bentuk persgén daripada suatu
perbuatan (pejabat, instansi), administrasi negargy dipersoalkan oleh
warga masyarakat, instansi masyarakat (perusalmahjmpunan, dan
sebagainya) atau sesama instansi pemerifitah.

Lebih lanjut bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun?22d@ntang

Pengadilan Pajak pada Pasal 2 dan Pasal 5 ayaméhgatur tentang
eksistensi Pengadilan Pajak sebagai berikut :

Pasal 2

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melak&an
kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penargdrejak
yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Pasal 5 ayat (1)
Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajdikdikan oleh
Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka rddssn
Pengadilan Pajak saat ini harus diakui sebagaahamglaksanaan daripada

kekuasaan kehakiman yang khusus menyelesaikan etarggnketa

63 Prajudi Atmosudirjo, p,cit.,Hal.128
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perpajakan, sehingga hal ini dapat menjadi altérpahyelesaian sengketa
pajak dengan biaya murah, ceffatCepat dan murah tersebut dapat
dimaknai bahwa Pengadilan Pajak mempunyai tatapereeriksaan yang
lebih sederhana dibandingkan dengan peradilan umumana Pengadilan
Pajak dalam melakukan pemeriksaan perkara adalzgaePengadilan
Banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang NdidoTahun
2002 Pasal 1 ayat (6) bahwa pengertian Bandingadal

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajakua

Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yangtdhggkan

Banding berdasarkan peraturan perundang-undanganngya

berlaku
Organisasi Pengadilan Pajak

Organisasi diartikan sebagai suatu proses pereacangang
meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemelihasaatu struktur
atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalanuskexja kelompok,
dalam konteks peradilan pajak maka organisasi peragajak adalah
suatu badan peradilan yang mempunyai beberapa inkemsaan,
Pengadilan Pajak meskipun merupakan pengadilanirbeehdiri akan
tetapi keberadaannya masih dalam lingkungan Paradilata Usaha

3.65

Negara” sebagaimana konsideran Undang-Undang Nomor 14 nTahu

2002° maka keberadaan Pengadilan Pajak sangat dibutatiéarpencari

® H. Syaiful Bakhri,Hukum Pembuktiar(Jakarta : P3IH, 2009), Hal. 236 bahwa Asas

peradilan cepat, sederhana dan biaya murah menakieaghr peradilan dilakukan dengan cepat,
artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkaatdiipelesaikan dengan segera mungkin dan
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.Sederhanartbdsahwa dalam menyelenggarakan
peradilan dilakukan dengan simple, singkat, daaktiderbelit-belit, biaya murah berarti biaya
penyelenggaraan peradilan ditekan sedimikan rugatagangkau oleh pencari keadilan

% Djazoeli Sadhani, dkk,pocit, Hal. 40

® |ndonesia,Undang-Undang Tentang Pengadilan Pajak, op.citlalam konsideran

bahwa :

a.

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum sairkiEn Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupanraedgn bangsa yang adil dan sejahtera,
aman, tenteram dan tertib serta menjamin kedudukakum yang sama bagi warga
masyarakat;
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keadilan yang berkaitan dengan kewajiban pemenydepajakan.Dari

aspek struktur organisasi Pengadilan Pajak diaaland Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yaitu

a. Organisasi Pengadilan Pajak terdiri dari ketua galing banyak 5
(lima) orang wakil ketua

b. Bahwa Hakim pada Pengadilan Pajak merupakan pefegstra yang
dalam pelaksanaan tugasnya ditunjuk oleh Ketua &kag Pajak
sebagai Ketua Majelis dan Hakim Anggota serta Hakimggal

c. Sekretaris Pengadilan Pajak

d. Panitera dalam Pengadilan Pajak dibantu oleh sgavakil panitera

Adapun tugas masing-masing Ketua, Wakil Ketua, &akis, dan Panitera

adalah sebagai berikut :

a. Ketua dan Wakil Ketua

Seorang ketua memiliki tugas melaksanakan pembirdem

pengawasan terhadap seluruh unsur Pengadilan Rejakgaimana
diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang NdmoFahun 2002
bahwa :

Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakaoan
Skretaris/Panitera

Dalam melakukan pengawasan tersebut seorang Hakdak t

diperbolehkan mempengaruhi kebebasan Hakim dalanyetesaikan

bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembanguasiomal yang berkesinambungan dan
berkelanjutan serta merata di seluruh tanah airenlekan dana yang memadai terutama dari
sumber perpajakan;

bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak damapaman akan hak dan
kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perungzigngan perpajakan tidak dapat
dihindarkan timbulnya Sengketa Pajak yang memerluganyelesaian yang adil dengan
prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhan

bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum akarupbadan peradilan yang
berpuncak di Mahkamah Agung;

bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pa@al gesuai dengan sistem kekuasaan
kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan laadian kepastian hukum dalam
penyelesaian Sengketa Pajak.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012



86

suatu sengketa, sebagaimana diamanatkan dalantuaeterPasal 11
ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bahwa :
Pembinaan dan pengawasan tidak boleh mempengaruhi
kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sangket
pajak.
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak adalah nadam Pejabat
Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presid@tua dan
Wakil Ketua tersebut merupakan bagian dari parairklallalam
Pengadilan Pajak dan terpilih melalui usulan Menike&uangan dan
disetujui oleh Ketua Mahkamah Agung. Adapun mengésia cara
pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua adalah sebagaidhatur dalam
dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa :

Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden daarap
Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat pejsan
Ketua Mahkamah Agung

Sementara masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua dalalaksanakan

tugas kewenangannya adalah untuk masa jabatam8) (tahun dan

dapat diperpanjang untuk 1(satu) kali masa jabatan, pengambilan

sumpah ketua dan wakil ketua dilaksanakan dihadafatua

Mahkamah Agung, sedangkan pengucapan sumpah Hakadagpan

Ketua Pengadilan Pajak. Sementera persyaratan umtakadi Hakim

pajak diatur secara selektif dan terbuka bagi siapa sebagaimana

diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tal)@?,2bahwa

syaratnya adalah :

1. Warga Negara Indonesia

2. Berumur paling rendah 45 tahun

3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

5. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menghiaNagara
kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan HEncdan

Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisdsrang
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6. Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan befjagarjana
hukum atau sarjana lain

7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak téace

8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak @idesjahatan

9. Sehat jasmani dan rohani

Terhadap jabatan Hakim, diatur larangan kepadarajau yarangan

mempunyai jabatan rangkap, larangan ini sebagaimeramat Pasal 12

ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 bahwa :

Hakim tidak boleh merangkap menjadi :

a. Pelaksana putusan Pengadilan Pajak;

b. Wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dersyatu
sengketa pajak yang akan atau sedang diperiksangéeh

c. Penasehat hukum;

d. Konsultan pajak;

e. Akuntan publik ;dan/atau

f. Pengusaha.

Dalam hal pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Hhiakpada
Pengadilan Pajak dapat dilakukan dengan hormapatatidak dengan
hormat, beberapa syarat pemberhentian secara hodmaksud
adalah®’

a. permintaan sendiri

b. sakit jasmani dan rohani terus menerus

c. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun atau

d. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas.
Pemberhentian dengan hormat dapat dilakukan kegetim, wakil
ketua dan Hakim Pengadilan Pajak berdasarkan halamg meliputi
dipidana kerena bersalah melakukan tindak pidangah&&an,
melakukan perbuatan tercela, terus menerus medalakewajiban
dalam menjalankan tugas pekerjaannya, melanggarpauanji
jabatan, atau melanggar larangan sebagaimana dithakdam Pasal
12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Pemberhem¢isebut

dilakukan oleh Presiden berdasarkan usulan Mekiedangan yang
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telah mendapat persetujuan Mahkamah Agung setakmnberikan
kesempatan untuk melakukan pembelaan diri di hadddajelis

Kehormatan Hakim.

b. Sekretariat
Sekretariat adalah unit kerja yang melakukan tugas

pengadminstrasian dalam proses pelaksanaan tugedudgsi dari
Pengadilan Pajak, adapun tugas sekretariat melylding tata usaha,
kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administeesigpan Banding
dan/atau Gugatan, administrasi persiapan persidanga@ministrasi
persidangan, administrasi penyelesaian putusan, undehtasi,
administrasi peninjauan kembali dan pelayanan mési yang
dibutuhkan oleh masyarakat umum. Sekretariat PdéiagadPajak
dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oledkil\ASekretaris.
Yang berwenang mengangkat Sekretaris adalah Méfgeiangan atas
pertimbangan pimpinan Pengadilan Pajak. Adapunasy@ekretaris,
Wakil Sekretaris atau Sekretaris Pengganti adalah :
1. Warga Negara Indonesia

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Sehat jasmani dan rohani

A Y

Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan meyapu

pengetahuan di bidang perpajakan

c. Panitera
Kepaniteraan pada Pengadilan Pajak diatur dalamarprd
Undang Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 29 ayat (1) bapada
Pengadilan Pajak ditetapkan adanya kepaniteraan ggammpin oleh

seorang Panitera.

o7 IndonesialUndang-Undang Tentang Pengadilan Pajak, op.Bigsal 13 ayat (1)
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Lebih lanjut bahwa Sekretaris dan Wakil Sekretatsu Sekretaris
Pengganti dapat merangkap tugas-tugas kepanitesahagaimana
diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang NdmMofahun 2002
serta ketentuan Pasal 10 Keputusan Presiden No&dmaBun 2003
yang mengatur tentang Sekretaris Pengganti adalabr itpengganti
Sekretaris dalam melaksanakan tugas kepaniterdaagaie Panitera
Pengganti. Selanjutnya Panitera, Wakil PaniteraRtaritera pengganti
dalam melaksanakan kewenangannya tidak diperbaiehielakukan
kegiatan/merangkap jabatan yaitu :

a. Pelaksana putusan Pengadilan Pajak

b. Wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan desgaiu sengketa
pajak yang akan atau sedang diperiksa olehnya

Penasehat hukum

Konsultan pajak

Akuntan publik

-~ ® a2 0

pengusaha

d. Kompetensi Pengadilan Pajak
Pada proses peradilan terdapat dua bentuk kompetgaisu
Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dengangsasan berikut :
a. Kompetensi Absolut
Kompetensi Absolut adalah kewenangan suatu lembaga
pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyekssakngketa
atau persoalan hukum tertentu apabila dihadapkagatiekewenangan
dari lembaga pengadilan dari lingkungan peradilainnlya®®
Kompetensi Absolut juga dapat dimaknai sebagaisjpiasas yang
harus dipastikan sebelum Majelis Hakim PengadilaaPmemeriksa
materi yang disengketakan, apabila dapat dipastilethwa perkara

® pudyatmoko,Pengadilan dan Penyelesaian sengketa di Bidang KPajdakarta:

Gramedia Pustaka Umum, 2005), hal. 64
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yang diperiksa tidak termasuk dalam lingkup kompsiteAbsolut
maka majelis segera memutuskan perkara dinyatakatak Dapat
Diterima “(TDD) atauNiet On Vankelijk VerklaaringNO), misalnya
sengketa yang diajukan ternyata masalah retribtei @engketa
ternyata mempermasalahkan soal Surat Perintah dileanyj yang
semuanya di luar kewenangan Absolut Pengadilark®aja

Dalam pernerapan peraturan perundang-undangan genkegan
absolut tersebut pada Pengadilan Pajak diatur dBksal 32 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Lebih lanjut weah
kompetensi absolut dapat dimaknai pula sebagai wamwge badan
pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertesubig gecara mutlak
tidaklah dapat diperiksa oleh badan pengadilan, la@k dalam
lingkungan peradilan yang sama maupun dalam linggarperadilan

yang lain?

b. Kompetensi Relatif
Kompetensi relatif adalah kewenangan mengadilisiesmhbaga

pengadilan terhadap kewenangan mengadili pengaditiari
lingkungan peradilan yang sama dengan wilayah hukysng
berbedd! Kompetensi relatif jika dihubungkan dengan kebaaad
peradilan pajak maka sesuai dengan yang diamandttam Pasal 3
Undang-Undang nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadiigak
bahwa :

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Pajak

yang berkedudukan di ibukota Negara

% E.X. SutardjoTinjauan Tentang Berbagai Issue dalam Penyeles8i&mgketa Pajak
di Pengadilan Pajak,Seminar Perpajakan IKPI, (Jakarta, 2010), Hal. 8

® Muhammad Sukri, Subki, dan DjumaMenyelesaikan sengketa melalui Pengadilan
Pajak, (Jakarta : Elex Meida Komputindo), Hal. 102

"t pudyatmokoPengadilan dan Penyelesaian Sengketa Pajak di Bidkajak,(Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2005), Hal. 73
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Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa tidak patdBengadilan
Pajak di daerah. Hal tersebut dapat diketahui kigtentuan Undang-
Undang perpajakan yang tidak memberikan ruang peragatentang
pembentukan peradilan pajak di daerah-daerah. Lieoijut bahwa
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 204i2r tentang
sidang Pengadilan Pajak dilakukan ditempat keduuw oleh
sebab itu dalam pelaksanaannya Pengadilan Pajakgdiingkan di
tempat kedudukannya, tetapi apabila berdasarkambangan untuk
memperlancar dan mempercepat proses penanganaketsemgjak
pada Pengadilan Pajak yang sederhana, cepat, agnrogan. Oleh
sebab itu dalam prakteknya, keberadaan Pengadijak Bi Indonesia
dikaitkan dengan kompetensi relatif saat ini tidala, karena masalah
kewenangan relatif ini menyangkut penentuan Pefegadiajak yang
mana di Indonesia ini harus menangani suatu seagiegak. Padahal,
Pengadilan Pajak di Indoneisa sekarang ini hanyésatu) dan
berkedudukan di Ibukota Jakéfta

e. Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak
Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk
memeriksa dan memutus sengketa pajak sebagaimaha dalam
Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2@6fang
Pengadilan Pajak yaitu :

(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang
memeriksa dan memutus sengketa pajak

(2) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memerdaa
memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangamgy
berlaku

(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan
memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan ptgak a
Keputusan Pembetulan atau Keputusan lainnya

2 F.X. Sutardjo, p.cit.,Hal. 8
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Selain tugas dan wewenang sebagaimana disebutkam asal 31
ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tersdtmrigadilan
Pajak juga mempunyai tugas yaitu melakukan pengawé&srhadap
kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepddk-pihak

yang menjadi bagian dari suatu sengketa perpajdtarsusnya pada
proses beracara di Pengadilan Pajak.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa sengketk paj
dapat menyebabkan pemeriksaan dilakukan pada HErgdehjak
apabila terdapat pihak mengajukan Banding/Gugatang yyang
menempatkan Pengadilan Pajak sebagai pengadilgkatirpertama
dan terakhir dalam memeriksa dan memutus senglagtk.pOleh
sebab itu keputusan Pengadilan Pajak bersifat fiaal mempunyai
kekuatan hukum tetap, hal ini dapat dimaknai bapada saat Majelis
Hakim Pengadilan Pajak menerbitkan putusan terhadaj sengketa
pajak, maka putusan tersebut dapat langsung dilakaa dengan
tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang beawgn
sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-UndangiNb#nTahun
2002. Adapun tugas Pengadilan Pajak dalam menylid@saengketa
pajak adalah meliput(®

1. Sengketa pajak yang diakibatkan dikeluarkannya kesaun
pejabat yang berwenang yang dimungkinkan untuk
diajukannya Banding ke Pengadilan Pajak

2. Sengketa pajak yang diakibatkan pelaksanaan Undang-
Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000) atau keputusan pendvetul
atau keputusan lainnya berdasarkan Pasal 23 ayat (2
Undang-Undang KUP dan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku yang dimungkinkan diajukan
Gugatan ke Pengadilan Pajak

2.3Upaya Hukum Terhadap Sengketa Pajak

"8 Djazoeli Sadhani, dkk,pocit., Hal . 56
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Penyelesaian suatu sengketa Pajak, adalah suapatalyang harus
dilakukan oleh Wajib Pajak dan Fiskus untuk menMaeri kepastian hukum
terhadap perbedaan penghitungan Nilai Pajak awéapb Pajak dan Fiskus.
Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui Kebaralan Banding serta
Gugatan Ke Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak sePagadilan Khusus yang
memeriksa terhadap sengketa Perpajakan mempunydudkdean sebagai
Pengadilan Khusus yang merupakan Peradilan tingkatama dan terakhir
sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undawigitgg Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa :

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pedadan terakhir

dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

Maka Kedudukan Pengadilan Pajak yang demikian, mpatkan bahwa Putusan
Pengadilan Pajak merupakan putusan yang berkekumtimm tetap. Hal ini
diatur lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 33 éyatUndang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 bahwa :

Sebagai Pengadilan tingkat pertama dan terakhir @@éksaan atas

Sengketa Pajak hanya dilakukan oleh Pengadilan iPajeh karenanya

Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan gagake Peradilan

Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Badan Pé&adlain,

kecuali Putusan berupa “tidak dapat diterima” yanmenyangkut

kewenangan/kompetensi.

Dengan kedudukan hukum pada Pengadilan Pajak yamhgsgnnya
berkekuatan hukum tetap, maka kepada Wajib Pajak k&beratan terhadap
penghitungan Fiskus, dapat menggunakan upaya-Ump&kysn sebagai berikut :
A. Upaya Hukum ditingkat Eksekutif

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, apabiladtegangketa
maka beberapa upaya hukum yang dapat ditempuhVeagitb Pajak untuk
penyelesaiannya, yaitu :

1. Upaya hukum tanpa melalui Peradilan Pajak
a. Upaya hukum dalam bentuk upaya pembetulan suratagen pajak,

surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulargt skeputusan
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keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi igthasn surat
keputusan penghapusan sanksi administrasi, surgbutdsan
pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan palanbadtetetapan
pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluabikah pajak, atau
surat keputusan pemberian imbalan bunga, yang dpé&ararbitannya
terdapat salah tulis, salah hitung, dan/atau keleli penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-uadampgrpajakan
sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undawigstg Nomor 28
Tahun 2007

. Upaya hukum dengan pengajuan keberatan kepadat@aekenderal
Pajak berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undatentian Umum
dan Tata Cara Perpajakan terhadap:

1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,

2) Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan;

3) Surat Ketetapan Pajak Nihil;

4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

5) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga.

. Upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 (&ydindang-

Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pakamajyang
mencakup :

1) Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi kerup
bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuagaien
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakdan
hal sanksi tersebut dikenakan kerena kekhilafani\Rgjak
atau bukan karena kesalahannya;

2) mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak

yang tidak benar;

3) mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidakrbena
atau

4) membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau Surattipéss
Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanp
a) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;

atau
b) pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib
Pajak.
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B. Upaya Hukum Melalui Pengadilan Pajak
a. Banding

Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pdagaddajak apabila
Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajaknya swe@sliai dengan
penghitungannya dan berbeda dengan perhitunganrotdtiskus.
Adapun syarat formal banding ke Pengadilan Pajdlagemana diatur
dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undiorgor 28 Tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajdda Pasal 35,
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 TenRemgadilan
Pajak yang meliputi :

1) Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding hanyadap
Badan Pengadilan Pajak terhadap suatu Keputusarekaan

2) Permohonan Banding disampaikan secara tertulis wmhala
bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasamgadbma
3 (tiga) bulan sejak surat keputusan keberatarridiiz

3) Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) SBeatding

4) Pada permohonan Banding dilampirkan salinan Keparus
Keberatan

5) Banding yang dimohonkan terhadap besarnya jumlajakpa
yang terutang, hanya dapat diajukan apabila jumbaing
terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (limdulp
persen)

b. Gugatan

Adapun sengketa perpajakan yang dapat dimohonkayat&u adalah
sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undawdgitdy Nomor 28
Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Capap&an bahwa :

Gugatan Wajib Pajak atau Pananggung Pajak terhadap

a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksamaka
Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kemutus
perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 28td1)
dan Pasal 26 KUP;

d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keprus
Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuaigden
prosedur atau tata cara yang telah diatur dalameketian
peraturan perundang-undangan perpajakan
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak
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Sementara yang merupakan syarat formil dalam peagaGugatan
kepada Pengadilan Pajak adalah sebagaimana diatam dPasal 40
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 Tentang Penga&iak yang
meliputi :

1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa |Irefon

2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap
pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat bdias)
sejak tanggal pelaksanaan penagihan, kecuali fanegire

3) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadaptkepn
selain Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan éd&a
(tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusgang
digugat, kecuali force majeur

4) Perpanjangan jangka waktu akibat terjadinya forcejenr
sebagaimana huruf 3 adalah selama 14 (empat bdias)
terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekwasa
Penggugat

5) Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1lu)sat
keputusan diajukan dengan 1 (satu) Surat Gugatan

C. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung
a. Dasar Hukum Peninjauan Kembali

Upaya hukum Peninjauan Kembali merupakan upaya rhular biasa
yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan atatelike&n putusan
Pengadilan Banding yang lebih rendah dari MahkaA@mg, kesalahan
dimaksud dimungkinkan terjadi mengingat putusangBéitan Banding
adalah produk manusia yang tidak menutup kemungkiteajadinya
kekhilafan atau kasalahan dalam memutus perkagkstnpajak. Untuk
itu apabila pihak-pihak yang bersengketa pada RiagaPajak, salah
satu pihak tidak puas dengan putusan Pengadilg@k,P@aka dapat
menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali, hal isuaedengan
amanat ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undant@Nicahun 2002
yang mengamanatkan bahwa :

Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Fsran
Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Malakam
Agung.
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Adapun alasan-alasan yang dapat memadimbangan untuk
mengajukan peninjauan kembali adalah sebagaimatar dialam Pasal
91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2082taimg

Pengadilan Pajak sebagai berikut :

Pasal 91

Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan padasu
kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yangtdikei
setelah perkaranya diputus atau didasarkan paddifnukti
yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;

b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang pentingndbersifat
menentukan, yang apabila diketahui pada tahap pargian
di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang
berbeda;

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak ditunatau
lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus
berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;

d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belupuils
tanpa dipertimbangkan sebab- sebabnya; atau

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata- nyatakisesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 92

(1) Pengajuan permohonan Peninjauan erkbal
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dé&tasa
91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling la
3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebadam
atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakiengadilal
pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Pengajuan permohonan Peninjauan erkbal
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud d&asa
91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling la
3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan susata
bukti yang hari dan tanggal ditemukannya hi
dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh p¢
yang berwenang.

3) Pengajuan permohonan Peninjauan erkbal
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berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalamalPas
91 huruf ¢, huruf d, dan huruf e dilakukan dalamgke
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putu
dikirim.

Lebih lanjut, bahwa di dalam ketentuan Pasal 24ddgeJndang Nomor
48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengaittang upaya
hukum peninjauan kembali yaitu :

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkdegrat
mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung
apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yangmiikan
dalam Undang-Undang
Secara khusus Upaya Hukum Peninjauan Kembali tephd@utusan
Pengadilan Pajak diatur dalam Peraturan Mahkamam@gPERMA)
Nomor 3 Tahun 2002, di dalam ketentuan Pasal 2(ay&ERMA Nomor
3 Tahun 2002 mengamanatkan :
Permohonan Peninjauan Kembali Putusan PengadilajalPa

diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilajale

. Tata Cara Permohonan Peninjauan Kembali

Terhadap pihak-pihak yang mengajukan Peninjauan bi&énterhadap
Putusan Banding Pengadilan Pajak dapat dilakukagattealasan-alasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-UndangoNas Tahun
2002 Tentang Pengadilan Pajak bawah

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan

berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan padatsu
kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang
diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarka
pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana
dinyatakan palsu;

b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang pentingind
bersifat menentukan, yang apabila diketahui padsapa
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persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan
putusan yang berbeda;

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dttitratau
lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus
berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;

d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum
diputus tanpa dipertimbangkan sebab- sebabnya; atau

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata- nyatkaKi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga
yang berlaku.

Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan kepadakiDi Tata
Usaha Negara Mahkamah Agung melalui Pengadilan kPdgngan
menyampaikan berkas permohonan yang di jilid 2)(@Buadel, mencakup
sebagai berikut™®

Pertama, Bundel A, merupakan surat-surat yang diawali dengarat
banding atau gugatan dan semua proses adminigiegsidangan di
tersimpan di Pengadilan Pajak

a. Surat Banding/Gugatan

b. Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan

c. Surat Bantahan

d. Surat penetapan penunjukkan Majelis Hakim

e. Rencana sidang umum

f. Surat pemberitahuan, surat panggilan, surat undanga

Berita acara sidang

> @

Surat kuasa dari kedua belah pihak jika memaka&ua

Lampiran-lampiran surat yang diajukan oleh kedualbpihak

j.  Surat-surat bukti pemohon Banding/Penggugat dan
Terbanding/Tergugat

k. Salinan resmi putusan Pengadilan Pajak

|.  Surat-surat lain yang yang dapat menjadi pendukung.

™ IndonesiaPeraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penah Peninjauan
Kembali Putusan Pengadilan PajdRERMA No.3 Tahun 2002, Pasal 14
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KeduaBundel B, merupakan surat-surat serta dokumen dalarkara

sengketa perpajakan dan disimpan di Mahkamah Agualputi :

a.
b.

i

Salinan resmi putusan Pengadilan Pajak

Bukti pengiriman salinan resmi putusan Pengadil@akPkepada para
pihak

Akta permohonan Peninjauan Kembali

Bukti pengiriman biaya Peninjauan Kembali

Surat permohonan Peninjauan Kembali yang berisiaaladan atau
dilampiri dengan bukti-bukti

Tanda terima permohonan Peninjauan Kembali

Surat kuasa khusus dalam hal permohonan Peninj&gamnbali
diajukan bukan oleh yan bersngkutan atau ahli wegaisdan harus
memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasah@4dng-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan perraoh@eninjauan
Kembali kepada pihak lawan

Jawaban surat permohonan Peninjauan Kembali dekpawan

Surat-surat lainnya yang mungkin ada.

Adapun Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkarghng yang

diajukan oleh Pihak-pihak yang tidak menerima Parnu$engadilan

Pajak, Upaya hukum Peninjauan Kembali tersebuklattadapat menunda

Putusan Pengadilan Pajak yang putusannya adald&ekbatan hukum

tetap. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 80 (@y Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa

Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkarau at

menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak.

D. Upaya Hukum Uji Materi (Judicial review)

Dalam suatu sistem peraturan perundang-undangesatuan tatanan

sistem hukum dimaksud semestinya tidak terdapa¢m@ngan antara aturan

norma hukum satu dengan norma hukum lainnya, tetajaim praktiknya
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dalam berbagai aspek kehidupan tentu tidak dapptndkiri bahwa
pertentangan antar norma hukum tersebut adakakenyali. Menurut Hans
Kelsen tidak ada jaminan absolut bahwa norma yabgh Isesuai dengan
norma yang lebih tinggi, hal tersebut dapat terf@dena organ hukum yang
berwenang membuat norma hukum menciptakan normaengang saling
bertentangar®’

Judicial reviewatau hak uji materil adalah merupakan kewenangabdga
peradilan untuk menguji keabsahan dan daya lakuugrchukum yang
dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikaerhadap konstitusi.
Secara terminologi, istilah hak menguji dipadankaengan istilah
toetsingsrechyang muncul di Belanda dan dikenal juga di Negarialaw. ®
Dalam prakteknya uji materi di Indonesia, bahwaelsét dilakukan
amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahdmaddp
kewenangan ketatanegaraan diantaranya adalah Mahk&awnstitusi yang
diberikan kewenangan menguji Undang-Undang yantehingan terhadap
Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan pengujian disgshgeraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhabtelang-Undang
dilakukan oleh Mahkamah Agur§.Lebih lanjut bahwa Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimanngameanatkan
kewenangan dalam melakukan pengujian terhadap upanatperundang-
undangan sebagai berikut :

® Hans Kelsefhe Pure Theory of Lawtanslation from the second revised and

enlarged German Edition(l.os Angeles : University of California Press, 1967 205

® Ibid., Hal.188

77 IndonesialUndang-Undang Dasar 194Basal 24 A ayat (1) bahwa Mahkamah Agung

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, mengujatpean perundang-undangan di bawah
Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempuvsaenang lainnya yang diberikan
oleh Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 194&l Rd4s bahwa Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terglmg putusannya bersifat final untuk
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasemutus sengketa kewenangan
lembaga negara yang kewenangannya diberikan oledangnUndang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisteatang hasil pemilihan umum
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a. Dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b mengatur tentargekangan
Mahkamah Agung dalam melaukan Uji Matefdtdicial Review)

b. Dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mengatur tentangkangan Mahkamah
Konstitusi untuk melakuka@onstitutional Review

DisampingJudicial Reviewyang diuraikan tersebut, Terdapat 2 (tiga)
bentuk uji materi(Judicial Review)lainnya yang dapat menjadi alternatif
sarana penyempurnaan suatu peraturan perundanggamda demi
terwujudnya kepastian hukum, kedua bentuk tersataiah :

a. Legislative Review
Terhadap peraturan perundang-undangan yang tidakaisedengan
peraturan perundang-undangan di atasnya dapathdiataa dibatalkan
dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-usidgagg baru.
Legislative reviewmerupakan hak pengujian yang dimiliki oleh lembaga
legislatif sebagai pembuat Undang-Undang untuk ka&kan peninjauan
atau perubahan peraturan perundang-undafgan .
Adapun peraturan perundang-undangan yang menjagier@gan
legislatif untuk dilakukarreview adalah peraturan perundang-undangan
yang meruapakan hasil penetapan daripada lembagdaté. Menurut
Mahfud MD bahwalegislative reviewmerupakan kewenangan untuk
menguji tidak hanya Undang-Undang tapi juga terpd@eraturan Daerah

oleh legislatif sesuai dengan tingkatannya.

b. Eksekutif Review
Eksekutif Reviewnerupakan kewenangan dari lembaga eksekutif untuk
menguji suatu peraturan perundang-undangan darn degabatalkannya
apabila dipandang bertentangan dengan peraturamgaerg-undangan

yang lebih tinggi maupun kepentingan um{fm.

8 Imam Soebechijudicial Review, Perda Pajak dan Retribusi Daer@lakarta : Sinar
Grafika, 2012) Hal. 185
" Ibid., Hal.187
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Pelaksanaareksekutif reviewdalam praktiknya dilakukan oleh Pemerintah
Pusat terhadap peraturan daerah, di mana Pemerfimsiat dapat
membatalkan peraturan daerah yang dibentuk oletefaiath Darah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila kemudiamtéd@an Daerah
terebut bertentangan dengan peraturan perundarsgigad yang lebih

tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingamumu

2.4 Upaya Hukum terhadap Putusan Pengadilan Pajak ang Menghukum

Pembayaran Imbalan Bunga

1. Penerapan Ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b daof ft Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 merugadayempurnaan dari
Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturarerifgéain Nomor 80
Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak damajiken Perpajakan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tgitatentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan Pasal 43@)yaReraturan Pemerintah
Nomor 74 tahun 2011 mengamanatkan bahwa :

Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimamaaldiud

pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebbgakut:

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan ddam
imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusanndiag
tidak  diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke
Mahkamah Agung

Ketentuan tersebut merupakan bentuk sanksi yanerikdm oleh Negara
kepada Pemerintah yang melalaikan kewajibannyandataelaksanakan

kewenangan penghitungan besaran pajak yang dibabaképada Wajib

Pajak yaitu kepadanya dibebankan imbalan bungaalanbbunga dapat di
interpretasikan sebagai suatu kewajiban yang diletrakepada Pemerintah
terhadap upaya hukum sengketa pajak yang dimohaslkanWajib Pajak, di

mana kemudian terhadap upaya hukum tersebut ditetapahwa terhadap
perbedaan perhitungan besaran pajak yang harugadipanghitungan yang
diakui adalah perhitungan yang dilakukan oleh WRHipak.
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Ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b tersebut, dal@mpemenuhan kewajiban
Pemerintah dalam melakukan pembayaran imbalan ablegada Wajib
Pajak sesuai dengan jumlah vyang ditentukan akan gahemi
pembatalan/penundaan pelaksanaan apabila kemudlakukén upaya
hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak atas Keguteengadilan Pajak
yang menghukum pembayaran imbalan bunga tersebut.

Demikian halnya kewajiban pembayaran imbalan bursgdagaimana
diamanatkan dalam Pasal 43 ayat (6) huruf c Pamat@emerintah Nomor 74
Tahun 2011 bahwa :

Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimamaaldiud

pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebbgakut:

c. dalam hal atas Putusan Banding diajukan permaion
Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apab#latusan
Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur deral Pajak
dari Mahkamah Agung

Ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf c tersebut, pemiperikan pembatasan
terhadap kewajiban dalam pemenuhan imbalan bunge yhbebankan
kepada Pemerintah, sehingga dalam pemeriksaanrapestiagketa pajak yang
kemudian diajukan upaya hukum oleh Wajib PajakuyBieninjauan Kembali
kepada Mahkamah Agung dapat menunda pelaksanaadmaparan imbalan
bunga tersebut, apabila kemudian dalam putusanlisdjakim Peninjauan

Kembali tidak mengabulkan permohonan upaya hukuseeit.

Terhadap amanat ketentuan Pasal 43 ayat (6) huddnbhuruf c,
tersebut belumlah memberikan perlindungan hukum Wéajib Pajak, hal
tersebut dapat dilihat bahwa terdapat pembatasag gapat memberikan
peluang kepada pemerintah untuk tidak melaksan&kamajibannya dalam
pembayaran imbalan bunga apabila pihak-pihak menemypaya hukum
sampai pada upaya hukum Peninjauan Kembali. Apataujuk pada
penjelasan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan hurufratéd&n Pemerintah Nomor
74 Tahun 2011 tersebut, hanya disebutkan bahwatkeire Pasal 43 ayat (6)

huruf b dan huruf c tersebut cukup jelas. Sesunggalketentuan Pasal 43

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012



105

ayat (6) huruf b dan huruf c tersebut masih merkariupenjelasan lebih
lanjut. Karena dengan tidak adanya penjelasan lelaihjut dapat
menimbulkan perbedaan penafsiran dan terjadinyaonsikten dalam
perumusan peraturan perundang-undangan yang adbatadalah
terabaikannya kepastian hukum dalam perlindung&urhuterhadap Wajib
Pajak. Perlunya penjelasan lebih lanjut tersebkdardnakan bahwa terdapat
pengaturan tentang kewajiban dalam hal pembayarbalan bunga tersebut
sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang N Tahun 2002
Tentang Pengadilan Pajak bahwa :

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakengan
tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang beamngnkecuali
peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Demikian halnya pula pada proses upaya hukum tephagngketa pajak,
bahwa Pengadilan Pajak merupakan peradilan tinggeiama dan terakhir,
sehingga putusan yang diterbitkan oleh PengadiégakRmerupakan putusan
yang berkekuatan hukum tetap, dengan demikian sebagtusan yang
berkekuatan hukum tetap sebagaimana amanat Pasaya®3(1) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002 bahwa Pengadilan meanmp&engadilan
tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa damuhes Sengketa Pajak
maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Udiatgng Nomor 14
Tahun 2002 mempunyai akibat hukum terhadapnya,imakebagaimana
diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Ndmdrahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak bahwa :

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhirn da

mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Lebih lanjut bahwa terhadap putusan Banding PelagaBiajak,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 memberikan kekinag
hukum (bukan kepastian) dalam pelaksanaan PuBResaaing
tersebut, dalam hal apabila Putusan Banding terseéungabulkan

permohonan Banding Wajib Pajak, maka Putusan Bgridisebut
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dapat dilakukan penundaan pelaksanaan apabila-nyata
telahtejadi kelebihan pembayaran pajak sebagaidiggiaskan
dalampenjelasan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14nT2002
Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkamn at
menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak
Proses peninjauan kembali tidak menangguhkan athemtikan
pelaksanan putusan pengadilan pajak penjelasan ngndalang
Pajak pasal 89 ayat 2

sebagai berikut :

Pada dasarnya putusan Pengadilan Pajak langsung atap
dilaksanakan kecuali putusan dimaksud menyebabl&aebikan
pembayaran pajak. Misalnya, putusan Pengadilan Raja
menyebabkan Pajak Penghasilan menjadi lebih dibapatam hal
ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak masih harus nibitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang diperlukaampayar
Pajak untuk dapat memperoleh kelebihan dimaksud

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b hdaof ¢ Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 dalam pelaksanaaeméan kewajiban

pajak maka akan menimbulkan multitafsir dan intetgsi yang berbeda-beda

oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini teytu memberikan
implikasi terhadap kedudukan Pengadilan Pajak sebagatu peradilan
tingkat pertama dan terakhir yang menurut Djaz8elihani bahwa Putusan

Pengdilan Pajak dapat berupa :

a. Menolak Banding apabila hasil pemeriksaan atas pehan ketentuan-
ketentuan yang bersifat formal terpenuhi, namumardapemeriksaannya
bahwa terbanding dapat membuktikan berdasarkani-bukti yang
mendukung bahwa keputusan Terbanding sebelumnyahssésuai
dengan judex factie maupun judex juris dengan demikian maka
Pengadilan Pajak tidak menerima permohonan Bartdnsgbut

b. Putusan Pengadilan Pajak berupa mengabulkan sabagpabila
berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemenuhan Uatekeétentuan yang

bersifat formal dan alasan-alasan yang disampaitkethn pemohon
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Banding terpenuhi dalam hal jika jumlah pajak ydragus dibayar oleh

Pemohon Banding sesuai dengan hasil perhitungaeli;mgemeriksa

perkara banding tersebut, tidak melebihi jumlahakajang seharusnya

dibayar oleh Wajib Pajak (pemohon) sesuai dengaetdqan yang

dikeluarkan oleh Fiskus

. Putusan Pengadilan Pajak berupa mengabulkan selpeamohonan

Banding apabila berdasarkan hasil pemeriksaan gesienuhan

ketentuan-ketentuan yang bersifat formal terpendan kemudian

dilanjutkan ke materi sengketa dan bukti-bukti yafigampaikan oleh

Wajib Pajak (pemohon Banding) terbukti bahwa junitelvajiban pajak

sesuai dengan besaran kewajiban pajak bagi Wajik B@emohon) yang

dihitung oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak

. Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa menambamysesmjak yang

harus dibayar apabila jumlah pajak yang harus dibaleh Wajib Pajak

(pemohon) tidak sesuai dengan jumlah hasil perggnnMajelis Hakim

Pengadilan Pajak, di mana perhitungan jumlah paakg menjadi

kewajiban Wajib Pajak oleh Majelis adalah lebihares

. Putusan Pengadilan Pajak dapat pula tidak menepe@nohonan

Banding Wajib Pajak (pemohon) jika permohonan Bagdersebut tidak

memenuhi syarat formal yang mencakup :

1) Tidak diketahui penandatangannya atau penangguabjaya

2) Dibuat oleh orang yang tidak cakap melakukan tiaddkukum

3) Permohonan tersebut bukan ditujukan kepada Peagdédjak

4) Materi permohonan banding tersebut tidak memuakerdethn atas
Keputusan Keberatan oleh Direktorat Jenderal Pajak

5) Banding diajukan atas keputusan Terbanding yangirmemperaturan
perundang-undangan perpajakan tidak dapat diajpkading

6) Tidak memenuhi peryaratan suatu Surat Banding undulatu

Keputusan Banding
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7) Tidak memuat alasan-alasan Banding yang jelas didak
mencantumkan tanggal diterimanya keputusan Terbgndi

8) Tidak dilampiri keputusan yang dibanding

9) Tidak disertai bukti bahwa jumlah pajak yang temgtaelah dibayar
sebesar 50% (lima puluh persen), sementara medahat tersebut
pemohon bermaksud mengajukan Banding terhadapnyasammlah
pajak yang terutang.

10)Pengajuan surat tersebut tidak memenuhi kentemhemgenai jangka
waktu pengajuan Banding

11)Penandatanganan surat tersebut adalah pihak yaalg bierwenang
sebagai persyaratan Surat Banding

12)Permohonan menyatakan dalam sidang mencabut samgt semula
dimaksudkan sebagai Surat Banding

13)Tidak didahului dengan keberatan Pemohon Bandinug ysesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

Putusan Pengadilan Pajak berupa membetulkan kesatahs/kesalahan

hitung apabila terhadap permohonan banding terdebdépat kesalahan

hitung atau kesalahan tulis dalam ketetapan kedbredeh Fiskus

. Putusan Pengadilan Pajak berupa membatalkan, apababila Putusan

tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Surat atau dokumen yang oleh Terbanding dimaksudietragai
Ketetapan atas SPT tahunan PPh Pasal 26/29 atau yRRYl
penerbitannya melebihi waktu 12 (dua belas) bulan

2) Surat atau dokumen yang oleh Terbanding dimaksudietagai
Keputusan atas Keberatan yang tidak dapat diperkaheoleh Majelis
sebagai Keputusan atas Keberatan sebagaimana dunalaam
peraturan perundang-undangan perpajakan misalnyaripgannya

melewati waktu 12 (dua belas) tahun
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3) Keputusan atau Ketetapan Terbanding yang diajuBanding
ternyata terdapat kesalahan mengenai Subjek, OigekTahun Pajak

yang belum diputuskan sampai dengan Sidang Bneiega.

Sebagaimana diketahui bahwa upaya hukum Wajib Rk mengajukan
permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak adalahydng diberikan
oleh Undang-Undang yang mengatur tentang perpajak&am rangka
kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa Pajatkaa/Najib Pajak dan
Fiskus. Banding tersebut diajukan apabila dalanyaipeukum pertama yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu keberatan yangamiigaikan kepada
Direktorat Jenderal Pajak tidak diterima/ditolak hisgga keputusan
Direktorat Jenderal Pajak tersebut belum member#@atu penyelesaian
terhadap sengketa pajak.
Pengaturan upaya hukum tersebut merupakan bentagap@san dan
perlindungan hukum bagi Negara dengan memberikdn kepada Wajib
Pajak yang telah mempunyai itikad baik dalam metaku pemenuhan
kewajiban pajak serta untuk  menghindari tindakaenyplahgunaan
kewenangar(abuse of power)oleh petugas pajak (Fiskus) maka kepastian
hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan mepjatsip yang harus
dikedepankan sebagaimana penjelasan Undang-UndangprN28 Tahun
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakAwa dengan
berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, leeadian kesederhanaan,
arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentangntGetn Umum dan
Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakaokpdbagai berikut :
a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rm@nglendukung
penerimaan negara
b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keaddgi masyarakat
guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanamodal, dengan
tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan nmeneng
c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonamsyamakat serta

perkembangan di bidang teknologi informasi
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d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban

e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan

f. meningkatkan penerapan prinsgelf assessmerdecara akuntabel dan
konsisten

g. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih konduesif kbmpetitif

Maka sebagai bentuk dukungan negara untuk mewujudigaya-
upaya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan ubnolang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tersebut, negara menempatkkndaa kewajiban
antara Wajib Pajak dan Fiskus berimbang dalam pananhegara yang
berdasarkan hukum, yang pemaknaannya menurut Makndfdi bahwa
memaknai negara Indonesia berdasar atas huKreschstaat), tidak
berdasarkan atas kekuasaan belgRachsstaatsebagaimana dimuat dalam
penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandeMegara
Indonesia adalah Negara hukuifnrechsstaat) adalah segala tindakan
Pemerintahan Negara harus didasarkan pada hukufedandang-undangan
yang berlaku. Selain itu dapat dikatakan pula baMegara hukum yang
dimaksudkan ialah Negara yang berdiri di atas hukgang menjamin
keadilan kepada warga negaranya.

Apabila konsepsi negara hukum tersebut dihubungleagan pranata hukum
dalam perpajakan yang diantaranya diatur dalam riptiindang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Kententuan Umum dan Tata Carpafkan dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadiajak serta
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentatey Gara Pelaksanaan
Hak dan Kewajiban Perpajakan, maka eksistensi kedlhan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 28 T&@07 tersebut
beserta peraturan teknis dibawahnya telah membultganyagood will
Eksekutif dan Legislatif dalam membangun sebualgsmryang berprinsip
keadilan khusunya dalam pemenuhan hak dan kewdjidaidang perpajakan
yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawaf dmh besar kepada
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakagang diikuti peran
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Pemerintah yang memberikan pelayanan, penyuluheam,peémbinaan serta

melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Terhadap ketiga peraturan perundang-undangan teygemulis fokus
untuk membahas lebih lanjut mengenai hak Wajib kPd@am hal upaya
hukum yang ditempuh terhadap kebijakan/penetapskugiyang dipandang
bahwa materi penetapan tersebut menyimpang daentetn perundang-
undangan yang berlaku.

Bahwa pengaturan imbalan bunga yang diatur dalesal @& ayat (6) huruf b

dan huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahurl 28fsebut adalah

sebagai sanksi yang dibebankan kepada pemerintiEm daal terdapat
kelalaian Fiskus dalam menetapkan besaran pajak akemn dibayarkan oleh

Wajib Pajak, imbalan bunga tersebut sebagaimanaashiatkan ketentuan

Pasal 27A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terkatgntuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

(1) Apabila pengajuan Keberatan, permohonan Bandirayy @ermohonan
Peninjauan Kembali dikabulkan sebagian atau setyajhselama pajak
yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalmet Ketetapan
Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak KurangaBdambahan,
Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat KetetapgakRaebih Bayar yang
telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayarank,pdjalebihan
pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambdbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling 2dgdua puluh

empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan ¥etdtapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pewnaay yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai menga
diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, PutusandiBg, atau

Putusan Peninjauan Kembali atau
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b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat KetataPajak Lebih
Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan Surat leptat Pajak sampai
dengan diterbitkannya Surat Keputusan KeberatatusBao Banding,

atau Putusan Peninjauan Kembali

(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada Bygaiga diberikan atas
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan PergaraKetetapan
Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetagak yzag dikabulkan
sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan gyamam pajak

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan $etdtapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal peentaay yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai m@enga
diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surafputisan
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusambd®alan

Ketetapan Pajak;

b. untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat KetataPajak Lebih
Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan Surat legtat Pajak sampai
dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulamat Eeputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusambd®alan
Ketetapan Pajak; atau

c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggahlgeyaran yang
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai menga
diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surafputisan
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusamba®alan

Ketetapan Pajak.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat da)diberikan atas
pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denebagsimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bungayaebana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat KepuRmsagurangan Sanksi
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Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Bakksinistrasi
sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Kebeyd&atusan Banding,
atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkéwagsen atau

seluruh permohonan Wajib Pajak.

(3) Tata cara penghitungan pengembalian kelebitanbpyaran pajak dan
pemberian imbalan bunga diatur dengan atau beldasaPeraturan

Menteri Keuangan

Adapun pengaturan lebih lanjut sebagaimana diakand®asal 27A ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah penerBi&aturan Menteri
Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Canagliteingan dan
Pemberian Imbalan Bunga yang kemudian diubah defgaaturan Menteri
Keuangan Nomor 12/PMK.03/2011 tentang PerubahanReeaturan Menteri
Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 tentang Tata Canaglfteingan dan
Pemberian Imbalan Bunga. Salah satu pengaturamiggaimana disebutkan
dalam Pasal 2 huruf ¢ bahwa imbalan bunga diberkegrada Wajib Pajak
dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak &gpsengajuan Keberatan,
permohonan Banding, atau permohonan Peninjauan &lersébagian atau
seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2atAByUndang-Undang
KUP.

Berdasaran uraian tersebut, maka sesungguhnya \Wajkk yang
mengajukan upaya hukum Keberatan dan Banding, gisgnupaya tersebut
merupakan suatu hak juga dapat menimbulkan kemamtihukum yang besar
bagi Wajib Pajak dengan adanya janji atau harapsgmdbentuk sanksi yang
diberikan oleh pemerintah apabila kemudian permahoyang disampaikan
oleh Wajib Pajak dalam pemeriksaan Banding dikadouldleh Majelis Hakim
Pengadilan Pajak dan menyatakan bahwa benar tégéehinan bayar pajak
yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang diakibatkasatghan penghitungan
yang dilakukan oleh Fiskus. Janji atau haraparelertsadalah dalam bentuk

pembebanan imbalan bunga yang dibebankan kepadariptah sebesar 2%
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(dua persen) dari kelebihan bayar pajak oleh Wdphjak. Hal ini
menimbulkan kepuasan bagi Wajib Pajak serta sebagatuk terciptanya
check and balancdalam kegiatan perpajakan antara Fiskus dan \Wajak.
Pembebanan bunga 2% (dua persen) dari kelebihdaljymjak yang dibayar
oleh Wajib Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 8&ahgntdndang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa :

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakengan tidak
memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenangudte
peraturan perundang-undangan mengatur lain

Pengaturan yang demikian sama substansinya dalapellakksanaan eksekusi
terhadap perkara perdata apabila putusan terselalt berkekuatan hukum
tetap. Adapun yang dimaksud putusan hukum yangekedgtan hukum tetap
dalam perkara perdata adalah putusan PengadilaariNgng diterima oleh
kedua belah pihak yang berperkara dan tidak mekagajlbanding, putusan
perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tiikkan verzet atau
banding dan atau putusan Pengadilan Tinggi yaregimh& oleh kedua belah
pihak dan tidak dimohonkan kasasi serta putusaaskevViahkamah Agung.
Putusan tersebut dapat dilaksanakan/dilakukan eksekarena putusan
tersebut sudah merupakan putusan yang berkekuatarmhtetap(in kracht

van gewijsde) bahkan dalam pemeriksaan perkara perdata terhsilaiw

putusan pengadilan meskipun belum berkekuatan huketapi putusan

tersebut dimungkinkan untuk dapat dilaksanaketvoerbaar bij voorraad)

Oleh sebab itu, idealnya putusan Pengadilan Pagkadap
permohonan Banding Wajib Pajak yang menghukum pataér untuk
membayar imbalan bunga sebesar 2% (dua persed#grtkelebihan bayar
yang dilakukan oleh Wajib Pajak seharusnya dapktkghnakan, namun
pembebanan imbalan bunga tesebut tidak dapat diakan seketika
meskipun Putusan Pengadilan Banding adalah putyaag pertama dan
terakhir karena disebabkan terdapat ketentuardam Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2011 yang membatasi pembebanan isgekserintah
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tersebut yaitu bahwa pelaksanaan pemberian imbmlaga dapat diberikan
kepada Wajib Pajak apabila terhadap Putusan Pdagdeijak tidak diajukan
upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Aguegugguhnya dalam
pemeriksaan Sengketa Pajak, meskipun Fiskus kemudmengajukan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilark,Pegéentuan mengenai
kewajiban Fiskus untuk membayar imbalan bunga daRartusan Majelis
semestinya tetap dibayarkan sebagaimana diatumdadtentuan Pasal 89 ayat
(2) bahwa Permohonan Peninjauan Kembali tidak numdrkan atau
menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajaknun dengan
pembebasan pembayaran imbalan bunga oleh Fiskaa&#erlindung pada
ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf atBean Pemerintah Nomor
74 Tahun 2011 dapat dimaknai bahwa Wajib Pajaktdiberikan kebebasan
dalam menggunakan hak nya terhadap pemenuhan kewaperpajakan.
Kalimat “tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kaintkke Mahkamah
Agung” serta merta menghilangkan kewajiban Pemartinintuk membayar
denda imbalan bunga sebagaimana Keputusan terhd&kpmohonan
Keberatan. Hal ini menempatkan Wajib Pajak dalasigpgyang lemah jika
kemudian Putusan Pengadilan Pajak yang memenangaading/Gugatan
Wajib Pajak terhadap Keputusan atas Keberatan 8emdkajak tidak dapat
langsung dilakukan eksekusi sehingga persepsi WRglak terhadap hal
tersebut  belumlah memberikan solusi terhadap SagkPajak yang
diperkarakan, hal ini bertentangan dengan ilmu hukahwa sebuah putusan
yang dibuat oleh Hakim mempunyai 3 (tiga) macamukén di dalamnya
yaitu

Pertama,kekuatan yang mengiké&bindende kracht)artinya putusan tersebut
merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatannhukang tetap dan
pasti

Kedua,kekuatan bukt(bewijzende kracht)

8Ali Purwito dan Rukiah Komariah pocit., Pasal 127
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Ketiga, kekuatanekskutorialatau kekuatan untuk dijalankan atau dilaksanakan

(executoriale krachtjanpa harus minta/menunggu persetujuan instamsi lai

Lebih lanjut bahwa Banding/Gugatan yang dikabulkégh Majelis Hakim
Pengadilan Pajak, pelaksanaan pembebanan imbalagabtidak dapat
diberikan kepada Wajib Pajak. Kalimat pada Pasaly&s (6) huruf b Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002 “apabila terhadap puotuBanding tidak
diajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamaung” telah
menciderai keadilan bagi Wajib Pajak dan merupabantuk inkonsistensi
dalam penegakan hukum pajak. Hal ini disebabkamvadtetentuan Pasal 43
ayat (6) huruf b tersebut lebih mengedepankan pageak formil pengajuan
upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, sandak tadil kemudian
bahwa putusan Pengadilan Pajak yang membebankataimbunga tersebut
kepada pemerintah berakibat tidak dapat dilaksanakanya karena
pemerintah melakukan upaya hukum “Peninjauan Kefbalspek formil
tersebut mengedepankan proses pengajuan upaya Rswmimauan Kembali
tetapi bukan pada akibat hukum dari Peninjauan kadighitu putusan Majelis
Hakim Peninjauan Kembali. Hal ini dapat dimaknaalzifa kemudian terhadap
putusan Pengadilan Pajak yang membebankan pembel@abalan bunga
kepada pemerintah, seketika pemerintah mengajusayauhukum Peninjauan
Kembali meskipun perkara belum diperiksa olehdlisjHakim Peninjauan
Kembali, maka serta merta kemudian gugurlah kewaajipemerintah dalam
pembayaran imbalan bunga tersebut. Sebagaimansaldikebahwa Wajib
Pajak telah berupaya semaksimal mungkin untuk ra&kk pembuktian mulai
dari upaya hukum tahap Keberatan sampai pada Bandim ketika kemudian
hasil dari upaya hukum tersebut adalah menghukumepstah untuk
membayar imbalan bunga, pemerintah dapat mengabaiaajiban hukum
tersebut dengan cara sederhana sebagaimana depfsanakan ketentuan
Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c.
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Oleh karenanya terhadap ketentuan Pasal 43 ayauf6) b dan huruf
c tersebut dalam perumusannya (pembentukannyambslokron dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 khusunya Pasaly&B8(1), Pasal 86
dan Pasal 77 serta Pasal 89 ayat (2). Dengan didiakya sinkronisasi bahkan
dapat dikatakan terdapat pertentangan antara Para®emerintah Nomor 74
tahun 2011 dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2ifdga karena
kurang cermatnya Pemerintah sebagai pembentukuPara®emerintah dalam
merumuskan ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf bhdaaf ¢ dengan tidak
melakuan analisa dan kajian terhadap ketentuan &asan Pasal 77 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002. Apabila kemudian dugassebut adalah
benar maka Pemerintah dalam merumuskan ketentsah #3aayat (6) huruf b
dan huruf c tersebut bertentangan dengan Asad-isas Pemerintahan yang
Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No@daf2in 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas daup$i, Kolusi dan
Nepotisme Pasal 1 angka 6 bahwa Azas Umum PemezimtNegara yang
Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kiesus kepatutan, dan
norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggara Negaray bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapums-asas umum
pemerintahan yang baik tersebut adalah :
Azas Kepastian Hukum yaitu azas dalam negara hufamg mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan , kepatatekeadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggara negara. Asas umum peneaimtgang baik lainnya
adalah Azas Tertib Penyelenggaran Pemerintahaas Kepentingan Umum,
Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Bimfalitas, Azas
Akuntabilitas.

2.5Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 201erhadap Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentanta Tzara

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pemenuhan Kewajibarpajakan
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mencabut/membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor Tébhun 2007,

Penyempurnaan tersebut diperlukan dalam rangkaiptekan pelayanan yang
lebih baik sesuai dengan perkembangan kehidupamedera dalam hal
pemenuhan kewajiban perpajakan. Peraturan Pemterietsebut merupakan
peraturan teknis yang atribusi kewenangannya diéeroleh Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan TCatea Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhgastebndang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Perhef@gagganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan KeeatpatUndang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 yang merupakan pedoman dakan ¢geemenuhan hak dan
kewajiban dalam perpajakan oleh Wajib Pajak dandP@tah yang dilaksanakan
oleh Fiskus.

Penyusunan suatu Peraturan Pemerintah tidak s@eertusunan sebuah
Undang-Undang, di mana penyusunan Peraturan Pdaterimerupakan inisiatif
Pemerintah berdasarkan atribusi wewenang yang ikilmeruntuk membentuk
suatu peraturan perundang-undangan , sehingga pes@gyasebuah Rancangan
Peraturan Pemerintah dilakukan dalam internal ek#etalam hal ini adalah
Pemerintah Pusat pada kementerian yang berkaitaygsuag terhadap aspek
pengaturan suatu Peraturan Pemerintah. Sementayaisp@an suatu Undang-
Undang dalam proses penyusunannya/pembentukannyibatkaen unsur
eksekutif dan legislatif, sehingga dalam pembahasarakan dibahas bersama
oleh eksekutif dalam hal ini kementerian terkaihéelap aspek yang akan diatur
dalam Rancangan Undang-Undang dan legislatif dakdnmi Dewan Perwakilan
Rakyat, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undesglpue membutuhkan
waktu lebih lama karena terkadang akan menimbufandan kontra tentang
materi yang menjadi muatan dalam Rancangan Undawgid oleh pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam aspek perpajakan, terdapat banyak peratpenindang-

undangan yang menjadi pedoman dalam pemenuhanikawggerpajakan, oleh
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karenanya kumpulan peraturan perundang-undangag ryemgatur perpajakan
semestinya saling melengkapi dan tidak bertentarggringga satu dengan
lainnya sehingga dapat menimbulkan tumpang tindwerlapping) kebijakan
akibatnya dapat membingungkan pihak-pihak yangatedalam melaksanakan
pemenuhan kewajiban perpajakan yang berdampak pasaran penerimaan
negara dari sektor perpajakan. Hal ini dapat dirmakamakin berkeadilan suatu
muatan peraturan perundang-undangan di bidang jpkgma maka semakin
meningkatkan respon dan partisipasi Warga Negaeardpemenuhan kewajiban
perpajakan, tapi dalam kenyataannya beberapa pmmaperundang-undangan
belum selaras antara satu ketentuan dengan ketdainaya, diantaranya adalah
ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (6) hinrdan huruf ¢ Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 vyaitu :

Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimansaldiud pada

ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan sebagaikioer

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan bapdimbalan
bunga diberikan apabila terhadap Putusan Bandirgdpki diajukan
permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

c. dalam hal atas Putusan Banding diajukan permahnoReninjauan
Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan nifguan
Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajd&ri Mahkamah
Agung.

Ketentuan tersebut jika dibandingan dengan peratuypserundang-
undangan lainnya di bidang perpajakan, diantareagalah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, ldmysupada ketentuan

Pasal 86 dan Pasal 77 ayat (1) yang berbunyi bahwa

Pasal 86 :

Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanatangan tidak
memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenagateperaturan
perundang-undangan mengatur lain.

Pasal 77 ayat (1) :
Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhm de&empunyai
kekuatan hukum yang tetap.

Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b, har&feraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2011 dan ketentuan Pasal 86, Pasafat (1) Undang-Undang
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Nomor 14 Tahun 2002 terdapat ketidakkonsistenamnuaperumusan suatu
ketentuan peraturan perundang-undangan di maeatkanh yang diatur dalam
Pasal 86 dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang NdmhofFahun 2002 yang

mengamanatkan bahwa putusan Pengadilan Pajak ddpksanakan dengan
tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang besawgnkecuali peraturan
perundang-undangan mengatur lain dan putusan @&iargdajak merupakan
putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tet@pabila Putusan

Pengadilan Pajak terkait Sengketa Pajak antaraugislan Wajib Pajak dan
kemudian Pengadilan Pajak mengabulkan/memenang&anohonan Banding
Wajib Pajak dan apabila salah satu amar putusamHalembebankan imbalan
bunga kepada Fiskus sebesar 2% (dua persen) ddahkelebihan pajak yang
dibayarkan kepada Negara. Maka berdasarkan ketenReasal 86 dan Pasal 77
ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dapagslang dilakukan

eksekusi putusan, tetapi kemudian putusan tersddqdt tertunda atau bahkan
tidak dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai Fiskersgah berlindung atau
mendasari ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b daunf b Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2011 yang mengamanatkan bahwa apaiajib Pajak

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, maka lanb&®unga yang

menjadi materi Putusan Pengadilan Pajak tidakridéoe atau imbalan bunga
tersebut diberikan menunggu sampai keluarnya/tgiitPutusan Peninjauan
Kembali dari Mahakamah Agung dan telah diterimahorektorat Jenderal

Pajak. Jika diintepretasikan ketentuan Pasal 8Gbgdndang Nomor 14 tahun
2002 yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa peurnddalan bunga
tersebut dapat dilakukan penundaan apabila terdppedturan perundang-
undangan yang mengaturnya, namun peraturan pergnohElangan yang

dimaksud Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2&f@#lah produk

Undang-Undang yang dibentuk dan menyempurnakanntkete Pasal 86

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tersebut dannboiembentuk Peraturan
Pemerintah yang sesungguhnya hirarki kedudukannpawiah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012



121

Perbedaan atau ketidakselarasan peraturan perunddaggan tersebut
dapat menimbulkan persoalan hukum dalam hal kepastikum terhadap Wajib
Pajak yang keberatan terhadap ketetapan pajak ditéenipitkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak. Ketentuan tersebut berseberangagamefilosofi dalam hal
pemeriksaan perkara di pengadilan yaitu prinsipacelan biaya murah, karena
dengan adanya ketidakselarasan tersebut menimbWktdakpastian dalam
pemeriksaan sengketa pajak terhadap keputusanPatasohonan Keberatan
kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Pengajuan iBarndpada Pengadilan
Pajak.

Dalam perumusan suatu perundang-undangan, berdasddskdang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratueannéang-undangan

mengatur tentang susunan hirarki peraturan pergadadangan sebagaimana
ketentuan Pasal 7 ayat (1) bahwa :

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangauliteatas :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tal@4b;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undéinglang;
Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

"0 o0 T

Lebih lanjut bahwa dalam teori pembentukan peaatujika ditinjau menurut
teori stufenbau theorie des recttari Hans Kelsen, hierarki norma hukum terdiri
dari :

a. Norma dasafundamental norm)

b. Norma umun(general norm)

c. Norma konkre{concrete norm)

Herarki norma tersebut mencakup bahwa gaddamental nornterdapat dalam
konstitusi, padageneral normterdapat dalam Undang-Undangtatueatau
legislative acts,sedangkanconcrete normterdapat dalam putusan pengadilan

(vonnis)dan keputusan-keputusan Pejabat Administrasi Néyara

81 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang di Indonesid,JJakarta : Mahkamah
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Berdasarkan ketentuan tersebut, maka idealnya gaala pembentukan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentatgy Cara Pelaksananaan
Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan terlebihuladahmelakukan
pembahasan dengan mensikronisasi terhadap UndaseprNomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak, hal ini adalah pgghgan mengingat hierarki
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatamdaindang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perat@améang-undangan Pasal
7 ayat (2) bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundiagi@ngan sesuai dengan
hierarki Peraturan Perundang-undangan , yaitu ltaraDaerah Kota/Kabupaten
tidak boleh bertentangan dengan Peraturan DaemainBr, Peraturan Daerah
Provinsi tidak boleh bertentangan dengan PeratBrasiden, Peraturan Presiden
tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Penterim@raturan Pemerintah
tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ngatdadang tidak boleh
bertentangan dengan Ketetapan Majelis PermusyaamarBakyat, Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak boleh berteyeta dengan Konstitusi.

Apabila mendasari pada sistem Norma pembentukatysen perundang-
undangan , bahwa sistem Norma itu berjenjang ddagdie yang tersusun secara
hierarki. Maka suatu Norma berlaku, bersumber damdsar pada Norma yang
lebih tinggi. Demikian juga Norma yang lebih tindggrlaku dan bersumber pada
Norma yang lebih tinggi lagi dan seterusnya beihgeda Norma tertinggi yaitu
Norma dasar(groundnorm). Hierarki Norma tersebut dapat dimaknai bahwa
Norma yang lebih rendah memperoleh legitimasi kelwaberlakunya,
keabsahannya dari norma yang lebih tinggi, semakggi sautu Norma maka
muatannya akan semakin abstrak dan semakin rendatu Norma maka
muatannya semakin konkrit sifatnya. Undang-Undblognor 14 Tahun 2002
adalah lebih tinggi hierarkinya dibandingkan dendderaturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012, jika ditinjau dari pembentukanmaka Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 dibentuk bersama-sama olehkititdan Legislatif yang

Konstitusi RI, 2006), Hal.38
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muatannya adalah Pengadilan Pajak yang menjadinpeddagi penegakan
hukum di bidang Perpajakan terhadap perkara yamgkd#in Banding/Gugatan,
oleh karena lingkupnya adalah Pengadilan Pajak rual@dang-Undang Nomor
14 Tahun 2002 adalah merupakan ranah Judikatif. eBema Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sebagai Norma tedamsUndang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatea Perpajakan
dibentuk oleh Kekuasaan tunggal yaitu Ekesekutd)eh sebab itu idealnya
materi muatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor aium 2011 khususnya
ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf cyemmaikan dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengaéifgak Pasal 88 dan
Pasal 77, sehingga dengan demikian terjadi suakuosiisasi dalam pelaksanaan
pemenuhan kewajiban pajak, meskipun kemudian bahkedentuan tersebut
dapat dimaknai bahwa Peraturan Pemerintah Nomdrahdin 2011 telah sesuai
dengan muatan suatu Peraturan Pemerintah yang akamugperaturan teknis
terhadap Undang-Undang yang memberikannya atribmsivenang yaitu
bersumber dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2@bifang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, meskipun kemudiasmber  atribusi
kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2@4alah dari Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umam data Cara
Perapajakan, namun tidak boleh mengabaikan mugéagy diatur dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Lebih lanjuiweaa Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 adalah merupakan ketentuaar dgmkok) yang
mengatur tata cara penyelesaian sengketa pajakggehiadalah merupakan
tindakan adminstrasi yang sederhana yang sesungguieriu dilakukan yaitu
pada saat penyusunan Peraturan Pemerintah nomdrafidn 2011 terlebih
dahulu dilakukan inventarisasi Peraturan Perundemtg@ngan dalam bidang
perpajakan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2011
diselaraskan/disinkronkan dengan Undang-Undang Mdsaahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak, sehingga meskipun kemudian seuarsit disebutkan bahwa

atribusi pembentukan Peraturan Pemerintah NomofFahun 2011 adalah dari
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Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentiranm dan Tata Cara
Perpajakan, namun hal tersebut haruslah mempeshatietentuan Peraturan
Perundang-undangan di atas hierarki Peraturan Reateryang muatannya
adalah materi perpajakan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor Antaf11 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiegoajékan dapat
menimbulkan penafsiran yang berbeda karena haltetgelas berbenturan/tidak
sikron dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 20@@aSidemikian tentunya
tidak mendukung iklim penegakan/dan pemungutankpbgdasarkan Hukum
Pajak yang tersebar dalam berbagai peraturan pamgaghdangan . Oleh sebab
itu untuk membenahi situasi demikian sehingga memagkan kembali filosofi
penegakan Hukum Pajak dalam pemeriksaan perkagketanpajak yaitu cepat
dan biaya murah perlu dilakukan perubahan danagexb terhadap setiap
peraturan perundang-undangan yang bertentangaramgregaturan perundang-
undangan yang lebih tinggi berdasarkan hierarkatpean perundang-undangan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 18nt#2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan wgrhagituasi
ketidakselarasan antara Peraturan Pemerintah N@horahun 2011 dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Pertama, terhadap ketidakselarasan tersebut dapat diuskkgaada Pemerintah
sebagai pembentuk Peraturan Pemerintah Nomor 74nT2811 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban &eapapuntuk dapat
dilakukan kajian/telaahan ulang terhadap substa@sgaturan Pasal 43 ayat (6)
huruf b dan huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor #&hulm 2011 dengan
melakukan perbandingan terhadap Peraturan Perudatagrgan di bidang
perpajakan khususnya dengan Undang-Undang Nomdraihdn 2002 tentang
Pengadilan Pajak. Adapun keluaran dari telaahaselat apabila kemudian
dalam kesimpulan pemerintah bahwa Peraturan Petaemomor 74 Tahun 2011
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khususnya ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b damf hc nyata-nyata
bertentangan dengan Pasal 86 dan Pasal 77 ayairfdang-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka pemeris¢dagai pelaksana
Administrasi Negara dapat melakukan penyempurnahadap ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tersebungash menerbitkan
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pembaitas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 disertai dengarr gi@sambangan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Adapun segi positif dari penyempurnaan Peraturanelatah Nomor 74 Tahun
2011 setelah dilakukan telaahan/kajian oleh penadrin adalah tidak
menimbulkan proses yang berjenjang oleh berbadaanta kekuasaan dalam
penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tabib. ZArtinya lembaga
atau instansi yang menjadi bagian dari proses plamtersebut adalah instansi
atau lembaga yang merupakan cabang kekuasaan damneriptah yaitu
Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jesid@ajak. Sehingga dengan
satu lembaga/instansi yang terlibat dapat memucdeatdan memperpendek
tahapan/ birokrasi dalam pengambilan keputusan adpddemudian Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 nyata-nyata berigata atau tidak
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 tah@® 2l ini juga sejalan
dengan penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan g@ngAB\UPB) sebagai
asas yang mengedepankan prinsip/asas KepastianmHy&iiu dalam Negara
Hukum yang mengutamakan landasan peraturan pergiuhetangan , kepatutan
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaemeRntah dan asas
Akuntabilitas yaitu azas yang menentukan bahwagséegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatahiggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedauktimggi negara sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.entulB
pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh Peraériftusat dalam hal ini

Presiden dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan |&dpaerah dihadapan
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Dewan Perwakilan Daerah dalam bentuk laporan pggtargjawaban
kepemimpinan/penyelenggaraan pemerintahan selanoa@eatu tahun.

Maka dengan mendasari Asas-asas Umum Pemerintafaany Baik
menempatkan Pemerintah mempunyai landasan hukwm okéh karenanya
harus segera melakukan penyempurnaan terhadap ggbduk hukum yang
diterbitkan oleh Pemerintah yang bertentangan dengauatan peraturan
perundang-undangan yang hierarkinya lebih tinggiReraturan Pemerintah.
Kedua,terhadap ketidakselarasan/ketidaksinkronan Parat®emerintah Nomor
74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hakelmenuhan Kewajiban
Perpajakan, Pasal 43 ayat (6) huruf b dan hutefradap Peraturan Perundang-
undangan di bidang perpajakan khususnya denganngddadang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dapat dilakwigaya hukum dengan
mengajukan permohonan Uji Materi{Uudicial Review)kepada Mahkamah
Agung sebagaimana pengaturannya dalam Peraturakalhaln Agung Nomor 1
Tahun 2011 tentang Uji Materiil disertai denganadamsateri/alasan-alasan yang
menguraikan adanya ketidakselarasan/ ketidaksiakrdPeraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2011dengan Undang-Undang Nomor tum2002. Dengan
pertibangan efisien dan efektif upaya hukum Ujitddid (Judicial Reviewyplapat
dilakukan apabila kemudian telah diupayakan untulenempuh upaya
sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu menyampaikajelaskan kepada
pemerintah bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (6) Huddn huruf ¢ nyata-nyata
bertentangan dengan Pasal 86 dan Pasal 77 aydh@ing-Undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam halgmepgian penjelasan kepada
Pemerintah perihal pertentangan tersebut dan Petaderitidak melakukan
kewenangannya untuk melakukan tindakan Adminstrigigara dalam
jabatannya menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nofbahun 2011, maka
hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran normanhuang melingkupi
Administrasi Negara. Dengan demikian terhadap pglaran norma tersebut,

pihak-pihak yang dirugikan dapat melakukan Uji Migte(Judicial Review)
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Upaya penyampaian/penjelasan/klarifikasi kepada efietah tersebut
perlu dilakukan, mengingat tahapan proses pemamkpada Uji Materiil oleh
Hakim Mahkamah Agung adalah membutuhkan proses yidmbh yang
melibatkan berbagai pihak sebagai sebagaimana rdidalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Wtevlil Pasal 2 ayat (2)
dan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) bahwa :

Pasal 2 ayat (2)

Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu PesatiPerundang-
undangan yang diduga bertentangan dengan suatu t@@m@
Perundang-undangan tingkat lebih tinggi

Pasal 3 ayat (3)

Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinagrnpohonan
tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuHengkapan
berkasnya

Pasal 3 ayat (4)

Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawapankepada
Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat pdiasi sejak
diterima salinan permohonan tersebut.

Dalam wawancara penulis dengan Hakim Agung DR. Hary
Djatmiko,S.H., M.H, beliau berpendapat bahwa dal@meriksaan pada Uji
Materiil, Hakim akan melakukan pemeriksaan berkias alisebut juga sidang
berkas terhadap materi permohonan pemohon dangmtelmohon, dimana alat
buktinya adalah peraturan perundang-undangan yankpitan dengan meteri
yang diajukan dalam permohonan Uji Mate(dldicial Review) Maka apabila
Putusan Uji Materiil(Judicial Review)tersebut mengabulkan permohonan atas
pembatalan ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf hdeuf c Peraturan Pemerintah
Nomor 74 tahun 2011, maka putusan tersebut daged lputusan sebagaimana
ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturahkdmah Agung nomor 1
tahun 2011 bahwa :

(1) Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa péonan
keberatan itu beralasan, karena Peraturan Perundandangan
tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atauatBean
Perundang-undangan tingak lebih tinggi, Mahkamah ug
mengabulkan permohonan keberatan tersebut
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(2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahweatuPan
Perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tetsstbagai
tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta nnertakan
kepada instansi yang bersangkutan segera mencabutny

Terhadap putusan tersebut terdapat perintah kelpadeerintah melalui instansi
terkait untuk melakukan pencabutan dan atau penyerapn terhadap ketentuan
yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14inT&002. Maka
terhadap putusan yang mengabulkan permohonan UgriMaPemerintah akan
bersikap responsif terhadap perintah tersebut umhédakukan perubahan
terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah N@#haiahun 2011 yang
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Taho® Y&ng dalam proses
penyempurnaan tersebut pun memerlukan waktu.
Perubahan atas ketentuan Peraturan Pemerintah nofnaahun 2011 yang
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tah@® 20abila menempuh
upaya hukum Uji Materiil (Judicial Review)ke Mahkamah Agung, maka
setidaknya terdapat 2 (dua) tahapan yang harubiidiatuk dapat dilakukan
penyempurnaan tersebut yaitu :
a. Tahapan pemeriksaan Uji Matédudicial Reviewpada Mahkamah Agung
b. Tahapan penyempuraan terhadap Peraturan Pemeaxiatabr 74 tahun 2011
yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14nT3002 tentang
Pengadilan Pajak setelah putusan mengabulkan UferMatersebut oleh
Hakim Mahkamah Agung.

Hak Uji Materiil (Judicial Review)adalah sesuatu hal biasa, meskipun
kemudian dalam Uji Materiil tersebut pemohon akasrhbdapan dengan
kekuasaan, namun setiap Warga Negara mempunyauritak melakukan Uji
Materiil terhadap suatu perundang-undangan apébbarlakuan suatu Undang-
Undangan menyimpang dari ketentuan atau bertentalegeh dari satu produk
peraturan perundang-undangan yang dapat merugiag yihak bersangkutan.
Sebagai perbandingan dalam Uji Matefdudicial Review)adalah Uji Materiil
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiuBlép Indonesia Nomor
PER. 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerjaohesia terhadap
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usahasarssian dan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pralekopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun pihak pemdalam permohonan Uji
Materiil tersebut adalah Himpunan Pengusaha Jasanifmtan Tenaga Kerja
Indonesia (HIMSATAKI).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka apabila semdzda prinsip
kerja birokrasi yang berasaskan Asas-asas Umum ritgaiean yang Baik
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka ssfsaiterhadap ketentuan
Peraturan Pemerintah yang bertentangan atau terjadi
ketidakselarasan/ketidaksinkronan terhadap Perateeaundang-undangan yang
hierarkinya lebih tinggi, dapat dilakukan pengkajidebih lanjut terhadap
pertentangan tersebut yang kemudian apabila ha&tdah/kajian tersebut
menyimpulkan bahwa nyata-nyata suatu Peraturan meaie bertentangan
dengan Undang-Undang maka segera untuk dilakukayepgpurnaan. Upaya ini
tentunya lebih efektif dan efisien jika dibandingkaengan upaya hukum
terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah yang tzergam dengan Undang-
Undang dengan cara Uji MaterijfJudicial Review)yang membutuhkan pihak
yang mempunyai posisiegal standing (pihak yang dirugikan kepentingan
hukumnya) untuk menyampaikan Uji Matefifludicial Reviewlan kemampuan
beracara dalam arti menyampaikan argumentasi huleuhadap alasan-alasan
yang menjadi pertimbangan melakukan Uji Materiilrhtglap Peraturan

Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Selanjutnya akan terjadi perbedaan persepsi daakgdPemerintah yang
menjelaskan latar belakang pembentukan Peraturarerpgah, sehingga akan
terdapat dua kepentingan hukum yang berbeda yaitu pthak Pemohon Uji
Materi akan membuktikan bahwa Peraturan Pemeribedentangan dengan
Undang-Undang sementara dari pihak Pemerintah alampunyai kepentingan
hukum untuk meyakinkan Hakim pemeriksa Uji Matebdhwa sesungguhnya

Peraturan Pemerintah tersebut tidak bertentangargade Undang-Undang,
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sehubungan dengan itu dibutuhkan kemampuan darrdeses Hakim dalam
melakukan pemeriksaan dan analisa terhadap perrmaoHdjn Materiil Peraturan
Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undatayadapat memberikan
putusan yang adil bagi pihak pemohon dan pihakepetah (termohon). Hal
inilah kemudian menempatkan bahwa dibutuhkan pekdii Pemerintah untuk
senantiasa melakukan evaluasi dan telaahan/peagkigrhadap setiap produk
hukum yang dikeluarkan, khususnya dalam bidang gg&kpn yang akan
berdampak pada penerimaan Negara dan kelanjutaoaognman di masa depan,
sehingga dengan terwujudnya peran aktif tersebateRetah akan menyadari
apabila dalam produk hukum yang diterbitkannya dapail kekurangan dan
terhadap keadaan demikian segera melakuan penyeagprdengan demikian
akan menimbulkan sikap kerja birokrasi Pemerintahgyhemat, efektif,efisien
dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan admasisyang dilakukannya.
Apabila prinisip atau sikap hemat, efektif dan iefistersebut mendasari setiap
tindakan administrasi pemerintah maka akibatnyalahdaakan berdampak
langsung terhadap partisipasi publik/\WWarga Negaland membangun Negara

Indonesia yang kita cintai.

BAB 3
PENUTUP

3.1.1. Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimdanaditam Pasal
27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003ktidapat ditunda
meskipun ada Pasal 43 ayat (6) huruf b dan hurlferaturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2011, karena Perati®amerintah Nomor
74 tahun 2011 tersebut membatasi dan menguraregitkein yang diatur
dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28T 2007

sehingga bertentangan dengan priteskpsuperior derogate lex inferior
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Saran
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Karena pemberian imbalan bunga tersebut sudah datkan dalam Pasal
87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan permahpeainjauan
kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pafales) putusan
Pengadilan Pajak sebagimana diatur dalam Pagsy&92) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002 sehingga Peraturan HeateNomor 74
tahun 2011 juga bertentangan dengan Undang-UndangpiN14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak .

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 201griartgan dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentlimm dan

Tata cara Perpajakan maupun dengan Undang-Undamgpmb4 Tahun

2002 tentang Pengadilan Pajak.

Jadi Pemberian Imbalan Bunga yang diatur dalam|P3&8a ayat (1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tidak dapat dauB

Hal ini tidak sesuai dengan tata cara pembuatanangixdndang
sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahurl Z@htang

pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. Pembuatan Peraturan Pemerintah seharusnya sesunganddata cara

pembuatan undang-undang sebagaimana diatur Undad@rg Nomor 12

Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundatagigan antara lain

dengan cara mempertimbangkan kebutuhangiakeholders

2. Sebelum pembentukan peraturan pemerintah, adayaaditakukan terlebih

dahulupublic hearingdenganVajib Pajak

3. Dalam pembentukan peraturan pemerintah, ada baikesiabih dahulu

meminta masukan dari berbagai kalangan baik akai@emaiupun praktisi dan

dari kalangan Wajib Pajak sehingga Pembentukamatitan Pemerintah

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20iantgmpembentukan

peraturan perundang-undangan.
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4. Untuk menciptakan kepastian hukum dapat pula ditdmypaya Eksekutif
Review oleh pemerintah dan dapat dimohonkan UjieMia{Judicial Review)
oleh Wajib Pajak untuk menguji keseluruhan atabdis pada ketentuan
tertentu yang bertentangan dengan aturan yang tetghi sehingga sesuai
dengan prinsifex superior derogate lex inferior

5. Terhadap aparat yang melaksanakan Pasal 43 ayaul@) b dan huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yangadmgytentangan baik
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 maupual B8sAyat (2)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Wajib Pajak dapsaporkan ke
atasan Direktur Jenderal Pajak baik kepada Merfetnangan, lembaga
Ombudsman maupun Presiden sebagaimana diatur dRdaal 88 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2002.

6. Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiapst menegaskan
kembali pemberlakuan Pasal 5 dan Pasal 11 Undadgsfidgn Nomor 14
Tahun 2002.
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : -

a.bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan
keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada
Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan
kepastian hukum serta mengantisipasi
perkembangan di bidang teknologi informasi dan
perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-
ketentuan material di bidang perpajakan perlu
dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2000;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk
Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
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(1)

Pasal 27A

Apabila pengajuan keberatan, permohonan
banding, atau permohonan peninjauan kembali
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama
pajak yang masih harus dibayar sebagaimana
dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah
dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran
pajak, kelebihan pembayaran dimaksud
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a.untuk Surat Ketetapan ’Pajak Kurang
Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal
pembayaran yang menyebabkan kelebihan
pembayaran  pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali; atau
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b.untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
dihitung sejak tanggal penerbitan surat
ketetapan pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali.

(1a) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) juga diberikan atas Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan
Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan
sebagian atau seluruhnya menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan
sebagai berikut:

a.untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal
pembayaran yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak  sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat

3

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012



(2)

Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;

b.untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
dihitung sejak tanggal penerbitan surat

ketetapan pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan

Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;
atau

c. untuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak
tanggal pembayaran yang menyebabkan
kelebihan pembayaran pajak sampai
dengan diterbitkannya Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan
Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi
administrasi berupa denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau
bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) berdasarkan  Surat  Keputusan
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(3)°

Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian
atau seluruh permohonan Wajib Pajak.

Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN

Menimbang

Mengingat

-l

0 1.

PERPAJAKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk lebih memberikan kemudahan dan kejelasan
bagi masyarakat dalam memahami dan memenuhi hak serta
kewajiban perpajakan perlu mengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak
dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor S$ Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan,;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

BAB VI
IMBALAN BUNGA

Pasal 43

Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau
permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar dalam
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah dibayar
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan
pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau
permohonan peninjauan kembali sehubungan dengan Surat
Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan
pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Apabila terdapat Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang mengabulkan
sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A
ayat (la) Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan.

Imbalan bunga juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi
administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang dan/atau bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi
Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan
Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh
permohonan Wajib Pajak.

(5) Imbalan . . .
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Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diberikan terhadap:

a.

kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan
kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang
disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dan telah
dibayar sebelum mengajukan keberatan; atau

kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan
Kembali atas jumlah pajak yang tercantum dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui
dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau
Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, namun dibayar
sebelum pengajuan keberatan, permohonan banding,
atau permohonan peninjauan kembali, atau sebelum
diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan
Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Pelaksanaan pemberian imbalan bunga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku ketentuan
sebagai berikut:

a.

dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, imbalan
bunga diberikan apabila terhadap Surat Keputusan
Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke
Pengadilan Pajak;

dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan
banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap
Putusan Banding tidak diagjukan permohonan
Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung; atau

dalam hal atas Putusan Banding diajukan permohonan
Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila
Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh
Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung.

Pasal 44 . . .
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Pasal 44

Dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) yang
seluruhnya tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan atas
Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar,
kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan
Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan yang dihitung dari jumlah kelebihan
pembayaran pajak dalam Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Dalam hal Surat Ketetapan Pajak Nihil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) yang tidak disetujui oleh
Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
yang  diterbitkan atas = Surat Pemberitahuan yang
menyatakan lebih bayar, kelebihan pembayaran pajak
berdasarkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding,
atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan
sebagian atau seluruhnya dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung dari
jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Surat Keputusan
Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan
Kembali.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil
sampal dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Pasal 45 . ..

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG
PENGADILAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.

bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman,
tenteram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat;

bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang berkesinambungan dan
berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan dana yang memadai terutama dari sumber
perpajakan;

bahwa dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak dan pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dapat dihindarkan timbulnya Sengketa
Pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan
sederhana;

bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Pajak belum merupakan badan peradilan yang berpuncak di
Mahkamah Agung;

bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan Pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman
di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian Sengketa
Pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, b ¢, d, dan e, tersebut di atas perlu
dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Pajak;

Mengingat :

]

28

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23A, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang- Undang Dasar 1945
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3984),

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana elah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan  Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tamb ahan Lembaran Negara Nomor 3612);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
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Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti harus bersumpah atau
berjanji menurut agama atau kepercayaannya, yang berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini,
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau apa pun juga, tidak memberikan atau
menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun";

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini,
tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau
pemberian"; -

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, Undang-Undang Dasar
1945, dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia";

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama
dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-
baiknya dan seadil-seadilnya, seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera
Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

BABIII
KEKUASAAN PENGADILAN PAJAK

Pasal 31

(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan
keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan
Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 32
(1) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi
kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-
sidang Pengadilan Pajak.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua.

Pasal 33
(1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus
Sengketa Pajak.
(2) Untuk keperluan pemeriksaan Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak dapat memanggil atau meminta data
atau keterangan yang berkaitan dengan Sengketa Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BABIV
HUKUM ACARA

Bagian Pertama
Kuasa Hukum

Pasal 34

(1) Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa
hukum dengan Surat Kuasa Khusus.

(2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan

perpajakan;

c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Dalam hal kuasa hukum yang mendampingi atau mewakili pemohon Banding atau penggugat adalah
keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua, pegawai, atau pengampu, persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 35
(1) Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
(2) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding,
kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
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Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Putusan

Pasal 86
Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat
yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Pasal 87
Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 88

(1) (1) Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat
oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak
diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.

(2) Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.

(3) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Pasal 89
(1) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan
1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
(2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan
Pengadilan Pajak.
(3) Permohonan peninjauvan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut
permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Pasai 90
Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan
peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 91

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a.  Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan
yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim
pidana dinyatakan palsu;

b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada
tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang
diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;

d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
atau

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 92

(1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya
kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan
hukum tetap.

(2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-
surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang.

(3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
huruf ¢, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan
dikirim,

Pasal 93
(1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:
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(1) Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim Ketua atau
Hakim Tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa orang ahli.

(2) Seorang ahli dalam persidangan harus memberi keterangan baik tertulis maupun lisan, yang dikuatkan
dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya.

Pasal 73
Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami,
dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi.

Pasal 74
Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima
oleh Majelis atau Hakim Tunggal.

Pasal 75
Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.

Pasal 76
Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk
sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

Q).

Bagian Kedelapan
Putusan

Pasal 77
(1) Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
(2) Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas Gugatan berkenaan dengan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).
(3) Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak
kepada Mahkamah Agung.

Pasal 78
Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Pasal 79
(1) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam
musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.
(2) Apabila Majelis di dalam mengambil putusan dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai
kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim Anggota yang tidak
sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan Pajak.

Pasal 80
(1) Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:
menolak;
mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
menambah Pajak yang harus dibayar;
tidak dapat diterima;
membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
. membatalkan.
(2) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding,
atau kasasi.

"0 a0 o

Pasal 81

(1) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan sejak Surat Banding diterima.

(2) Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak Surat Gugatan diterima.

(3) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang paling lama 3
(tiga) bulan.

(4) Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperpanjang paling lama 3
(tiga) bulan.

(5) Dalam hal Gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan Pajak, tidak diputus
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengadilan Pajak wajib mengambil
putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka
waktu 6 (enam) bulan dimaksud dilampaui.
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Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Putusan

Pasal 86
Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat
yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.

Pasal 87
Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran
Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pasal 88

(1) (1) Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat
oleh Sekretaris dalam jangka  waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak
diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan.

(2) Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.

(3) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Peninjauan Kembali

Pasal 89
(1) Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan
1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
(2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan
Pengadilan Pajak.
(3) Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut
permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Pasal 90
Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan
peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

Pasal 91

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan
yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim
pidana dinyatakan palsu;

b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada
tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang
diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;

d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
atau

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 92

(1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya
kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan
hukum tetap.

(2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-
surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang.

(3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
huruf ¢, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan
dikirim.

Pasal 93
(1) Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali dengan ketentuan:
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Hal: Permohonan Pengujian Materiil Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 07/MEN/V/2010 Tentang
Asuransi Temaga Kerja Indonesia terhadap Undang-Undang Nomor 02
Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat

Dengan hormat,

HIMPUNAN PENGUSAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA ( HIMSATAKI ) berkedudukan di Jakarta, beralamat di JI. Raya Condet
No. 27 Kelurahan Batuampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur yang dalam hal ini
di wakili oleh YUNUS M. YAMANI dalam kedudukannya selaku Ketua Umum dan
NADYA FARHANI, SH dalam kedudukannya selaku Wakil Sckretaris Jenderal; yang
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 07/MEN/V/2010 Tentang
Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, yang dimuat dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 273 Tahun 2010 (selanjutnya disebut : Permenakertrans R.J. No. PER.
07/MEN/V/2010) terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian (selanjutnya disebut : UU No. 2 Tahun 1992) dan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat (selanjutnya disebut : UU No. 5 Tahun i999).

Permohonan Pengujian Materiil ini diajukan berdasarkan hal-hal schbagai berikut :
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1. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1.1.

2.

13-

1.4.

[

Undﬁng—Undang Dasar 1945 (sclanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 24
ayat (2), mengatur : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
M'lhkﬂmah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi";

UUD 1945 Pasal 24 A ayat (1), mengatur "Mahkamah Agung berwenang
mengadili pada tingkat kasasi,menguji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang
lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

Pasal 18 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, mengatur : "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh scbuah
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh scbuah
Mahkamah Konstitusi";

Pasal 20 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kechakiman, mengatur Mahkamah Agung berwenang,

ayat (2) huruf b : “menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-

Undang terhadap Undang-Undang";

ayat (3) : "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan
sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun
berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";

Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor PER. 07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja
Indonesia diundangkan pada tanggal 07 Juni 2010 (Berita Negara Republik
Indonesia No. 273 Tahun 2010);
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Bahwa PERMA RI No. 01 tahun 2004 teiiltang Hak Uji Materiil Pasal 2 angka
4, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan
puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan, dengan demikian permohonan ini diajukan masih dalam
tenggang-waktu yang diatur dalam undang undang; v

1.6. Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung R.I berwenang untuk memeriksa
dan memutus permohonan pengujian materiil Permenakertrans R.I. No. PER.
07/MEN/V/2010 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi yakni UU No. 2 Tahun 1992 dan UU No. 5 Tahun 1999.

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI No. 3 tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung,
ayat (1) : "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah
undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada
Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
ayat (2) : "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu :

a. perorangan warga Negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur
dalam undang-undang; atau

c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

ayat (3) : Permohonan sckurang-kurangnya harus memuat :

a. nama dan alamat pemohon;

b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan
dengan jelas bahwa :

1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau
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2. pembentukan peraturan perunda:ng-undangan tidak memenuhi ketentuan
yang berlaku, dan

c. hal-hal yang diminta untuk diputus.
ayat (4) : Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan Mahkamah ,Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung
sejak tanggal diterimanya permohonan;
ayat (5) : Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau
permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan
permohonan tidak diterima;
ayat (6) : Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
ayat (7) : Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal dan/atau
bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggl.
ayat (8) : Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau
Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tar;ggal
putusan diucapkan.
ayat (9) : Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undangundang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan
permohonan ditolak.
ayat _(10) : Ketentuan mengenai tata cara pengujian  peraturan
perundangundangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung,
Bahwa Tata Cara Pengujian peraturan perundang-undangan diatur dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Hak Uji Materiil Nomor 01 tahun
2004;
Bahwa Pemohon adalah badan hukum publik yakni HIMPUNAN
PENGUSAHA JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA (

HIMSATAKI) merupakan salah-satu wadah perhimpunan para Pelaksana

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012
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Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (selanjutnya disebut : PPTKIS/

dahulu PJTKI) ke Luar Negeri, yang mempunyai tujuan :

a. membantu meningkatkan kinerja anggota dalam mengembangkan
perusahaannya dan mendampingi anggota dalam menghadapi permasalahan
tehnis peraturan pemerintah dengan segala konsekuensinya.

b. meningkatkan efisiensi~ dan kecepatan pelayanan melalui Teknologi
Informasi dan Pengembangan Menagemen Sumber Daya Manusia.

¢. meningkatkan kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia melalui pelatihan
dengan membangun mekanisme akreditas dan sertifikasi oleh lembaga
independent disesuaikan dengan persyaratan yang diminta pasar kerja.

d. meningkatkan perlindungan hukum baik di dalam negeri maupun di luar
negeri terhadap Anggota dan Tenaga Kerja Indonesia melalui media
advokasi dan hubungan bilateral kedua Negara.

e. menunjang kemajuan usaha jasa penempatan Teaga Kerja Indonesia ke luar
negeri dan memberikan penyuluhan, bantuan dan perlindungan hukum serta
memperjuangkan hak dan kepentingan anggota, membina para anggotanya
agar memiliki moralitas yang baik, professional dan dapat dipercaya dalam
menjalankan profesi usahanya.

Bahwa para PPTKIS yang bernaung/bergabung maupun yang tidak

bergabung dalam Pemohon adalah pihak yang diwajibkan untuk

melaksanakan Kketentuan Asuransi TKI, yang dalam pelaksanaannya
disertakan ancaman sanlsi pidana kurungan dan denda yang sangat
berat (Pasal 68 juncto Pasal 103 ayat 1 huruf g Undang Undang No. 39 Tahun

2004 Tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di Luar

negert)

Bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

iconstitusionalnya dirugikan dengan berfakunya Peraturan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER. 07/MEN/V/2010

Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;

Bahwa Pemohon scbagai badan hukum publik telah memenuhi kualifikasi

kedudukan  hukum (legal standing) dan memiliki kepentingan untuk

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012
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2.7.

2.8.

2.9.

menyampaikan hak uji materiil (judicial review) sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Pasal 31 A Undang-Undang RI No. 3 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
ayat (2) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya
peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu : a. perorangan
warga, Negara Indonesia, b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang; atau c. badan hukum publik
atau badan hukum privat;

Bahwa permohonan ini menuntut agar Permenakertrans R.I. Nomor PER.
07/MEN/V/2010 dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi yakni UU No. 2 Tahun 1992 dan UU No. 5 Tahun
90

Bahwa seharusnya sudah patut untuk dimaklumi bahwa dalam menerbitkan
dalam nenerbitkan Permenakertrans R.I Nomor PER. 07/MEN/V /2010,
Pemerintah Republik Indonesia ic. Kementerian Tenaga Kerja Republik
Indonesia tidak boleh hanya mempertimbangkan atau mendasarkan kepada
asas kemanfaatan atau tujuan tertentu, tetapi harus pula melandaskannya pada
prinsip supremasi hukum, schingga pemerintah harus memperhatikan pula
serta mempertimbangkan asas legalitas hukum, sehingga Kepmenakertrans
terscbut secara formal dan substansial tidak melanggar asas-asas dan kaidah
hukum yang mendasar ataupun tidak bertentangan dan tidak melampaui /
melebihi ketentuan yang berlaku dan Jebih tinggi tingkatannya, dengan tetap
memperhatikan dan menampung aspirasi dari masyarakat (aspek sosiologis);
Bahwa Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
urutan Peraturan Perundang-undangan, mengatur "setiap aturan hukum yang
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih
tinggi (lex superior derogat legi inferiori) yang. mengandung arti bahwa
aturan yang lebih rendah merupakan aturan peclaksanaan dari aturan

yang lebih tinggi”

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012
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Disamping itu aturan yang lebih rendah tidak dapat mengubah substansi
yahg ada dalam aturan yang lebih tinggi, tidak menambah, tidak
mengurangi dan tidak menyisipi suatu ketentuan baru dan tidak
memodifikasi substansi dan pengertian yang tclah ada dalam aturan

induknya;

-

Bahwa merupakan kewajiban seluruh warga masyarakat Negara Republik
Indonesia; baik perorangan maupun secara bersama-sama dalam wadah yang
terlegalisasi untuk berperan serta dalam kontrol sosial terhadap segala bentuk
peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada terciptanya

kepastian hukum.

3. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Sl

3.2.

3.3.

3.4.

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Agung
dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok-Pokok permohonan ini;

Bahwa pengujian materiil Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010
(Bukti P-1) sangat penting untuk dilaksanakan demi menjaga tertib hukum
dan kepastian hukum dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang

demokratis, sebagaimana diatur dan dijamin dalam UUD 1945.

Bahwa permohonan pengujian materiil ditujukan pada ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Permenakertrans R.I. No. PER. 07/MEN/V/2010 yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni

UU No. 2 Tahun 1992 (Bukti P-2) dan UU No. 5 Tahun 1999 (Bulkti P-3);

Bahwa proses penyusunan atau penecrbitan Permenakertrans R.I. No. PER.
07/MEN/V/2010 tidak pernah melibatkan atau dikonsultasikan dengan
Pelaksana Pcn;mbatan ‘Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS dahulu
PJTKI) padahal diketahui Pclaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Swasta (PPTKIS) adalah pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012
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seharusnya diatur dalam bentuk undang undang, oleh karena itu tidak
tepat apabila diatur setingkat Peraturan Menteri (i.c. Permenakertrans

R.I. No. PER. 07/MEN/V/2010);

Bahwa dalih karena belum ada undang undang dimaksud bukan berarti
pembenaran untuk langsung mengeluarkan Permenakertrans R.I. No.
PER. 07/MEN/V/2010 melainkan seharusnya Pemerintah R.I. ic.
Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I mengeluarkan Peraturan
Pemerintah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU

No. 2 Tahun 1992.

Bahwa dengan demikian Pasal 1 angka 4, angka 7 dan angka 14
Permenakertrans R.I. No. PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu UU No. 2
Tahun 1992.

Bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, yaitu :
Pasal 4 ayat (1)

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain
untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak schat”

Pasal 4 ayat (2)

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama

melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau
jasa, scbagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga)
pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75%
(tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa
tertentu”.

Pasal 11

“Pclaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha

pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH U3 s
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mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa,
yang dapat mengakibatkan terjaainya pralktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat”. |
Pasal 12

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain
untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan
perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan
mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau
perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan
atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat”.

Pasal 17 ayat (1)

“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau

pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”

Pasal 17 ayat (2)

“Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas

produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) apabila:

a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya,
atau

b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam
persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai
lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang

atau jasa tertentu.”

Bahwa kectentuan tentang konsorsium sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 4, angka 7 dan 14 serta seluruh ketentuan tentang
persyaratan dan perjanjian diantara perusahaan asuransi yang tergabung

dalam konsorsium tersebut scbagaimana diatur dalam Permenakertrans

Rl NO: wares /

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012



3.7.

11

RI  No. PERO7MEN/V/2010 ternyata menutup masuknya
perusahaan perusahaan asura-nsi yang tidak tergabung dalam
konsorsium  tersebut  untuk menjalankan usaha menjadi
Penanggung Asuransi TKI, yang berarti konsorsium tersebut telah
melakukan tindakan monopoli dan menutup persaingan usaha yang

sehat dalam pangsa pasar usaha Asuransi TKI.

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 14 serta
pasal-pasal lainnya tentang persyaratan dan perjanjian antara perusahaan
asuransi dalam Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010
ternyata bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi

tingkatannya yaitu UU No. 5 Tahun 1999.

Bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan 15 Permenakertrans R.I. Nomor PER.
07/MEN/V/2010 bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU No. 2
Tabun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan bertentangan dengan Pasal 4 ayat
(1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) UU
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.
3.7.1. Bertentangan d?ng:m UU No. 2 Tahun 1992, yaitu :
Pasal 6 ayat (3)
“Penutupan asuransi atas obyek asuransi harus didasarkan pada
kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi Program Asuransi
Sosial”
Bahwa yang memiliki kewajiban untuk menyertakan setiap TKI
mengikuti program Asuransi TKI adalah PPTKIS (d/h.PJTKI)
sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat 1 UU No. 39 Tahun 2004
Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
Bahwa ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan 15 Permenakertrans R.I. Nomor
PER. 07/MEN/V/2010 tclah menghapuskan kebebasan masyarakat
pengusaha (i.c. PPTKIS) untuk memilih penanggung atau perusahaan
asuransi, padahal kebebasan memilih tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat

(3) UU No. 2 Tahun 1992.
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Bahwa dengan demikian Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 15 Permenakertrans
R.I Nomor PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan ketentuan yang
berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu UU No. 2 Tahun 1992.

3.7.2. Bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, yaitu :
Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17 ayat
(1), Pasal 17 ayat (2).
Bahwa ketentuan adalam Pasal 2, Pasal 3 dan 15 Permenakertrans R.I.
Nomor PER. 07/MEN/V/2010 telah mengakibatkan penguasaan 100%
pangsa pasar usaha jasa asuransi TKI oleh kelompok tertentu yang
dinamakan oleh Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010

sebagai "konsorsium”.

Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan 15
Permenakertrans RJI. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 ternyata
bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi

tingkatannya yaitu UU No. 5 Tahun 1999.

Bahwa Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 Permenakertrans R.I. Nomor PER.
07/MEN/V/2010 bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 1992, yaitu :

Pasal 7 ayat (1)

Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang
berbentuk:

a. Perusahaan Perseroan (PERSERO);

b. Koperasi;

¢. Usaha Bersama (Mutual).

Pasal 7 ayat (2)

Dengan tidak mengurangi ketentuan scbagaimana dimaksud dalam ayat O,
usaha konsultan akturia dan usaha agen asuransi dapat dilakukan olch

perusahaan perorangan.

Pasal 7 ayat (3)

Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama

(Mutual) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

Pasal 8 ...... /
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Pasal 8 ayat (1)

Perusahaan Perasuransian hanya dapﬁt didirikan oleh:

a. Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya
dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;

b. Perusahaan perasuransian yang pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dengan perusahaan perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

Pasal 8 ayat (2)

Perusahaan perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) huruf b harus merupakan :

a. Perusahaan perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan
kegiatan usaha dari Perusahaan perasuransian yang mendirikan atau
memilikinya;

b. Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi, yang para
pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah Perusahaan Asuransi
Kerugian dan atau Perusahaan Reasuransi.

Pasal 8 ayat (3)

Ketentuan [ebih lanjut mengenai kepemilikan Perusahaan Perasuransian

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9 ayat (1)

Setigxp pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib mendapat izin usaha

dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program

Asuransi Sosial.

Pasal 9 ayat (2)

Untuk mendapatkan izin usaha scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

dipenuhi persyaratan mengenai:

a. Anggaran dasar;

b. Susunan organisasi;

c. Permodalan;

d. Kepemilikan;

e. Keahlian di bidang perasuransian;

f. Kcelayakan rencana kerja;

o Hal-hal. .. ../
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g. Hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha
perasuransian secara sehat.

Pasal 9 ayat (3)

Dalam hal terdapat kepemilikan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) huruf b, maka untuk memperolch izin usaha sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam ayét (2) serta ketentuan mengenai batas kepemilikan dan kepengurusan

pihak asing.

Pasal 9 ayat (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan'ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh

Menteri.

Pasal 11 ayat (1)

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi:

a. Kesehatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan
Asuransi Jiwa dan Perusahaan Reasuransi, yang terdiri dari:
1. Batas tingkat solvabilitas;
2. Retensi sendiri;
3. Reasuransi;
4. Investasi;
5. Cadangan teknis; dan
6. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan
keuangan;
b. Penyelenggaraan usaha, vang terdiri dari:
1. Syarat-syarat polis asuransi,
2. tingkat premi;
3. Penyelesaian klaim;
4. Persyaratan keahlian di bidang perasuransian; dan
5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan

usaha.

Pasal 11...... /
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Pasal 11 ayat (2)

Setiap Perusahaan Perasuransian wajib mémelihara kesehatan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta wajib melakukan usaha
sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat.

Pasal 11 ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan dari penyelenggaraan

usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Bahwa suatu Badan Hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas telah melalui
proses pemenuhan berbagai persyaratan sebagaimana diatur dalam UU No. 2
Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya yang antara lain berupa modal
usaha dan deposito, akan tetapi ternyata berbagai persyaratan yang diatur
dalam UU No. 2 Tahun 1992 beserta Peraturan Pelaksanaannya telah dianulir
dalam peraturan yang lebih rendah yaitu Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7
Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010.

Bahwa dengan demikian Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 Permenakertrans R.I.
Nomor PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku -
dan lebih tinggi tingkatannya yaitu UU No. 2 Tahun 1992.

» Bahwa Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Permenakertrans R.I. Nomor PER.

07/MEN/V/2010 bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 2
Tahun 1992, yaitu :

Pasal 1 angka 8

Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa
keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti
rugi Asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

Pasal 2 hurufb

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang :
b.Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa

Pasal 3 hurufb angka 1

Jenis usaha perasuransian meliputi:

Usaha...... /
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Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan

asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak

untuk kepentingan tertanggung;

Pasal § huruf a

Usaha penunjang usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian dengan ruang lingkup

kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menyclenggarakan usaha dengan
bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan

dengan kontrak asuransi;

Bahwa Perusahaan Pialang atau perusahaan yang memberikan jasa
keperantaraan asuransi merupakan Badan Hukum dalam bentuk Perseroan
Terbatas telah melalui proses pemenuhan berbagai persyaratan sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 8, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 2 Tahun
1992 dan wajib persyaratah lainnya sesuai peraturan pelaksanaan dari UU No.
2 Tahun 1992, akan tetapi ternyata berbagai persyaratan yang diatur dalam UU
No. 2 Tahun 1992 beserta Peraturan Pelaksanaannya telah dianulir dalam
peraturan yang lebih rendah yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Permenakertrans
R.I. Nomor PER. 07/MEN/\}/2010.

Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 2 Tahun 1992 maka Pialang Asuransi
ada dan bertindak untuk kepentingan tertanggung akan tetapi dalam
Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 keberadaan pialang
asuransi justeru untuk kepentingan perusahaan asuransi, bahkan dalam Pasal
21 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010 diwajibkan membuat

perjanjian kerjasama dengan konsorsium.

Bahwa dengan demikian Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Permenakertrans R.I.
Nomor PER. 07/MEN/V/2010 bertentangan dengan ketentuan yang Dberlaku
dan lebih tinggi tingkatannya yaitu UU No. 2 Tahun 1992.

Bahwa Pasal 33 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010
bertentangan dengan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha

Perasuransian, yaitu :
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Pasal 10

“Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh

Menteri”

Bahwa dalam Pasal 10 juncto Pasal 1 angka 14 UU No. 2 Tahun 1992 jelas
mengatur lembaga Negara yang berwenang melakukan pengawasan dan
pembinaan terhadap perusahaan asuransi yaitu Menteri Keuangan R.I akan

tetapi ketentuan tersebut telah dianulir dalam peraturan yang lebih rendah

yaitu Pasal 33 Permenakertrans R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010.

Bahwa dengan demikian Pasal 33 Permenakertrans R.I. Nomor PER.
07/MEN/V/2010 bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi
tingkatannya yaitu UU No. 2 Tahun 1992.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah jelas Peemenakertrans R.I.No. PER.
07/MEN/V/2010 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
yakni UU No. 2 Tahun 1992 dan UU No. 5 Tahun 1999.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon kepada Mahkamah Agung

Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Menteri Tenagakerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia

untuk menghentikan pemberlakuan dan penerapan beserta segala implementasi dari
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. Nomor PER. 07/MEN/V/2010

sampai adanya putusan tetap dari permohonan uji materiil ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Hak Uji Materiil Pemohon;

2. Menyatakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. Nomor PER.
07/MEN/V/2010 serta seluruh keputusan Menteri Tenaga Kerja R.1. yang timbul oleh

karena peraturan tersebut harus dianggap bertentangan dengan ketentuan yang berlaku

dan ./
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dan lebih tinggi tingkatannya yaitu Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang Undang -
Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan karenanya tidak sah dan tidak

berlaku secara umum,

3. Memerintahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I untuk membatalkan dan
mencabut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. Nomor PER.

07/MEN/V/2010;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).
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PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, terdapat perluasan obyek pajak daerah dalam bentuk mendaerahkan pajak pusat
menjadi pajak daerah yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dapat
meningkatkan kemampuan keuangan dan kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dan
penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;

bahwa terhadap tanah yang mempunyai fungsi sosial maupun bangunan yang memberikan
keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan, wajib membayar
pajak kepada daerah setelah memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat :

10.

11.

12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4740);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan
Lembaran Negara Republik .Indonesia,.Tahup,, 2000.. aor 24 ahan Lembaran Negara
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.
24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Kenabnitasi naiia
Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578); '

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan sebagai Pajak Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan
Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

10.
11.

12.

Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Kepala Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kanwil BPN adalah Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kakanwil BPN
adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di
Provinsi DKI Jakarta. Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan pada Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut Notaris/PPAT adalah Pejabat
Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan
Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan .secara langsung dan digunakan untuk keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan

bentuk usaha tetap.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau

bangunan.
Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum
yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau

badan.
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan,

beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan

dan bangunan.
Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya

disingkat dengan SSPD-BPHTB adalah surat setoran pajak daerah yang digunakan untuk membayar
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

BAB II
NAMA PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dipungut Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

BAB III
OBJEK DAN SUBIJEK PAJAK
Bagian Kesatu'
Objek Pajak

Pasal 3

(1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a:

b.

pemindahan hak karena :

. jual beli;

tukar menukar;

hibah;

. hibah wasiat;

waris;

. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

. penunjukan pembeli dalam lelang;

. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;

12. pemekaran usaha; atau

13. hadiah.

CONOU A WNH

pemberian hak baru karena :

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

Hak milik;
Hak Guna Usaha;

Hak Guna Bangunan; Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012
Hak Pakai-

2p o0



e. Hak Milik Atas satuan rumah susun; dan
f. Hak Pengelolaan.

(4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek
pajak yang diperoleh :

a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan
guna kepentingan umum;

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar
fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan
tidak adanya perubahan nama;

e. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan

f. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan pajak terhadap Objek Pajak yang diperoleh karena
hibah wasiat dan waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5,
dan pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Subjek Pajak

Pasal 4

(1) Yang menjadi Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi
atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

(2) subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar
pajak, menjadi wajib pajak menurut Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF
DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :

. jual beli adalah harga transaksi ;

. tukar menukar adalah nilai pasar;

. hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar;

. waris adalah nilai pasar;

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;

. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan  hukum
tetap adalah nilai pasar;

. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;

. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

. penggabungan usaha adalah nilai pasar;

. peleburan usaha adalah nilai pasar;

. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

SO AP OaNTO
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(3) Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan
huruf o tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak
Bumi dan Bangunan.

(4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan
pada saat terutangnya pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada surat keterangan
NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

(5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
bersifat sementara.

(6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diperoleh dari kantor pelayanan pajak atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan
Peraturan perundang-undangan.

(7) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.00000
(delapan puluh juta rupiah). _ | o . .

(8) Dalam hal perolehan hak ka-r‘é\lﬁumb{b"ﬁi%--hiWﬁSW§iQ|%mfﬂiwni%18rang pribadi yang masih



dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat
ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(9) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dan ayat (8) dapat ditinjau atau dievaluasi kembali setiap tahun dengan Peraturan Gubernur
setelah mendapat persetujuan DPRD.

Bagian Kedua
Tarif Pajak

Pasal 6

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Bagian Ketiga
Cara Perhitungan Pajak

Pasal 7

(1) Besarnya pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau ayat (8).

(2) Dalam hal Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada
tahun terjadinya perolehan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan NJOP setelah dikurangi NPOPTKP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) atau ayat (8).

BAB V
SAAT DAN TEMPAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Saat Terutang Pajak

Pasal 8
(1) Saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan untuk :

. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke
Kantor Pertanahan;
f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tangggal dibuat
dan ditandatanganinya akta;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah  sejak tanggal dibuat
dan ditandatanganinya akta;
h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak
tanggal diterbitkannnya surat keputusan pemberian hak;
j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat
keputusan pemberian hak;
k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
I. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat ditandatanganinya akta;
m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal ditandatanganinya akta;
n
o
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. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

(2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
Bagian Kedua
Tempat Terutang Pajak
Pasal 9
Tempat Terutang Pajak berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Tlnkauan gurldls Silalahi, FH Ul, 2012
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Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 10

(1) Wajib Pajak BPHTB wajib membayar sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga merupakan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD). '

(3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap
serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tatacara pengisian SSPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur Pemungutan

Pasal 11

(1) Penetapan SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengacu pada sistem dan
prosedur pemungutan BPHTB.

(2) Sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup  tatacara
penyampaian, pembayaran, penelitian, pelaporan, penagihan, dan pengurangan SSPD-BPHTB serta
pendaftaran akta dan pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemungutan BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN BAGI PEJABAT

Pasal 12

(1) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

(2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang hanya dapat menandatangani risalah
lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti
pembayaran pajak.

(3) Kepala Kanwil BPN/Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak Atas Tanah
atau Pendaftaran Peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.

Pasal 13

(1) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang
melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada
Gubernur paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang
yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk
setiap pelanggaran.

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang
negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk
setiap laporan.

(3) Kepala Kantor bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dan sepanjang belum atau tidak diatur

dalam Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jan waktu lima) tahun terhitung sejak
saat terutang. ?lhjauan yuchﬂs ...,a\%llésly aéﬂalzjaﬁl,gll-sﬁ U?, 50152( ) 954
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tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum
ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 18

PENJELASAN
2 ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

UMUM

Dalam rangka melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sumber dana memegang peranan penting dalam
keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan.

Salah satu sumber dana yang cukup memegang peranan penting bagi kelangsungan dan
optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta adalah penerimaan dan sektor pajak daerah, mengingat Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta memiliki Sumber Daya Alam yang terbatas, oleh karena itu potensi penerimaan
sektor pajak daerah merupakan penerimaan andalan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh perluasan objek pajak daerah
sebagai sumber penghasilan tambahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan urusan
pemerintahan lainnya. Perluasan objek pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut
meliputi perluasan basis pajak daerah yang telah ada, pendaerahan objek pajak pusat menjadi pajak
daerah dan penambahan objek pajak baru.

Terkait dengan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
yang merupakan salah satu perluasan objek pajak daerah, maka keberadaan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan merupakan salah satu perluasan objek pajak daerah dan pajak pusat menjadi
pajak daerah.

Adanya penambahan Jen-g'nﬁH%rﬂJW'dé%a PBRINIala. EﬂlegrQé]l? dan Bangunan diharapkan
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1L

MU ML 11 I e s e e s s S mams g met m——s oy g -

itu dengan penambahan jenis pajak baru serta keleluasaan dalam menerapkan tarif pajak daerah
(diskresi tarif) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dalam pembiayaan APBD
pararel dengan peningkatan pelayanan masyarakat.

Pemberian kewenangan penetapan besarnya tarif pajak kepada daerah dimaksudkan untuk
menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi diluar ketentuan, sehingga menambah beban masyarakat
secara berlebihan. Untuk itu daerah diberi kewenangan dalam Undang-Undang untuk menetapkan tarif
pajak dalam batas maksimum. Disisi lain, agar tidak terjadi persaingan tarif antar daerah khususnya
untuk objek yang mudah bergerak seperti yang terjadi pada pajak daerah lainnya yang pada akhirnya
dapat merugikan kepentingan daerah dan negara.

Untuk meningkatkan prinsip akuntabilitas yang berkaitan dengan pengawasan pungutan pajak
daerah, maka Peraturan Daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan dari Pemerintah
Pusat, dan bagi daerah yang menerapkan kebijakan di bidang pajak daerah melanggar ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau
pembatalan Peraturan Daerah yang disampaikan.

Dengan disahkannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepastian hukum
kepada masyarakat dan dunia usaha di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah, tentu dengan
satu harapan bahwa pengetahuan dan sadar pajak masyarakat semakin meningkat serta aparat
pemungut pajak bekerja secara profesional didasari pada prinsip good governance.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan material
yang meliputi antara lain Objek dan Subjek Pajak, Tarif Pajak, Dasar Pengenaan dan Tata Cara
Penghitungan Pajak, Ketentuan mengenai masa pajak, dan saat terutang pajak.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang dilakukan
dengan tujuan agar hak atas tanah dan atau bangunan berpindah kepada yang
menerima pengalihan atau pemindahan hak tersebut, baik berdasarkan perjanjian,
perikatan maupun berdasarkan perbuatan hukum lainnya.

Angka 1

Yang dimaksud dengan jual beli merupakan suatu perbuatan
hukum atas suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak yang satu
(penjual) menyerahkan hak milik atas suatu barang (bumi dan/atau
bangunan) kepada pihak lainnya (pembeli), dan si pembeli
membayar harga (berupa uang maupun alat pembayaran lainnya)
yang telah disetujui bersama kepada si penjual, sebagai imbalan
dan perolehan hak milik tersebut.

Angka 2

Yang dimaksud dengan Tukar menukar adalah suatu perbuatan
hukum yang mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk
saling mengalahkan haknya secara timbal balik atas suatu tanah
dan/atau bangunan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Hibah adalah suatu persetujuan dimana
seseorang penghibah  mengalihkan haknya atas tanah
dan/atau bangunan secara cuma-cuma kepada penerima hibah

- tanpa menariknya kembali.
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Huruf b

Angka

Angka 2

Anyna

Yang dimaksud dengan Hibah Wasiat adalah suatu penetapan
wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah atau
bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu yang
berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

Angka 5

Yang dimaksud dengan Waris adalah orang yang mendapatkan
harta warisan baik sebagai ahli waris maupun bukan ahli waris.

Angka 6

Yang dimaksud dalam pemasukan dalam perseroan atau badan
hukum lain adalah peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dari
orang pribadi atau Badan kepada perseroan terbatas atau badan
hukum dan sebagai penyertaan modal perseroan terbatas atau
badan hukum lain tersebut.

Angka 7

Yang dimaksud dengan pemisahan hak yang mengakibatkan
peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan kepada sesama
pemegang hak bersama.

Angka 8

Yang dimaksud dengan penunjukkan pembeli dalam lelang
adalah  penetapan pemenang lelang oleh Pejabat lelang
sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

Angka 9

Yang dimaksud dengan pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai kekuatan hukum tetap adalah terjadi peralihan hak dari
orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada
pihak yang ditentukan dalam keputusan Hakim tersebut yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Angka 10

Yang dimaksud dengan penggabungan usaha adalah penggabungan
dari dua Badan Usaha atau lebih dengan cara tetap
mempertahankan berdirinya salah satu Badan Usaha dan
melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung tersebut.

Angka 11

Yang dimaksud dengan peleburan usaha adalah penggabungan
dan dua atau lebih Badan Usaha dengan cara mendirikan Badan
Usaha baru dan melikuidasi badan-badan yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan pemekaran usaha adalah pemisahan
suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan
cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian
aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru yang dilakukan tanpa
melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan hadiah adalah suatu perbuatan hukum
berupa penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada penerima hadiah.

Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan
hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum
dari negara sebagai si pelepas hak atas tanah dan/atau bangunan.

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012



Ayat (3)
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adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari
negara atau dari pemegang hak milik sebagai si pelepas hak atas tanah
dan/atau bangunan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan Hak milik adalah hak milik turun temurun terkuat
dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang pribadi atau badan-badan hukum
tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah
yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang
ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf ¢

huruf d

Yang dimaksud dengan Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan
dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan Hak pakai adalah hak untuk menggunakan
dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh Negara atau tanah milik
orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau
dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa
atau perjanjian pengolahan tanah atau segala sesuatu sepanjang tidak
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan nerundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Huruf f

Ayat (4)

e Yang dimaksud dengan Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas

satuan rumah susun yang bersifat perseorangan dan terpisah meliputi hak atas
tanah bersama dan/atau bangunan bersama yang semuanya merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan.

Yang dimaksud dengan Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang
dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang
distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan
merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara
terpisah, baik untuk tempat hunian maupun untuk manfaat lainnya yang
dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Yang dimaksud dengan Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya
antara lain : berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan
tanah untuk keperluan pelaksanaan tugas, penyenahan bagian-bagian dari tanah
tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan  Tanah dan bangunan  yang digunakan
untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum adalah tanah dan/atau bangunan yang
digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun
Daerah dengan kegiatan yang semata-mata tidak ditujukan untuk mencari
keuntungan, misalnya tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk instansi
pemerintah, sekolah milik pemerintah, rumah sakit pemerintah dan jalan umum.

Huruf ¢

Tinjauan yuridis ..., Wesly Silalahi, FH Ul, 2012
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adalah badan atau perwakilan organisasi internasional baik pemerintah maupun
non pemerintah berdasarkan penetapan Menteri Keuangan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan Konvensi hak adalah perubahan hak dari hak
lama menjadi hak baru  menurut Undang-undang Pokok  Agraria,

ketentuan perundang-undangan lainnya termasuk pengakuan hak dari
pemerintah. .

Contoh :

1. Hak guna bangunan menjadi hak milik tanpa adanya perubahan nama.
2. Bekas tanah milik adat menjadi hak baru.

Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain adalah memperpanjang hak
atas tanah tanpa ada perubahan nama.

Huruf e
Yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum orang pribadi atau Badan
yang memisahkan sebagian hak miliknya berupa atas tanah dan/atau bangunan
dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau
kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun.
Huruf f
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Contoh :
Wajib Pajak A membeli tanah dan bangunan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak
(Nilai Jual) sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), namun NJOP PBB
objek dimaksud pada tahun terjadinya perolehan sebesar Rp 95.000.000,00 (sembilan

puluh lima juta rupiah), maka nilai perolehan yang dipakai sebagai dasar pengenaan
BPHTB adalah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).

Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Penetapan NPOPTKP sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk
setiap wajib pajak meliputi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf

¢, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf I, huruf m, huruf n, dan huruf o.

Pemberlakuan NPDPTKP sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
terhadap hak atas tanah meliputi, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan
hak pakai.

Contoh : - - . .
Pada tanga-émjafjaﬂelﬁyﬁ'gﬂﬁ 200¥eslySilalahinErddli 2@43h di wilayah Jakarta Timur
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Ayat (8)
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juta rupiah) dimana Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
untuk perolehan hak selain karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi
yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk
suami/isteri, ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
mengingat NPOP lebih kecil dibandingkan NPOPTKP maka perolehan hak tersebut tidak
terutang BPHTB.

Pada tanggal 1 Februari 2009, WP "B" membeli tanah dan bangunan di wilayah
Jakarta Timur dengan NPOP sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak selain
karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau
satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/isteri
ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), mengingat NPOP
adalah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih besar dibandingkan NPOPTKP
adalah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) maka perolehan hak tersebut
terutang BPHTB sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikalikan tarif BPHTB.

-

Contoh :
Pada tanggal 1 Maret 2009, WP "C" mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di

wilayah Jakarta Barat dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar Rp
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang
diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi
waris atau hibah wasiat, termasuk suami/isteri, ditetapkan sebesar Rp 350.000.000,00
(tiga ratus lima puluh juta rupiah) mengingat NPOP sama dengan NPOPTKP maka
atas perolehan hak tersebut tidak terutang BPHTB.

Pada tanggal 1 Maret 2009, WP "D" mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan di
wilayah Jakarta Barat dengan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebesar Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar juta rupiah) dimana Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat
yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi
waris atau hibah wasiat, termasuk suami/isteri, ditetapkan sebesar Rp
350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) mengingat NPOP lebih besar dari
NPOPTKP maka perolehan hak tersebut terutang BPHTB sebesar Rp 650.000.000,00
(enam ratus lima puluh juta rupiah) dikalikan tarif BPHTB.

Ayat (9)
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7

Contoh :

1.Wajib Pajak "A" membeli tanah dan bangunan dengan :

(Bukan karena waris atau

NPOP

NPOPTKP

NPOP Kena Pajak
BPHTB Terhutang

hi

bah wasiat)

Rp 150.000.000,00
Rp 80.000.000,00 (-)
Rp 70.000.000,00

5% x Rp 70.000.000,00
Rp 3.500.000,00

2.Wajib Pajak "B" memperoleh tanah dan bangunan dengan :
(Karena waris dan hibah wasiat)

NPOP
NPOPTKP
NPOP Kena Pajak
BPHTB Terhutang
Pasal 8
Ayat (1)

Huruf a

Yang-l-i

adalah

Rp 1.000.000.000,00

Rp 350.000.000,00

Rp 650.000.000,00

5% x Rp 650.000.000,00 =
Rp 32.500.000,00

i : denga ﬁ;@ ; g ibu an ditandatanganinya akta
Hjélaejr?gfggﬁrl@ﬂzguét’ Wan dﬁgégéa‘l?érggr?fw’a @;gpemindahan hak dihadapan



Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris.

Huruf b

Cukup Jelas.
Huruf ¢

Cukup Jelas.
Huruf d

Cukup Jelas.
Huruf e

Cukup Jelas.
Huruf f

Cukup Jelas.
Huruf g

Cukup Jelas.
Huruf h

Cukup Jelas.
Huruf i

Cukup Jelas.
Huruf j

Cukup Jelas.
Huruf k

Cukup Jelas.
Huruf |

Cukup Jelas.
Huruf m

Cukup Jelas.
Huruf n

Cukup Jelas.
Huruf o

Yang dimaksud dengan sejak tanggal penunjukan pemenang lelang

adalah ditandatanganinya risalah lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL), atau Kantor Lelang lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang memuat antara lain nama pemenang lelang.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)

Tinja idis ... ilalahi
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan jelas, benar, dan lengkap adalah : Jelas, dimaksudkan
agar penulisan data yang diminta tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat
merugikan negara maupun wajib pajak. Sedang benar, berarti data yang dilaporkan
harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti luas tanah dan atau bangunan,
dan Lengkap berarti semua kolom-kolom pertanyaan diisi secara lengkap beserta
lampiran-lampirannya.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ‘"Risalah Lelang" adalah kutipan risalah lelang yang
ditandatangani oleh Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
Pasal 15

Cukup Jelas.
Pasal 16

Cukup Jelas.
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Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk wWww.ortax.org
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